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KOMUNIKASI POLITIK
OLEGH: KAMARUDDIN

BAB I
PENDAHULUANStudi komunikasi politik di Indonesia, secara umum mulai berkembang sejakproses reformasi dan tumbangnya masa Orde Baru tahun 1998. Walaupunpraktek komunikasi politik sudah dilakukan oleh para aktor-aktor politik diIndonesia sejak masa Orde lama. Orasi-orasi politik dan retorika politikseperti Sukarno yang penuh daya hipnotis. Opini politik penyeimbang darielit lain termasuk aktifis mahasiswa mulai bermunculan dan berhasilmenggeser keunggulan komunikasi politik masa Orla dengan melahirkanTRITURA.Di jaman Orde Baru, keberhasilan Suharto memanfaatkan ketidakpuasanrakyat terhadap kepemimpinan sebelumnya, merupakan kunci keberhasilankomunikasi politiknya, dalam meraih simpati dan dukungan rakyat.Walaupun praktek komunikasi politik dijalankan oleh para aktor politik diera Orde Lama dan Orde Baru, namun kajian komunikasi politik tidakmengalami perkembangan yang berarti.Menurut Alwi Dahlan (1989), itu terjadi karena ilmu komunikasi politikmasih dianggap tidak perlu ditelaah secara utuh. Kalau pun diajarkan, matakuliah di bidang ini tidak dapat memberikan pemahaman yang memadaimengenai proses komunikasi politik. Sementara jurusan komunikasi diberbagai universitas juga tidak mendalami komunikasi politik secara khusus.Para ilmuan komunikasi pun enggan melakukan penelitian yang berkaitandengan politik, kecuali yang bersifat deskriptif atau normatif, umpamanyamengenai Pers Pancasila, Tata Informasi Dunia Baru, dst. Penelitian opinipublik di jaman Orde Baru, juga dapat dikatakan tidak ada, demikian jugadengan pengembangan metodologinya.Di era Suharto, komunikasi politik yang berlaku adalah komunikasi searah,yaitu komunikasi dari atas ke bawah (top-down). Komunikasi searah inidapat dilihat dari arahan dan petunjuk yang diberikan oleh presiden yangkemudian langsung disetujui oleh DPR (yang selalu didominasi olehGOLKAR) dan para menteri serta Gubernur. Kemudian Gubernurmemberikan arahan dan petunjuk kepada DPD tingkat I dan para Bupati, danBupati ke DPRK timgkat II dan para camat, dan begitu seterusnya sampaipada tingkat desa.Sistem komunikasi politik searah ini terbukti sangat efektif selama 32 tahununtuk mengelola negara sebesar Indonesia, dengan jumlah penduduk yangmeningkat terus mencapai 220 juta, sampai sekarang, dan heterogenitaspenduduk yang sangat luar biasa. Tapi sistem komunikasi ini terbukti tidakbertahahan selamanya, bersamaan dengan krisis moneter yang berkembang
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juga menjadi krisis politik, rezim Soeharto pun tumbang, dan polakomunikasi langsung berubah arah: dari bawah keatas (bottom-up). Namunpola komunikasi bawah atas ini langsung terbukti sama tidak efektifnya.Bahkan lebih tidak efektif, karena jika semasa suharto yang terasa adalahkeluhan pihak-pihak yang frustasi karena aspirasinya tidak tersalur, pada erapasca suharto Yang terjadi adalah anarki yang tidak ada habis-habisnya,sehingga dalam tempo singkat presiden RI berganti 4 kali. Hal tersebutdikarenakan dalam pola atas-bawah maupun bawah-atas sama-sama tidakterjadi dialog (komunikasi dua arah), namun yang terjadi hanya monolog(komunikasi searah).Masa Reformasi 1998 membuka babak baru dalam praktek komunikasipolitik di Indonesia. Kemerdekaan berpendapat dan demokrasi menjadilandasan bagi setiap orang untuk menyuarakan idenya, termasuk dalambidang politik. Pengolahan citra, persuasi dan retorika politik dilakukandengan cukup baik oleh para aktor politik untuk memperoleh simpati rakyat.Gazali (2004) membagi fokus kajian Komunikasi Politik menjadi dua yaitu,
traditional focus dan new focus. Inti pandangan Gazali dengan kategorisasifokus tersebut adalah, kajian komunikasi politik tradisional adalah
communication of politics yang lebih ringkas dapat dilihat dalam rumusanLasweel. Sedangkan fokus kajian komunikasi politik baru, adalah politics of
communication yang diwakilkan dengan baik dalam pernyataan Chaffee; Who
gets to say what to whom? (siapa yang memperoleh hak untuk berkata apapada siapa).Bagaimana dengan masa pemerintahan SBY, pakar komunikasi politikUniversitas Indonesia Effendi Gazali PhD menilai, Presiden SBY telah gagalmenjalankan komunikasi politik. "Komunikasi politik itu sukses, bilamembuahkan kepastian, dan gagal kalau membuahkan ketidakpastian,”.Tentang kepastian, atau sebaliknya ketidakpastian, yang dikatakan pakarkomunikasi politik tersebut, berkaitan erat dengan ketidaksediaan PresidenSBY memenuhi permintaan pasar. Terutama seputar tuntutan reshuffle(perombakan) kabinet, yang diteriakkan pula oleh ribuan orang dariberbagai elemen masyarakat dalam "Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru",di bundaran HI, Jakarta.Oleh berbagai pihak, gerakan itu dipandang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, karena empat persoalan besar, yakninota kesepahaman RI-GAM, rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM),depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, serta tuntutanperombakan kabinet di bidang ekonomi. Pertanyaan yang muncul adalah apasesungguhnya, atau bagaimana seharusnya, ukuran kepastian di satu sisi, danketidakpastian di sisi lain? Sebab kepastian (certainty) dan ketidakpastian(uncertainty), merupakan dua persoalan manusia, yang jika dihubungkandengan persoalan atau kepentingan politik, bersifat relatif.Dalam The Random House Dictionary (1980), yang dimaksud certainty(kepastian) adalah "the state of being certain", atau "something certain".
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Keduanya mengisyaratkan kepastian, sebagai sesuatu yang sudah pasti, atausesuatu yang bersifat niscaya, yakin, pasti. Sesuatu itu certain, jika memangdari sananya bersifat niscaya, yakin dan pasti terjadi demikian. Sebagaicontoh di Indonesia, ibarat matahari selalu terbit di ujung timur, dantenggelam di ufuk barat. Namun, manakala penjabaran certainty dan
uncertainty bersinggungan dengan persoalan atau kepentingan politik,persoalannya menjadi lain. Sebab, ada adagium "tidak ada kebenaran abadidalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan". Padahal, seperti seringdikemukakan awam, kebenaran bersifat universal positif. Sedang,kepentingan yang sarat pemenuhan tuntutan lokal cenderung bersifatnegatif.Subjektivitas kepastian, sebagaimana juga subjetivitas ketidakpastian(khususnya dalam konteks komunikasi politik Presiden SBY), merupakansesuatu yang wajar. Hal tersebut dikarenakan ukuran kepastian, atauketidakpastian, sering kali sangat bergantung dari sudut mana kitamelihatnya. Di samping ditentukan oleh takaran keberpihakan, atausebaliknya ketidakberpihakan (netralitas) para pihak yang menilainya.Sebagai contoh, penilaian cendekiawan tidak sepenuhnya menjanjikanhomoginitas justifikasi terhadap sesuatu.Perbedaan penilaian cendekiawan, atau kajian mereka atas persoalantertentu, bisa sangat berbeda, bahkan bertentangan, mulai pertentangantidak mendasar, hingga pertentangan yang bersifat mendasar. Semua itu,bergantung kepada teori apa, atau paradigma mana yang melandasi penilaianmasing-masing, sehingga sangat tidak aneh, manakala di antara sejumlahteoritisi, terdapat beranekaragam penilaian atas sesuatu, baik sesuatu yangoleh awam dikatagorikan sebagai certainty, maupun yang mereka masukkandalam golongan uncertainty. Adapun contoh sederhananya yaitu ketikaPresiden SBY menjawab pertanyaan seorang wartawan sehabismengumumkan empat kebijaksanaannya di bidang ekonomi, denganmengatakan "Saya tidak sependapat dengan komentar Anda", kalangantertentu menilai fakta tersebut sebagai bukti buruknya citra komunikasipolitik Presiden SBY. Alasannya, pertanyaan wartawan merefleksikanpertanyaan rakyat. Silogisme demikian tidak mudah diterima akal sehat. Haltersebut dikarenakan sangat wajar bila ada seseorang, atau sejumlah orang,yang justru menilai ‘keberanian’ Presiden SBY untuk tidak sependapatdengan wartawan, justru patut diacungi jempol. Ini lantaran pers (lembagatempat wartawan bekerja), bukanlah "dewa kebenaran".Setiap teks (simbol) dalam proses dan efek komunikasi politik, tidak terlepasdari konteksnya. Konteks dimaksud, bisa waktu, keadaan, problematika, dankepentingan di zamannya. Dengan pemahaman demikian, ketika kitabermaksud mengkaji komunikasi politik Preiden SBY, dalam kapasitasdirinya selaku sumber, atau sasaran informasi, kita perlu senantiasamenyadari apa pun kebijakan, langkah atau tindakan SBY (sebagai presiden,kepala pemerintahan dan kepala negara), tidak hanya harus
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mempertimbangkan ketepatan informasi dengan penggunaan media, waktu(momentum), dan problematikanya, tetapi juga mesti mengukurkemungkinan efek (akibat jangka pendek), di samping dampak (akibat jangkapanjang) atas segala sesuatu yang dilontarkannya.Referensi dan preferensi ini, perlu disadari Presiden SBY, pada setiap saatdirinya menjalin komunikasi langsung atau tak langsung dengan wartawan.Bagaimana seharusnya Presiden di berbagai kesempatan menyampaikanorasi politik, dalam enaka forum legal, serta forum publik, formal ataunonformal. Sebab, bila ia gagal mengaitkan teks dengan konteks, akan sangatmungkin terjadi perubahan dari simbol wajar (sebagaimana adanya, atausebagaimana seharusnya), menjadi crucial symbol yang sebetulnya tidaklazim dikemukakan seorang presiden. Yang dimaksud dengan simbol krusialbukanlah simbol yang dikemukakan tidak tepat waktu, misalnya yangbertentangan dengan tuntutan mahasiswa, dan berbagai segmen publik kritislainnya. Simbul krusial eksis manakala kandungan makna di balik simbol(teks) yang dikemukakan Presiden SBY bersifat terbuka atau terselubung,mengisyaratkan pembohongan publik.Ini didasarkan paradigma komunikasi politik, yang tidak dibangun di ataslandasan kepastian semata, melainkan juga transparansi. Denganpertimbangan tersebut, Presiden SBY perlu selalu menyadari, sekalipundirinya sedang menjadi sasaran sinisme kelompok kritis di negeri ini, ia tetapboleh selalu melakukan perlawanan (simbol) terhadap siapa pun yangmenolak dirinya.Sesuatu yang mutlak perlu dilakukan Presiden SBY dalam kontekskomunikasi politik dengan pihak lain adalah tekadnya untuk senantiasamendasari kepemimpinannya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dankepala negara yang bersikap fair dalam setiap proses dan efek komunikasipolitik itu sendiri. Konsisten dengannya, maka setiap simbol yangdilontarkan dirinya, juru bicaranya, dan para pembantunya terdekat, harusselalu dihindarkan dari orientasi mempertahankan kekuasaan (status quo).Mata rantai kekuasaan yang sangat mungkin mengkooptasi Presiden SBY,Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Kabinet Indonesia Bersatu, adalahberubahnya performance perlawanan rakyat, permusuhan rakyat ke dirinya.Perlawanan publik terhadap kekuasaan, sangat wajar terjadi di sebuahnegara demokrasi. Tetapi, jiwa dan semangat demokrasi akan rusakmanakala perlawanan rakyat (secara demokrasi) dibiarkan berubah menjadipermusuhan rakyat terhadap kekuasaan.Hal tersebut dikarenakan dalam konotasi permusuhan rakyat terhadapkekuasaan, rakyat akan cenderung selalu mencari-cari kesalahan, kelemahandan kegagalan kekuasaan legal formal, tanpa sedikit pun mau memahamikesulitan mendasar yang dialami rezim sekarang, Termasuk yang sebetulnyamerupakan dampak kegagalan rezim sebelumnya. Dalam konteks ini, salahsatu kesalahan atau kekeliruan komunikasi politik Presiden SBY adalahketidakberhasilannya membaca dan menyesuaikan kepentingan dirinya
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(sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara) dengan kehendakmayoritas warga masyarakat. Pertama, rakyat menghendaki SBY sebagaitumpuan harapan bangsa kita untuk memperbaiki keadaan Indonesia secarakeseluruhan dan dalam waktu sesingkat mungkin. Kedua, rakyatmenghendaki SBY selaku presiden, pucuk pimpinan pemerintahan, dankepala negara, menghadapi berbagai situasi yang riil berkembang dizamannya.Padahal, solusi current situation dimaksud, mustahil bisa dilakukan hanyadengan mengandalkan ‘kekuatan nasional’. Situasi krisis nasional kitasekarang, memerlukan bantuan global, tanpa sedikit pun boleh membukaakses internasionalisasi problematika, serta kepentingan nasional kitasendiri. Untuk itu, seyogianya Presiden SBY memperbanyak dialog dengankelompok kritis, di setiap ranah (kesempatan) kepemimpinannya.Intensifikasi dan ektensifikasi dialog SBY dengan masyarakat, khususnyakelompok krtis, akan memperluas akses rakyat menjalin komunikasi politikdengan dirinya. Sekaligus SBY pun akan mampu menampung aspirasi, darisumber primer, yang dapat meniadakan, minimal mengurangi, manipulasisimbol-simbol komunikasi politik, sebagaimana sering dilakukan birokratnegara kita.Studi komunikasi politik yang terorganisasi dapat ditandai dari analisa teknikpropaganda Harold Lasswell (1927), yang kini dikenal sebagai bapak perintisilmu komunikasi ketika mengumumkan hasil penelitiannya tentangpropaganda politik dalam The American Political Science Review. Hasil risetLaswell itu menjelaskan bagaimana “efek” dan “pengaruh” komunikasimassa. Menurutnya, sebuah tindak komunikasi bisa dianalisa denganpertanyaan “siapa/ mengatakan apa/ di saluran yang mana/ kepada siapa/dengan akibat (efek) apa”.Sebagai disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner; ilmu komunikasi, politik,sosiologi, psikologi, sejarah, retorika, dan lainnya. Menurut Ryfe (2001),komunikasi politik tetap  mendapatkan tempat, karena adanya komitmenteoritis dan metodologis pada riset-riset awal. Komitmen tersebut padagilirannya dibentuk oleh tiga disiplin utama, yaitu; (1) Psikologi Sosial, (2),Riset Komunikasi Massa dan (3) Ilmu Politik. Adapun, batasan wilayah studikomunikasi politik adalah; opinion, attitudes, beliefs, politics as a process dan
media effect. Tetapi batasan ini, menurutnya bersifat fleksibel. Luasnyabidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkan banyakdefenisi.Istilah komunikasi politik mulai banyak disebut-sebut bermula dari tulisanGabriel Almond yang berjudul The Politics of the Development Areas padatahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salahsatu fungsi yang selalu ada dalam dalam setiap sistem politik. Berbedadengan ilmuwan politik yang lebih membahas komunikasi politik berkenaandengan sistem politiknya, yaitu proses pembuatan dan pelaksanaankeputusan otoritatif. Ilmuwan komunikasi membahas komunikasi politik
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berkenaan dengan unsur-unsur komunikasinya sebagai upaya merumuskansuatu komunikasi politik yang efektif.Ada banyak definisi komunikasi politik. Salah satunya yang cukup tegas dangampang diungkapkan Michael Schudon (1997:311). Menurunya Komunikasipolitik itu, “any transmission of mesage that has, or is intended to have, an
effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the
use of power”. Gejala komunikasi politik  dapat dilihat dari dua arah. Pertama,bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastrukturpolitik menyampaikan menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik.
Kedua, bagaimana infrastruktur politik merespons dan mengartikulasikanpesan-pesan politik terhadap suprastruktur. Relasi komunikasi politik antarsuprastruktur dan infrastruktur politik, dengan gamblang bisa dipetakan bilasemua komponen yang berkaitan dengan komunikasi politik digambarkan.Tentu saja realitas komunikasi politik disuatu negara, sangat bergantungpada sistem politik yang dianutnya. Dari sistem politik yang dianut tersebut,terbentuklah sebuah sistem komunikasi politik yang pada dataranempiriknya tidak terlalu persis mencerminkan sistem politik itu sendiri.Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistemsuprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dan subsisteminfrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompokkepentingan, dll) –nya. Proses politik berkenaan dengan proses input danoutput sistem politik. Dalam model komunikasi politik, bahwa komunikasipolitik model input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan,kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual yang datang dariinfrastruktur ditujukan kepada suprastruktur politiknya untuk diprosesmenjadi suatu keputusan politik (berupa undang-undang, peraturanpemerintah, surat keputusan, dan sebagainya). Sedangkan komunikasi politikmodel output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politikdalam suatu sistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperanmenghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Gabriel Almond (dalamAlfian, 1994) mengibaratkan komunikasi sebagai aliran darah yangmengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan kejantung pemrosesan sistem politik.Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitandengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Denganpengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah halyang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara"yang memerintah" dan "yang diperintah". Menurut Gabriel Almond
(1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalamsetiap sistem politik.Unsur membahas mengenai komunikasi politik yang penjelasannyamelingkupi pengertian dan konsep komunikasi politik seperti komunikator
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politik, pesan politik, saluran dan media komunikasi politik, khalayak politikdan efek komunikasi politik. Penjelasan diperlengkap lengkap denganbahasan tentang  sistem politik,  retorika dan politik, opini public,kampannye politik dan iklan, pemasaran olitik, public relations politik,penelitian politik dan peran media (Old & New Media) dalam Komunikasipolitik.Sedangkan Ilmu Komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuansosial yang bersifat multidisipliner. Disebut demikian karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan berasal dari dan menyangkut berbagaibidang keilmuan (disiplin) lainnya seperti linguistik, sosiologi, psikologi,antropologi, politik dan ekonomi. Hal ini akan terlihat   secara jelas dalampembahasan mengenai berbagai teori, model, perspektif dan pendekatandalam ilmu komunikasi. Sifatnya yang multidisipliner ini tidak dapatdihindari karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi sangat luas dankompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, politik dan ekonomidari kehidupan manusia.Berkaitan dengan komunikasi sebagai proses politik, Oliver Garceau (dalamDan Nimmo, 1994) menulis tentang proses politik sebagai pola interaksi yangberganda, setara, bekerja sama, dan bersaingan yang menghubungkan warganegara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Serupadengan Garceau, Nurudin (2004) menyatakan sebagai proses politik.Komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutandan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudiandikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik (feedback).Berkaitan dengan komunikasi sebagai proses politik, Oliver Garceau (dalamDan Nimmo, 1994) menulis tentang proses politik sebagai pola interaksi yangberganda, setara, bekerja sama, dan bersaingan yang menghubungkan warganegara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Serupadengan Garceau, Nurudin (2004) menyatakan sebagai proses politik,komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutandan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudiandikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik (feedback).Bagaimana dengan proses Pendidikan politik, pendidikan politik seringdisebut dengan istilah political forming atau politische bildung.Disebut forming karena di dalamnya terkandung intensitas untukmembentuk insan politik yang menyadari status, kedudukan politiknya ditengah masyarakat, sedangkan disebut bildung (pendidikan diri sendiri)karena istilah ini menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengankesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik (Khoiron, dkk.1999: 4). Pendidikan politik pada hakikatnya adalah sebagai bagian daripendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu,atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dankemajemukan masyarakat.



KOMUNIKASI POLITIK 8
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

Di antara para peneliti politik terdapat aliran yang berargumentasi bahwajika seseorang telah memiliki kepribadian, terdapat kemungkinan yang besarbahwa kepribadian itu akan diproyeksikan pada objek politik, dengandemikian mewarnai proses politik dan menentukan perilaku politiknya.Harold Laswell mengajukan variasi dari tema ini dengan mengajukan suaturumusan yang disebut “Manusia Politik” dan bila diterjemahkan rumus inimengatakan bahwa motif pribadi ditransformasikan dan dipindah tempatkanke dalam gelanggang publik, kemudian dirasionalkan menurut kepentinganpublik dan nilai komunitas yang diterima secara luas, karena kepribadian ituproduk diri yang juga mempengaruhi belajar politik.Selanjutnya, Hess dan Newman (dalam Effendy 1989: 1) mendefenisikansosialisasi politik sebagai suatu proses mentransmisi pola-pola nilai danperilaku politik yang stabil dalam suatu masyarakat. Semua pembelajaranpolitik baik formal maupun informal, tidak hanya melibatkan belajar politiksecara eksplisit. Dengan demikian sosialisasi politik mencakup semuaaktivitas dalam belajar politik, bagaimana memperoleh sikap dan nilai-nilaitentang politik dan bagaimana bertindak secara politik. Sudah banyakpenelitian tentang sosialisasi politik, namun ada satu kajian yang paling eratkaitannya dengan sosialisasi politik yaitu teori belajar sosial (social learning
theory).Dalam perspektif teori belajar sosial tersebut, perubahan kognisi politiksebagai salah satu hasil belajar (sosialisasi) politik bermula dari pengamatanterhadap sebuah peristiwa, baik langsung maupun tidak langsung yangdisertai peniruan terhadap model yang diamati (modeling). Teori belajarsosial berakar pada teori psikologi aliran perilaku (behaviourism), yangmenyandarkan konsepsinya pada empirisme dan pragmatisme. Menurutteori ini cara seseorang mempelajari perilaku baru dibedakan menjadi duacara, yaitu (1) belajar melalui konsekuensi respon (learning by response
consequences), dan (2) belajar melalui peniruan (learning through modeling).Belajar melalui konsekuensi respon mengacu kepada pengalaman langsungberkenaan dengan akibat suatu respon (tindakan). Belajar melaluikonsekuensi respon memainkan tiga fungsi, yakni: (1) menyediakaninformasi, (2) melahirkan motivasi, dan (3) memperkuat respon secaraotomatis. Model lain yang erat kaitannya dengan sosialisasi politik dikemukakan oleh Kraus dan Davis (dalam Effendi 1989:1) ia mengemukakanada dua model sosialisasi politik yaitu:1. Model progresif linear terbagi atas tiga model yaitu: (a) model peran,(b) model perilaku, dan (c) model sikap politik sebagai jalan untukmenjelaskan pembangunan sikap, peran, dan perilaku politik. Modelperan memandang perilaku politik dikembangkan dari terpaanterhadap peran politik. Peran politik yang kita lihat pada individuakan menjadi basis bagi aktivitas politik selanjutnya. Keluargamemainkan peran yang cukup dominan dalam membangun sikap
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politik yang pada akhirnya akan melahirkan kedewasaan politik sertaperilaku politik.2. Model perilaku politik ini berasumsi bahwa anak-anak pada umumnyamenganut pandangan politik yang mirip atau hampir sama denganorang tuanya. Model ini memandang bahwa orang tuamengindoktrinasi anaknya dalam dalam hal sistem politik. Sedangkanmodel sikap perilaku terlalu menyederhanakan pengaruh orang lain.Padahal sikap politik itu sendiri dipelajari dalam angka waktu yangrelatif lama sehingga tidak realistis bila kita beranggapan bahwa sikappolitik anak selalu berasal dari sikap politik orang tua. Sepanjangtahun 50-an hingga awal 60-an mayoritas studi tentang sosialisasipolitik menunjukkan bahwa pengaruh keluarga menyentuh semuaaspek-aspek lain dari proses sosialisasi yaitu: teman sebaya,pendidikan, status sosial, jenis kelamin, usia, dan persepsi yangkeseluruhannya bagaikan berbentuk lingkaran yang di tengah-tengahnya terdapat keluarga. Studi tentang agen sosialisasi politikmenunjukkan bahwa keluargalah yang menjadi faktor dominan yangmembentuk arah dan derajat pengaruh terhadap perilaku politik.Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistemsuprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dan subsisteminfrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompokkepentingan, dll) –nya. Proses politik berkenaan dengan proses input danoutput sistem politik. Dalam modul komunikasi politik, bahwa komunikasipolitik modul input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan,kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual yang datang dariinfrastruktur ditujukan kepada suprastruktur politiknya untuk diprosesmenjadi suatu keputusan politik (berupa undang-undang, peraturanpemerintah, surat keputusan, dan sebagainya). Sedangkan komunikasi politikmodul output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politikdalam suatu sistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperanmenghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Gabriel Almond (dalamAlfian, 1994) mengibaratkan komunikasi sebagai aliran darah yangmengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan kejantung pemrosesan sistem politik.Setelah membaca tulisan ini secara seksama, diharapkan pembacamemahami, menganalisa, mendiskusikan dan memberi masukan yangkonstrukstif demi perbaikan naskah ini. Dalam Bab I Pendahuluan, Bab. II,pembaca diharapkan memahami, menganalisa dan mendiskusikan konsepsiKomunikasi Politik berkaitan dengan Komunikasi sebagai proses sosial,budaya, politik dan ekonomi. Selanjutnya mempu mendefinisikankomunikasi, politik dan komunikasi politik. Komunikasi Politik sebagai fungsidalam sistem politik sesuai disiplin ilmu politik dan ilmu Komunikasi. Mampumenganalisa komunikasi politik dalam sistem politik yang berlaku.
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Bab III tentang unsur-unsur Komunikasi Politik; a. Komunikator politik.Pembaca mampu menjelaskan pengertian komunikator politik, besertakarakteristiknya. Membahas jenis-jenis komunikator politik (negarawan,politikus, profesional, aktivis). Bahasan meliputi karakteristik komunikatorpolitik, serta mendeskripsikan karakteristik komunikator politik diIndonesia. b. Memahami tentang pesan politik, menjelaskan pengertian pesanpolitik, dan menjelaskan berbagai pembicaraan politik. Membahas tiga jenispembicaraan yang mempunyai kepentingan politik. Yaitu: pembicaraankekuasaan; pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan outoritas. Kemudiandilanjutkan dengan membahas sifat pembicaraan politik. c.  Salurankomunikasi politik. Pembaca mampu menjelaskan pengertian salurankomunikasi politik, dan menjelaskan keberagaman saluran komunikasipolitik. Membahas lima saluran politik: Struktur informal; Struktur sosialtradisional; Struktur masukan (input) politik; Struktur keluaran (output)politik; Media massa. Pembaca memahami realitas politik aktual danmemberikan analisanya sesuai materi yang telah dibahas. d. Gambaranumum tentang khalayak (Audien) komunikasi politik. Pembaca mampumenjelaskan pengertian khalayak politik, dan ragam khalayak tersebut sertapengaruh terhadap sistem politik demokrasi. Membahas kategoris khalayakkomunikasi politik yang terdiri dari: a. publik umum (general public); b.publik yang penuh perhatian (the attentive public); c. elit opini dan kebijakan(the leadership public). Mendiskusikan khalayak komunikasi politik yangideal pada suatu negara demokratis. e. Gambaran umum tentang efekkomunikasi politik. Pembaca mampu menjelaskan pengertian efekkomunikasi politik, serta ragam perspektif efek komunikasi politik.Membahas efek komunikasi politik versi Nimmo, yaitu: sosialisasi politik;partisipasi politik; mempengaruhi pemungutan suara; serta pengaruhterhadap pembuatan kebijakan. Membahas juga tiga perspektif efek politikdari Brian McNair.Bab. IV tentang New media dan Komunikasi Politik, Bab. V Opini Publik danPencitraan, yaitu tentang Pencitraan dan opini publik Politik dalam proseskomunikasi politik. Pembaca memahami impression management(manajemen kesan) Teori image building. Pembaca memahami Citra danPopularitas. Memahami tiga komponen utama di dalam sebuah opini. Bab.VI Kampanye Politik, Bab VII Retorika Politik. Bab VIII Pemasaran, publikrelation dan Iklan Politik, berkenaan dengan pemasaran politik. Pembacamampu menjelaskan pengertian pemasaran politik, fungsi dan teknikpemasaran politik. Membahas seperti pemasaran pada umum, parakomunikator politik harus juga melakukan komunikasi pemasaran kepadastakeholders (khalayak terkait)-nya. Pemasaran politik berguna untukmemantapkan kredibilitas, mengenalkan dan membangun citra, mengundangketerlibatan khalayak, menunjukkan tanggung jawab sosial,mempertahankan dan menambah kostituennya, dsb. Bahasan meliputitujuan-tujuan pemasaran politik dan bagaimana teknik pencapaian tujuantersebut. Membahas empat fase dari tipe periklanan politik. Membahas juga
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tiga teknik periklanan, yaitu: imbauan iklan (advertising appeals), daneksekusi iklan (advertising executions). Mampu menjelaskan pengertianhumas politik, serta kegiatan-kegiatannya. Membahas humas politikberkenaan dengan 4 kegiatan, yaitu: managemen media; managemen image;komunikasi internal; dan managemen informasi. Membahas juga kiatkegiatan humas politik. sedangkan Bab terakhir yaitu Bab IX membahastentang Penelitian Komunikasi Politik.Untuk itu, materi komunikasi politik diharapkan menjadi landasan awaldalam memahami realitas komunikasi, politik dan komunikasi politik secaraaktual bail secara lokal, nasional maupun internasional. Banyak materi yangdikemukakan dalam tulisan, tidak seluruhnya merupakan poko-pokokpikiran dari penyusun. Disana-sini banyak ditemukan pendapat-pendapatdari para ahli yang sumbernya dapat dilihat dalam daftar referensi. Olehkarena itu, jika ingin mendalami lebih jauh tentang hal-hal yangdikemukakan dalam tulisan ini, dianjurkan untuk membaca materi-materirujukan yang disebutkan dalam daftar referensi. Akhirnya, penyusunmengharapkan kiranya tulisan ini bermanfaat dalam meningkatkanpemahaman mengenai Komunikasi Politik. Terima kasih.
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BAB II
KONSEP KOMUNIKASI POLITIK
A. KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES SOSIAL, BUDAYA, POLITIK DAN

EKONOMI
A.1. Komunikasi Sebagai Proses SosialDalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuahcara dalam melakukan perubahan sosial (social change). Komunikasiberperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampumerekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanyamelakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepasdari konteks sosialnya. Artinya ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku,pola, norma, pranata masyarakatnya. Jadi keduanya salingmempengaruhi dan saling melengkapi, seperti halnya hubungan antaramanusia dengan masyarakat. Little john (1999), menjelaskan hal inidalam genre interactionist theories. Dalam teori ini, dijelaskan bahwamemahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi. Komunikasi(interaksi) merupakan sarana kita belajar berperilaku. Komunikasimerupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpakomunikasi. Struktur sosial-struktur sosial diciptakan dan ditopangmelalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untukmenciptakan struktur-struktur sosial. Hubungan antara perubahan sosialdengan komunikasi (atau media komunikasi) pernah diamati oleh GoranHedebro (dalam Nurudin, 2004) sebagai berikut :1. Teori komunikasi mengandung makna pertukaran pesan. Tidak adaperubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi. Dengandemikian, bisa dikatakan bahwa komunikasi hadir pada semuaupaya bertujuan membawa ke arah perubahan.2. Meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuanmembawa perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat dalammembawa perubahan sosial. Dengan kata lain, komunikasi hanyasalah satu dari banyak faktor yang menimbulkan perubahanmasyarakat.3. Media yang digunakan dalam komunikasi berperan melegitimasibangunan sosial yang ada. Ia adalah pembentuk kesadaran yangpada akhirnya menentukan persepsi orang terhadap dunia danmasyarakat tempat mereka hidup.4. Komunikasi adalah alat yang luar biasa guna mengawasi salah satukekuatan penting masyarakat; konsepsi mental yang membentukwawasan orang mengenai kehidupan. Dengan kata lain, merekayang berada dalam posisi mengawasi media, dapat menggerakkanpengaruh yang menentukan menuju arah perubahan sosial.



KOMUNIKASI POLITIK 13
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

Komunikasi sebagai proses sosial adalah bagian integral darimasyarakat. Secara garis besar komunikasi sebagai proses sosial dimasyarakat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Komunikasimenghubungkan antar berbagai komponen masyarakat. Komponen disini tidak hanya individu dan masyarakat saja, melainkan juga berbagaibentuk lembaga sosial (pers, humas, universitas); (2) Komunikasimembuka peradaban (civilization) baru manusia; (3) Komunikasi adalahmanifestasi kontrol sosial dalam masyarakat; (4) Tanpa bisa diingkarikomunikasi berperan dalam sosialisasi nilai ke masyarakat; dan (5)Seseorang akan diketahui jati dirinya sebagai manusia karenamenggunakan komunikasi. Itu juga berarti komunikasi menunjukkanidentitas sosial seseorang.
A.2. Komunikasi sebagai proses budayaDalam hubungannya dengan proses budaya komunikasi yang ditujukankepada orang atau kelompok lain adalah sebuah pertukaran budaya.Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, salahsatunya adalah bahasa, sedangkan bahasa adalah alat komunikasi.Dengan demikian, komunikasi juga disebut sebagai proses budaya.Koentjaraningrat (dalam Nurudin, 2004) menyatakan kebudayaanadalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harusdibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dankaryanya. Dari definisi tersebut layak diamati bahwa dalam kebudayaanitu ada; gagasan, budi dan karya manusia; gagasan dan karya manusia ituakan menjadi kebudayaan setelah sebelumnya dibiasakan denganbelajar. Memandang kebudayaan hanya dari segi hasil karyanya adalahtidak tepat. Demikian juga melihat sesuatu hanya dari gagasan manusiajuga terlalu sempit. Dengan kata lain, kebudayaan menemukanbentuknya jika dipahami secara keseluruhan.Apakah kebudayaan hanya sekedar konsep? Tidak. Paling tidakkebudayaan mempunyai wujud sebagai berikut : 1) wujud sebagai suatukompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia; 2) wujud sebagai suatukompleks aktivitas; dan 3) wujud sebagai benda.Melihat wujud kebudayaan tentu secara operasional bisa dilihat dari isikebudayaan yang sering disebut sebagai cultural universal meliputi : a.Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alatrumah tangga, senjata alat produksi, transpor); b. Mata pencaharianhidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistemproduksi, sistem distribusi); c. Sistem kemasyarakatan (sistemkekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan);d. Bahasa (lisan maupun tertulis); e. Kesenian (seni rupa, seni suara, senigerak); f. Sistem pengetahuan; g. Religi (sistem kepercayaan).Komunikasi adalah salah satu wujud kebudayaan. Sebab, komunikasihanya bisa terwujud setelah sebelumnya ada suatu gagasan yang akan
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dikeluarkan oleh pikiran individu. Jika komunikasi itu dilakukan dalamsuatu komunitas, maka menjadi sebuah kelompok aktivitas (kompleksaktivitas dalam lingkup komunitas tertentu). Dan pada akhirnya,komunikasi yang dilakukan tersebut tak jarang membuahkan suatubentuk fisik misalnya hasil karya seperti sebuah bangunan. Bukankahbangunan didirikan karena ada konsep, gagasan, kemudian didiskusikan(dengan keluarga, pekerja atau arsitek) dan berdirilah sebuah rumah.Maka komunikasi, nyata menjadi sebuah wujud dari kebudayaan. Dengankata lain, komunikasi bisa disebut sebagai proses budaya yang ada dalammasyarakat. Jika ditinjau secara lebih kongkrit, hubungan antarakomunikasi dengan isi kebudayaan akan semakin jelas.1. Dalam mempraktekkan komunikasi manusia membutuhkanperalatan-peralatan tertentu. Secara minimal komunikasimembutuhkan sarana berbicara seperti mulut, bibir dan hal-halyang berkaitan dengan bunyi ujaran. Ada kalanya dibutuhkantangan dan anggota tubuh lain (komunikasi non verbal) untukmendukung komunikasi lisan. Ditinjau secara lebih luas denganpenyebaran komunikasi yang lebih luas pula, maka digunakanlahperalatan komunikasi massa seperti televisi, surat kabar, radiodan lain-lain.2. Komunikasi menghasilkan mata pencaharian hidup manusia.Komunikasi yang dilakukan lewat televisi misalnya membutuhkanorang yang digaji untuk “mengurusi” televisi.3. Sistem kemasyarakatan menjadi bagian tak terpisahkan darikomunikasi, misalnya sistem hukum komunikasi. Sebab,komunikasi akan efektif manakala diatur dalam sebuah regulasiagar tidak melanggar norma-norma masyarakat. Dalam bidangpers, dibutuhkan jaminan kepastian hukum agar terwujudkebebasan pers. Namun, kebebasan pers juga tak serta mertadikembangkan di luar norma masyarkat. Di sinilah perlunyasistem hukum komunikasi.4. Komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baikmanakala menggunakan bahasa sebagai alat penyampai pesankepada orang lain. Wujud banyaknya bahasa yang digunakansebagai alat komunikasi menunjukkan bahwa bahasa sebagai isiatau wujud dari komunikasi. Bagaimana penggunaan bahasa yangefektif, memakai bahasa apa, siapa yang menjadi sasaran adalahmanifestasi dari komunikasi sebagai proses budaya. Termasuk disini juga ada manifestasi komunikasi sebagai proses kesenianmisalnya, di televisi ada seni gerak (drama, sinetron, film) atauseni suara (menyanyi, dialog).5. Sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan merupakan substansiyang tak lepas dari komunikasi. Bagaimana mungkin suatu
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komunikasi akan berlangsung menarik dan dialogis tanpa adadukungan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan ini juga termasukilmu tentang berbicara dan menyampaikan pendapat. Buktibahwa masing-masing pribadi berbeda dalam penyampaian, gaya,pengetahuan yang dimiliki menunjukkan realitas tersebut.Komunikasi sebagai proses budaya tak bisa dipungkiri menjadiobyektivasi (meminjam istilah Berger) antara budaya dengankomunikasi. Proses ini meliputi peran dan pengaruh komunikasi dalamproses budaya. Komunikasi adalah proses budaya karena di dalamnyaada proses seperti layaknya sebuah proses kebudayaan, punya wujuddan isi serta kompleks keseluruhan. Sesuatu dikatakan komunikasi jikaada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kebudayaan juga hanya bisadisebut kebudayaan jika ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya yangmembentuk sebuah sistem.
A.3. Komunikasi sebagai proses politik dan EkonomiOliver Garceau (dalam Dan Nimmo, 1994) menulis tentang proses politiksebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama, danbersaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktifdalam posisi utama pembuat keputusan. Serupa dengan Garceau,Nurudin (2004) menyatakan sebagai proses politik, komunikasi menjadialat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutan dan dukungan) kekekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali danselanjutnya menjadi umpan balik (feedback).Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistemsuprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dansubsistem infrastruktur politik (partai politik, organisasikemasyarakatan, kelompok kepentingan, dll) –nya. Proses politikberkenaan dengan proses input dan output sistem politik. Dalam modelkomunikasi politik, dijelaskan bahwa komunikasi politik model inputmerupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukunganmengenai suatu isu-isu aktual yang datang dari infrastruktur ditujukankepada suprastruktur politiknya untuk diproses menjadi suatukeputusan politik (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, suratkeputusan, dan sebagainya). Sedangkan komunikasi politik model outputadalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politikdari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatusistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperanmenghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Gabriel Almond(dalam Alfian, 1994) mengibaratkan komunikasi sebagai aliran darahyang mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes,dukungan ke jantung pemrosesan sistem politik.Kajian kritis ini berusaha menjelaskan hasil pengamatan kecenderunganekonomi politik media dalam proses konvergensi dengan melakukan
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analisis dialektik atas ideologi-ideologi dan kondisi-kondisi ekonomi,sosial budaya dan politik. Tentu saja bersama publik dengan tujuanmemperkuat posisi kemanusiaannya, kelompok-kelompok yang adadalam publik atau khalayak agar terbebas dari berbagai macam bentukdominasi dan hegemoni. Pendekatan kritis adalah metode praktis yangmenggabungkan analisis dengan aksi nyata dari publik-khalayak.Pendapat Hegel, dimana baginya pengetahuan tidak diperoleh dalamposisi sebagai subjek-objek dimana objek dianggap sebagai sesuatu yangterpisah dari, dan beroposisi dengan, manusia yang mempunyaipengetahuan. Untuk mengetahui dunia, manusia harus membuat duniamenjadi miliknya sendiri. (Hegel dalam Erich Formm: 1969).Dengan menggunakan paradigma kritis, penulis ingin melihat suaturealita media massa secara kritis sebagai objeknya. Bahwa realita yangterjadi tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya terjadi pada masyarakat.Realitas inilah yang menjadi objek kajian dengan menggunakanparadigma kristis. Sehingga secara ontologi, keberadaan realitas jugaterjadi pada diri penulis dan juga terjadi di luar penulis. Kajian iniditujukan untuk membangun kesadaran kolektif demi mengubahstruktur untuk menjadi lebih baik. Perubahan yang ditujukan merupakanupaya untuk perbaikan pada struktur yang ada di masyarakat. Dalamkajian ini, tentu unsur subjektivitas sangat tinggi karena penilaianterhadap suatu realita berasal dari penulis. Namun dalam memasukkanpenilaian, penulis juga melihat penilaian khalayak pada umumnya.Penulis melihat kesesuaian dan ketepatan teori dengan praksis yang adapada realita. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi politik mediamerupakan sebuah kajian yang diidentifikasi sebagai kelompokpendekatan kritis (McQuail, 2000:82). Fokus kajian utama tentanghubungan antara struktur ekonomi politik, dinamika media, dan ideologimedia.Kajian ekonomi politik media (political economy media theory) sesuaikajian yang dilakukan oleh Vincent Moscow dengan bukunya The
Political Economy of Communication (1998). Pendekatan teori ekonomi-politik media pada intinya berpijak pada pengertian ekonomi politiksebagai studi mengenai relasi sosial, terutama yang menyangkut relasikekuasaan, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya(resources). Dalam ekonomi politik komunikasi-media, sumber daya inidapat berupa media cetak, media elektronik, buku, kaset, film, internetdan sebagainya (Moscow, 1998 : 25). Perhatiannya diarahkan padakepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Perspektifini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yangberhubungan erat dengan sistem politik. Karakter utamanya  adalahproduksi media yang ditentukan oleh: pertukaran nilai isi media yangberbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar dan jugaditentukan kepentingan ekonomi-politik pemilik modal dan pembuat
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kebijakan media (Garnham dalam Mcquail, 2000:82). Berbagaikepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperolehkeuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistisdan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.Realitas Industri media yang kini hanya dikendalikan sejumlah pemilikmodal yang terkonsentrasi, mengarah ke oligopoli media, monopolikepemilikan media. Sekian banyak media di Indonesia, ternyata hanyadikuasai oleh 13 group media besar. Fakta ini secara global jugamenunjukkan industri media massa sedunia hanya dikuasai oleh 6perusahaan media massa milik Yahudi. Sisi lain kapitalisme - globalisasimemicu terjadinya era konvergensi media, bersatunya tehnologiinformasi dan komunikasi (TIK) telah menghasilkan konvergensi dandigitalisasi media. Konvergensi secara umum memanfaatkan penyatuandari berbagai layanan yaitu dibidang teknologi komunikasi sertainformasi. Konvergensi yang merupakan pemusatan atau penggabunganmedia komunikasi yang semula hanya single platform menjadi multi
platform.Diakui adagium pengaruh media pada khalayak-publik yang cukup besar,yang sangat rentan adalah dampak kepada sistem ekonomi, sosial, politikbahkan pada masalah demokratisasi dan kebudayaan, yang dipunyai olehsebuah sistem dalam masayrakat. Bahwa adanya korelasi dampak-pengaruh antara media massa yang menghasilkan sistem nilai tertentudengan proses pemaknaan hidup masyarakat. Jurgen Habermas (1989),menyebutkan media massa telah membentuk wilayah yang bisa menjadijembatan komunikasi antara piranti kekuasaan dalam hal ini negaradengan para anggota warga. Sehingga penulis, tertarik untuk mengkajibagaimana kecenderungan Ekonomi Politik Media dan konvergensiMedia di Indonesia, dengan menenpatkan publik-khalayak sebagai warganegara secara aktif.Prof. Vincen Mosco (1998), membatasi definisi ekonomi politik secarasempit dan luas. Pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnyarelasi kekuasaan, yang bersama-sama membentuk produksi, distribusidan konsumsi sumber daya termasuk sumber daya komunikasi.pengertian luas mengkaji kontrol dan pertahanan kehidupan sosial,ekonomi politik. Prof. Mosco juga menawarkan setidaknya terdapat tigakonsep penting untuk mengaplikasian pendekatan ekonomi politik padakajian media/komunikasi yaitu: komodifikasi (commodification);spasialisasi (spatialization); dan strukturasi (structuration).
Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa darinilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnyadi pasar. Proses transformasi ini, dalam media massa selalu melibatkanpara awak media, khalayak media, pasar, dan negara apabila masing-masing diantaranya mempunyai kepentingan (Mosco, 1998). Bentukkomodifikasi dalam komunikasi sendiri pada dasarnya juga ada 3 (tiga)
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jenis yakni; komodifikasi intrinsink/intrinsinc commodification,komodifikasi ekstrinsink/extrinsinc commodification, serta komodifikasisibernatik /cybernetic commodification.Proses perubahan pesan dari sekumpulan data ke dalam sistem maknadalam wujud produk yang dapat dipasarkan, seperti paket produk yangdipasarkan oleh media dengan cara pemuatan tulisan seorang penulisartikel lain dan iklan dalam suatu paket yang bisa di jual merupakankomodifikasi intrinsink atau komodifikasi isi. Sedangkan komodifikasiekstrinsink/komodifikasi khalayak adalah proses modifikasi peranpembaca oleh perusahaan media dan pengiklan dari fungsi awal sebagaikonsumen pada media kepada konsumen khalayak yang bukan media,dimana perusahaan media memproduksi khalayak dan kemudianmenyerahkannya pada pengiklan. Situsasi dan kondisi ini terjadikerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan media denganpengiklan, dimana perusahaan media digunakan sebagai sarana untukmenarik khalayak yang akan dijual kepada pengiklan yang akanmembayar ke perusahaan media tersebut. Sementara komodifikasisibernetik berkaitan dengan dasar proses mengatasi kendali dan ruangoleh media dan khalayak.
Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepatdikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalamkehidupan masyarakat. Bahwa spasialisasi merupakan prosesperpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnyabadan usaha media (Mosco, 1998). Ukuran badan usaha media dapatbersifat horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artinya bahwabentuk badan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasidan monopoli. Sedangkan proses secara vertikal merupakan prosesintegrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yangdilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutamauntuk memperoleh kontrol dalam produksi media.Spasialisasi merupakan proses untuk mengatasi hambatan ruang danwaktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam bentukperluasan usaha, seperti proses integrasi horizontal, vertikal daninternasionalisasi. Mosco menjelaskan bahwa integrasi horizontal terjadiketika sebuah perusahaan yang ada dalam jalur media yang samamembeli sebagian besar saham pada media lain, yang tidak adahubungan langsung dengan bisnis aslinya; atau ketika perusahaanmengambil alih sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yangsama sekali tidak bergerak dalam bidang media. (Mosco, 1996:176).Pada prakteknya, integrasi horizontal ini merupakan kepemilikan silang(cross-ownership) beberapa jenis media massa sekaligus seperti suratkabar, majalah, tabloid, radio, tv oleh suatu group perusahaan mediabesar. Sementara integrasi internasionalisasi atau globalisasi dipandangdari perspektif ekonomi adalah konglomerasi ruang bagi modal yang
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dilakukan oleh perusahaan transnasional dan negara, yang mengubahruang melalui arus sumber daya dan komoditas termasuk komunikasidan informasi. Hasilnya berupa produk transformasi literal dari petawilayah komunikasi dan informasi yang mengaksentuasikan ruangtertentu dan hubungan antara ruang-ruang tersebut.Sedangkan strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasanagensi, proses sosial dan praktek sosial dalam analisa struktur.Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara agen denganstruktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1998). Strukturisasimerupakan proses penggambungan human agency (agensi manusia)dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur. Karakteristikpenting dari teori strukturisasi pada dasarnya adalah kekuatan yangdiberikan kepada perubahan sosial, yang menggambarkan bagaimanastruktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindakmedium struktur-struktur. Strukturisasi inilah yang menyeimbangkankecenderungan dalam analisis ekonomi politik media gunamenggambarkan struktur seperti lembaga bisnis dan pemerintahandengan menunjukkan dan menggambarkan ide-ide agensi, hubungansosial fundamental yang mengacu pada peran para individu sebagaiaktor sosial yang perilakunya dibangun oleh matriks hubungan sosialdan positioning, termasuk kelas, ras dan gender. (Mosco, 1996:215)Konsep yang ditawarkan Mosco ini pada prinsipnya relevan dalammengkaji keseluruhan kegiatan media dan merumuskan satu model yangholistik dari keseluruhan siklus produksi sampai penerimaannya. Kajiantentang teori ekonomi politik media ini memang tidak menggunakanprinsip reduksionis dan hubungan sebab akibat yang sifatnya linier,namun cenderung kritis dalam menilai pengetahuan yang selaludikaitkan dengan nilai-nilai partisipasi dan kesetaraan yangpenekanannya lebih besar pada aspek proses dibanding dengan masalahinstitusinyaPerkembangan Media Massa semisal stasiun televisi swasta sejak paruhpertama tahun 90-an melahirkan sejumlah babak baru dalam tayangantelevisi. Bukan saja telah menghasilkan perubahan sosial politik ekonomipenting, televisi swasta juga membawa sejarah baru dalamperkembangan industri kreatif. Beraneka ragam tayangan menarikmenjadi konsumsi sehari-hari khalayak. Macam-macam pula tema dankonten tayangan yang disajikan. Ada yang berformat hiburan murni, adapula tayangan informasi murni, bahkan ada pula yang menggabungkaninformasi dan hiburan yang sekarang lazim dikenal sebagai infotainment.Insan televisi secara cerdas telah menyulap aneka pernak-pernikkehidupan manusia menjadi bagian dari bisnis mereka. Sehingga realitaskehidupan apapun dapat diubah menjadi komoditas yang layak tontonartinya mengalami komodifikasi. Harus diingat bahwa kepentinganutama televisi umumnya bukan untuk diorientasikan pada
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pengembangan nilai-nilai kehidupan secara murni, melainkan sekadarartikulasi dari kepentingan ekonomi semata. Sangat wajar jika kemudiantelevisi menjadikan nilai-nilai kehidupan sebagai komoditas belaka tanpamengindahkan dampak susulan dari tayangannya yang bias pelanggaranatas nilai-nilai itu sendiri.Seperti teks-teks realitas nilai-nilai kehidupan yang sakral sekalipunseumpama keagamaan dan spiritualitas, dikemas ke dalam anekatayangan televisi, itu merupakan sebentuk komoditas yang dibuat olehindustri budaya. Dalam perspektif ekonomi politik media, programtelevisi dengan aneka tayangan seperti sinetron maupun iklan adalahbentuk teks yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan secaramasif. Di tangan elit industri media apapun dapat dikonstruksi menjadiproduk tayangan yang berdaya pikat tinggi dan akan mendatangkankeuntungan dari iklan yang mereka peroleh.Dalam hal ini dapat dikatakan sebuah perkembangan dari kapitalismelanjut yang ditandai oleh komodifikasi terhadap seluruh artifakkebudayaan manusia oleh segelintir elit penguasa industri media.Logikanya, semakin menarik sebuah tayangan, maka potensi publik ataupenonton semakin tinggi dan dengan demikian akan memberikankesempatan yang makin luas bagi media untuk menampilkan iklan. Iklaninilah yang kemudian menjadi penanda apakah sebuah acara lantasdianggap laris atau tidak. Selebihnya, rating kemudian menjadi dewapenentu bagi lembaga televisi untuk melihat sejauh mana sebuahprogram memiliki tingkat penerimaan dan dijadikan landasan kebijakanpemuatan iklan.Sesungguhnya, dalam pandangan teori kritis, publik/khalayak ataupenonton sesungguhnya tengah dibendakan oleh media. Publik/khalayakhanya akan dianggap sebagai obyek pelengkap yang dihitungberdasarkan kalkulasi matematik perihal potensi keuntungan yang akandiperoleh dari sebuah tayangan. Hubungan antara publik/khalayak danmedia berlangsung secara reifikatif, karena publik–Khlayak–sesungguhnya dikuasai oleh hukum pasar. Di dalamnya, relasi media dankhalayak sesungguhnya menempatkan khalayak sebagai komoditas ataubarang yang diperjualbelikan. Dasanya, hukum reifikasi mengandaikanbahwa sebuah komoditas mengandung nilai fetish (jimat). Sebuah bendamemiliki nilai fetish apabila ia dianggap memiliki nilai mutlak yangmenjadi acuan hidup sehari-hari. Pada taraf tertentu, nilai-nilai tersebutakan menjadi acuan hidup perilaku publik/khlayak/penonton. Khlayakitu sendiri sesungguhnya bernilai fetish bagi industri media. Industrimedia menjadikan Khlayak sebagai komoditas yang laku diperjualbelikandalam jalinan kepentingan akumulasi modal. Rating lantas menjadi acuanutama yang menandai posisi acara di pihak media. Tinggi rendahnyarating otomatis menjadi semacam jimat bagi pengelola media untukmenentukan nilai komoditas acara-harga yang pantas untuk
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pemberlakuan sebuah space iklan. Adorno, menyebutkan dalam Strinati(1995;57) nilai fetish berlangsung manakala uang menjadi tolok ukurutama dalam segitiga hubungan media (televisi), pengiklan, dankhalayaknya.Fenomena kapitalisme lanjut, relasi antara publik/khalayak dan mediaterjalin dalam lingkup ‘masyarakat komoditas’. Terkikisnya identitas,keterasingan, dan ketidaktahuan norma mana yang harus dipegangmenyebabkan publik/khalayak begitu mudah dipengaruhi media. Mediamenjadi sarana pemberi identitas, menyediakan kawan, menampilkanpenafsiran tentang kejadian-kejadian, dan secara tidak langsungmengarahkan publik pada pengambilan keputusan. Media juga memberipemuasan akan kebutuhan manusia dan mempengaruhi cara berpikir.Secara teoritik, penayangan beragam program acara media terutamatelevisi swasta mensiratkan berlangsungnya komodifikasi artifakkehidupan oleh media. Sekalilagi komodifikasi sangat berhubungandengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilaigunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar(Mosco, 1996: 139). Dalam kontek ekonomis, media akan memperolehkeuntungan besar berkat perolehan iklan yang terpajang bersamaprogram-program yang ditayangkan. Dalam kebudayaan kontemporer,simulasi akrab digunakan oleh media untuk mencapai efek-efek estetisdan politis agar sebuah tayangan memperoleh perhatian penuh daripublik/khalayaknya. Citra- citra rekaan –simulacrum - acapkali tampilmelalui justifikasi bahwa sebuah karya program televisi dihadirkanberdasarkan kisah nyata. Penggambaran berkedok kisah nyata inilahyang menjadikannya bermasalah, karena pada dasarnya konten mediabukanlah sebuah entitas obyektif.Terkadang tanpa disadari oleh publik/khalayak/penonton, hanyut dalamkeasyikan dan keterpesonaan terhadap tontonan tanpamempertimbangkan lagi soal nilai-nilai yang tersembunyi di balik setiaptayangan. Puncaknya adalah berlangsungnya situasi hiperrealitas publik,yang berkembang manakala media dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini hubungan media dan publikdiwarnai dengan politik pertandaan, yaitu suatu situasi dimana “teks”media menjadi arena untuk mengendalikan publik. Dalam bahasaBaudrillard (Agger, 2005: 284), model simulasi ini berhasil menebarkanwacana kekuasaan dan kontrol secara langsung pada lingkunganmasyarakat. Kesadaran masyarakat dikontrol melalui saranarepresentasi untuk mengiyakan bahwa apa yang mereka tonton adalahkebenaran obyektif dan bukan sebuah rekayasa subyektif.
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B. DEFINISI KOMUNIKASI POLITIKSecara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalahkomunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik,atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakanpemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan,komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisadipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yangdiperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkretsebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukangojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjulukiKomunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya taklebih dari istilah belaka.Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupansehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusiatidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisisdan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awamberkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalankomunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudahmelalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR.·Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yangselalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the
political system, political socialization and recruitment, interest articulation,
interest aggregation, rule making, rule application, and rule
adjudication,are performed by means of communication.” Komunikasipolitik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi padasaat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsikomunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistempolitik.
Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and
confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy.
(Perloff). Communication (activity) considered political by virtue of its
consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the
condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggapkomunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupunpotensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik.Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi,media, khalayak, dan akibat.
Communicatory activity considered political by virtue of its consequences,
actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems
(Fagen, 1966). Political communication refers to any exchange of symbols or
messages that to a significant extent have been shaped by or have
consequences for the political system (Meadow, 1980). Komunikasi politikmerupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka
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ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikianrupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan“perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkanmenjadi public policy. (Miriam Budiardjo). Jack Plano dkk. Kamus AnalisaPolitik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan denganfungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi sepertikomunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politikmerupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti mediamassa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian,komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulaidari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.Wikipedia: Political communication is a field of communications that is
concerned with politics. Communication often influences political decisions
and vice versa. The field of political communication concern 2 main areas:
Election campaigns - Political communications deals with campaigning for
elections. Political communications is one of the Government operations.
This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications and or
Information Technology. Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proseskomunikasi politik sering mengalami empat distorsi.

1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata);bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atauberbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan BenAnderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yangdimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanyaatas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskansesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaumMuslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderungmenyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkankegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopolipolitik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-matamenekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganutperspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistempolitik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.
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C. KAJIAN KOMUNIKASI POLITIKKomunikasi Politik sebagai Kajian Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi.Sebagai suatu bidang kajian, studi komunikasi politik mencakup duadisiplin dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu politik dan ilmu komunikasi.Dalam ilmu politik, istilah komunikasi politik mulai banyak disebut-sebutbermula dari tulisan Gabriel Almond yang berjudul The Politics of the
Development Areas pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwakomunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam dalamsetiap sistem politik. Menurutnya, komunikasi politik bukanlah fungsiyang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesanyang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Dalam hal ini,Easton (dalam System Analysis of Political Life, 1965) memberi batasansistem politik pada berbagai hal yang berkaitan dengan pembuatan danpelaksanaan keputusan otoritatif.Berbeda dengan ilmuwan politik yang lebih membahas komunikasi politikberkenaan dengan sistem politiknya, yaitu proses pembuatan danpelaksanaan keputusan otoritatif. Ilmuwan komunikasi membahaskomunikasi politik berkenaan dengan unsur-unsur komunikasinya sebagaiupaya merumuskan suatu komunikasi politik yang efektif (bandingkandengan Maswadi Rauf, 1993).Walaupun istilah komunikasi politik mulai populer pada tahun 1960,namun studi –studi tentang komunikasi yang memuat pesan-pesan politiktelah ada semenjak lama. Misal: Studi propaganda pada perang dunia yangdilakukan Harold Lasswell pada tahun 1927; Studi tentang tingkah lakupemilih yang dilakukan Lazarfeld, Berelson dan Gaudet pada tahun 1940di daerah Ohio, yang kemudian dipublikasikan dengan judul The People’s
Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign; Studiperubahan attitude dalam proses komunikasi yang dilakukan KarlHovland dkk, 1953, Communication and Persuasion: Psychological Studies
of Opinion Change; dan sebagainya. Semua studi tersebut telah meletakandasar–dasar yang kokoh bagi pengembangan studi komunikasi politik.

Pengertian dan Definisi komunikasi politikPada umumnya para teoritisi menempatkan komunikasi politik dari dua sisiyang terpisah yaitu komunikasi di satu sisi dan politik di sisi lain kemudiandipadukan dalam satu pengertian. Dalam kesempatan ini, kita hanyamembahas pengerrtian politik dan komunikasi politik saja.
1. PolitikSecara etimologis, politik berasal dari kata polis yang berarti negara kotapada zaman Yunani kuno. Dalam perkembangannya terdapat beberapapengertian tentang politik. Terdapat lima pandangan tentang politik:a. Klasik. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untukmembicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Aristotle (dalam
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The Politics, 1972) berpendapat bahwa urusan-urusan yangmenyangkut kebaikan bersama memiliki moral yang lebih tinggi daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta (kelompokmasyarakat). Manusia merupakan makluk politik dan sudah menjadihakekat manusia untuk hidup dalam polis (negara kota). Kebaikanbersama adalah kepentingan pemerintah, karena lembaga pemerintahdibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama.b. Kelembagaan. Politik adalah segala hal yang berkaitan denganpenyelenggaraan negara dan pemerintah. Gerth dan Wright Mill(dalam Essays in Sociology, 1961) mengatakan bahwa Webermencirikan negara sebagai berikut:1) Terdiri dari berbagai struktur yang mempunyai fungsi yangberbeda, seperti jabatan, lembaga, yang semuanya memilikitugas yang jelas batasnya.2) Kekuasaan . Negara memiliki kewenangan yang sah untukmembuat putusan final dan mengikat seluruh warganegara. Para pejabat mempunyai hak untuk menegakkanputusan itu, seperti menjatuhkan hukuman, menanggalkanhak milik.3) Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanyaberlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut.c. Kekuasaan. William Robson (dalam Political Science, 1954)mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatianpada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankankekuasaan, mempengaruhi pihak lain, atau menentang pelaksanaankekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan mempengaruhipihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendakyang mempengaruhi.d. Fungsionalisme. Politik sebagai kegiatan merumuskan danmelaksanakan kebijakan umum. Harold Laswell (dalam Politics, 1972)menyatakan bahwa proses politik sebagai masalah siapamendapatkan apa, kapan, dan bagaimana?1) Medapatkan apa? …. Mendapatkan nilai-nilai2) Kapan? ….. Ukuran pengaruh yang digunakan untukmenentukan siapa akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak.3) Bagaimana? …. Dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.Nilai-nilai adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejarmanusia dengan derajad kedalaman upaya yang berbeda untukmencapainya. Terdapat dua jenis nilai, yaitu a. nilai abstrak (prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik, misal keadilan, kebebasan,
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demokrasi), dan b. nilai konkret yang berupa pangan, sandang, papan,fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, dll. Nilai-nilai tersebutdirumuskan dalam dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dandilaksanakan pemerintah. Menurut pendekatan ini, kegiatanmempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakankebijakan umum berarti mempengaruhi pembagian dan penjatahannilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat.e. Konflik. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/ataumempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Paul Conn(dalam Conflict and Decision Making, 1971) mengatakan bahwakegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaankebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkandan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upayatersebut sering kali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan,persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagaipihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yangberupaya mempertahankan apa yang selama ini telah merekadapatkan.
Asumsi-asumsi politik :a. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber, sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi.b. Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam prosespendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melaluikeputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusanpolitik.c. Pemerintah mengalokasikan sumber-sumber langka pada beberapakelompok dan individu, tetapi mengurangi atau tak mengalokasikansumber-sumber itu kepada kepada kelompok dan individu yang lain.d. Ada tekanan terus menerus untuk mengalokasikan sumber-sumberyang langka.e. Meluasnya tekanan-tekanan, maka kelompok atau individu yangmendapat keuntungan dari pola distribusi sumber yang ada berupayakeras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan.f. Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum bahwasistem yang ada memiliki keabsahan (legitimasi) maka makin mantapkedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalamperjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendakiperubahan.g. Politik merupakan “the art of the possible” , banyak kebijakan idealdimaksudkan untuk memcahkan persoalan yang dihadapi masyarakat



KOMUNIKASI POLITIK 27
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

ternyata hanya merupakan pemecahan yang semu, sebab sulitdilaksanakan dalam kenyataan.h. Dalam politik tidak ada yang serba gratis.i. Peranan penting dimainkan manusia dalam proses politik, sebagaisubyek politik atau menjadi obyek politik.Berangkat dari lima pendekatan dan asumsi-asumsi politik tersebut di atasdapatlah dirumuskan definisi politik yang lebih komprehensif, yaitu:
“Politik adalah hal-hal yang menyangkut interaksi pemerintah dan
masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan
yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal
dalam suatu wilayah tertentu”.

Batasan-batasan definisi politik di atas adalah sebagai berikut:a) Interaksi, yaitu hubungan dua arah yang saling mempengaruhi.b) Pemerintah, yaitu semua lembaga yang menyelenggarakan tugas dankewenangan negara.c) Masyarakat, yaitu seluruh individu dan kelompok sosial (organisasikemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan,organisasi kepentingan, dll.) yang berinteraksi dengan pemerintah.d) Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, yaitu kegiatanlembaga-lembaga pemerintah dan pejabatnya dalam membuat,melaksanakan dan menegakkan keputusan pemerintah. Dalam hal inikelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi prosespembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politikmenyangkut tiga hal, yaitu: a/ ekstratif, penyerapan sumber-sumbermaterial dan manusia dari masyarakat; b/ distributif, distribusi danalokasi sumber-sumber kepada masyarakat; c/ regulatif, pengaturanperilaku anggota masyarakat.e) Keputusan yang mengikat (otoritatif) yaitu keputusan yang harusditaati oleh anggota masyarakat. David Easton (dalam System Analysisof Political Life, 1965) memberi beberapa alasan berkenaan denganketaatan anggota masyarakat, yaitu: 1) takut paksaan fisik, sanksipsikologis, atau takut dikucilkan masyarakat; 2) kepentingan dirisendiri; 3) tradisi; 4) kesetiaan; 5) merasa terikat dengan kewenanganyang ada, dan 6) kesadaran hukum.f) Keputusan tentang kebaikan bersama adalah keputusan tentangtujuan masyarakat atau tentang negara dan masyarakat yangdianggap paling baik oleh seluruh anggota masyarakat.g) Wilayah tertentu, yaitu berupa unit politik, seperti: negara; propinsi;kabupaten.
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Komunikasi PolitikSeperti definisi politik, definisi komunikasi politik juga terdapatkeberagaman. Misal, Dan Nimmo mendefinisi komunikasi politik sebagaikegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktualmaupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Definisi ini menggunakan pendekatan konflik (baca:pandangan politik). Roelofs (dalam Sumarno & Suhandi, 1993)mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik yang mencakup masalah kekuasaan dan penempatanpada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatif). Definisi inimenggunakan pendekatan kekuasaan dan kelembagaan (baca: pandanganpolitik).Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan komunikasi politik berdasarkanpandangan politik (klasik, kekuasaan, kelembagaan, fungsionalis, ataukonflik) yang kita gunakan/yakini. Untuk itu saya mengusulkan definisikomunikasi politik sebagai berikut: proses komunikasi yang menyangkut
interaksi pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (baca juga batasan-batasan definisi politiknya).
Studi Komunikasi PolitikStudi komunikasi politik yang terorganisasi dapat ditandai dari analisa teknikpropaganda Harold Lasswell (1927)—yang kini dikenal sebagai bapakperintis ilmu komunikasi modern—ketika mengumumkan hasilpenelitiannya tentang propaganda politik dalam The American Political
Science Review. Hasil riset Laswell itu menjelaskan bagaimana “efek” dan“pengaruh” komunikasi massa. Menurutnya, sebuah tindak komunikasi bisadianalisa dengan pertanyaan “siapa/ mengatakan apa/ di saluran yangmana/ kepada siapa/ dengan akibat (efek) apa”. Sebagai disiplin ilmu yang—sekalipun—interdisipliner; ilmu komunikasi, politik, sosiologi, psikologi,sejarah, retorika, dan lainnya, menurut Ryfe (2001), komunikasi politik tetapmendapatkan tempat, karena adanya komitmen teoritis dan metodologispada riset-riset awal. Komitmen tersebut pada gilirannya dibentuk oleh tigadisiplin utama, yaitu; (1) Psikologi Sosial, (2), Riset Komunikasi Massa dan(3) Ilmu Politik. Adapun, batasan wilayah studi komunikasi politik adalah;
opinion, attitudes, beliefs, politics as a process dan media effect. Tetapi batasanini, menurutnya bersifat fleksibel.Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkanbanyak defenisi. Beberapa pakar/ilmuan yang memaparkan defenisikomunikasi politik, diantaranya; Mc. Nair (2003) dalam An Introduction to
Political Communication, mendefenisikan komunikasi politik sebagai
“purposeful communication about politics” yang meliputi :



KOMUNIKASI POLITIK 29
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi danaktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuantertentu2. Komunikasi Politik ditujukan oleh aktor-aktor tersebut kepadanon-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat kabar3. Komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-kegiatanmereka, seperti termuat dalam berita, editorial dan bentuk-bentukmedia lainnya mengenai politik.Sementara Graber (2005), mendefenisikan komunikasi politik sebagai, “the
construction, sending, receiving, and processing of messages that potentially
have a significant direct or indirect impact on politics. Dan menurut Kaid(2004), sejauh ini, definisi terbaik komunikasi politik adalah ungkapansederhana Chaffee (1975) bahwa komunikasi politik merupakan “role of
communication in the political process” penggunaan (ilmu) komunikasi dalamproses politik.Swanson dan Nimmo (1990) dalam New Direction in Political Communication,menegaskan bahwa, maestream komunikasi politik adalah studi tentangstrategi penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi pengetahuan publik,kepercayaan dan tindakan politik. Adapun fungsi komunikasi politik,menurut Gazali, adalah: (1) Mengurangi ketidakpastian, (2) Untukkepentingan publik (prospective public policies), (3) Sebagai alat untukmemprediksi dan, (4) Merencanakan dan menjelaskan komunikasi stratejik.Seiring dengan perkembangan studi komunikasi politik, muncullahkonsentrasi kajian yang disebut Political Marketing, yang secara khususmembahas bagaimana “menjual” produk politik (kebijakan, partai, kandidat)agar “laku” di masyarakat. Dalam perkembangannya kemudian, Keele,Jennifer Lees-Marshment, memperkenalkan apa yang disebut Comprehensive
Political Marketing (CPM).Menurut Lees, CPM tidak saja menginformasikan bagaimana caraberkampanye, namun juga bagaimana politisi mendesain kebijakan-kebijakannya atau organisasi mereka supaya bisa diterima oleh pasar (Lees-Marshment, 2001a; 1074). Lees menambahkan, konsep-konsep serta teknik-teknik marketing tidak saja bisa digunakan sebagai panduan bagi partaiuntuk mengkomunikasikan “produk” mereka namun juga bisa memandubagaimana partai menentukan apa yang akan mereka produksi danbagaimana seharusnya mereka berperilaku terhadap pasar politik mereka.
Comprehensive Political Marketing (CPM) sebagai satu kerangka teoritismemiliki prinsip-prinsip kunci (key principles) sebagai berikut (2001a: 1075,2001b: 5);1. CPM memandang marketing politik lebih dari sekedar komunikasipolitik.



KOMUNIKASI POLITIK 30
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

2. CPM mengaplikasikan pendekatan marketing ke seluruh perilakuorganisasi politik atau partai, tidak sekedar tentang bagaimanamereka berkampanye atau bagaimana kampanye diorganisir namunjuga pada bagaimana partai mendesain produknya. Untuk itu, analisis
marketing politik dalam CPM melingkupi perilaku partai dari awalsampai akhir lingkaran pemilihan politik, bukan sebatas masakampanye, dan juga meliputi berbagai aspek seperti aspekkepemimpinan partai, para anggota parlemen dari partai itu,keanggotaan, struktur organisasi, simbol-simbol partai, konstitusipartai dan aktifitas-aktifitas partai.3. CPM menggunakan konsep-konsep marketing seperti orientasiproduk, sales atau market, bukan hanya teknik-teknik marketingseperti intelijensi pasar, desain produk atau promosinya.4. CPM mengintegrasikan ilmu politik dalam analisisnya dan konsep-konsep marketing digunakan untuk penyesuaian dengan pemahamanyang ada dari pembahasan tradisional tentang partai politik.5. CPM mengadaptasi teori marketing dan menyesuaikan teori-teori itudengan hakekat yang berbeda dari dunia politik. Konsep-konsep
marketing tentang produk, harga, tempat dan promosi disesuaikansedemikian rupa sehingga sesuai dengan aktifitas politik partai.

D. SISTEM POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIKSistem politik, seperti juga sistem-sistem lain, akan lebih mudah dipahamijika dihampiri dengan pendekatan sistem. Pendekatan ini bertolak daridalil sentral, bahwa semua gejala sosial (termasuk politik) adalah salingberhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi. Pendekatan sistemberpegang pada prinsip bahwa tidak mungkin untuk memahami suatubagian dari masyarakat secara terpisah dari bagian-bagian lain yangmempengaruhi operasinya. Dalam arti yang luas, sistem menunjukkankepada segala rangkaian elemen-elemen yang saling berkaitan. Sistempolitik terdiri dari komponen-komponen yang disebut juga sub-sistemyang masing-masing melaksanakan fungsi tersendiri sebagai bagian darifungsi keseluruhan sistem.
D.1. Sistem politikKonsep sistem politik menurut Almond dan Powell (1966), menunjukkepada seluruh lingkup aktivitas politik dalam masyarakat. Sistem politikpada setiap masyarakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dibidang politik. Sistem politik adalah sistem dari interaksi-interaksi yangterdapat di semua masyarakat yang merdeka, yang melaksankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik internal maupun eksternal), dengancara (ancaman untuk) menggunakan kurang lebih paksaan fisik.



KOMUNIKASI POLITIK 31
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

Istilah paksaan fisik dimaksudkan sebagai pembeda antara sistem politikdari sitem yang lain, karena hanya dengan merumuskan definisi yangspesifik seperti itu baru dapat dilakukan pembedaan, meskipun tidakdimaksudkan untuk merendahkan derajat politik menjadi kekuatan.Kecuali itu, sebenarnya kekuatan yang legitimate (abash) merupakanbenang penjalin di sekujur input dan output sistem politik, denganmemberikan kualitas yang khusus dan penting (salience) dan pertalian(coherence) sebagai suatu sistem. Sebutan sistem dimaksudkan untukmencirikan interaksi-interaksi tersebut yang ditandai oleh beberapakarakteristik, yaitu:1. Kekomprehensifan. Sistem politik mencakup segala interaksi –baikmasukan-masukan maupun keluaran-keluaran yang mempengaruhipenggunaan (atau ancaman penggunaan paksaan fisik) yang disebuttadi. Lebih lanjut, sistem iini tidak hanya mencakup struktur-strukturyang berdasarkan hokum seperti parlemen, eksekutif, birokrasi,pengadilan, atau Cuma unit-unit formal dan/atau hanya terorganisirseperti partai, kelompok kepentingan dan media komunikasi, tapiseluruh struktur yang dapat diperbedakan seperti kekerabatan, batasusia, kelompok status dan kasta sekaligus fenomena anomic sepertikerusuhan, huru hara, demontrasi jalanan, dan sebagainya.2. Interdependensi. Ciri interdependensi berati jika terjadi suatuperubahan pada salah satu sub-set dari interaksi, maka akanmenyebabkan perubahan pula pada semua sub-set yang lain(misalnya karakteristik sistem kepartaian, fungsi parlemen, kabinet,dan seterusnya). Dengan perkataan lain, sub-sistem – sub-sistemsistem politik saling bergantungan, berhubungan antara yang satudengan yang lainnya.3. Adanya batas. Pada suatu sistem politik terdapat titik tertentu yangmenandai berakhirnya sistem yang lain, dan bermulanya sistempolitik. Di samping itu sistem politik juga merupakan sistempemeliharaan ketertiban dan transformasi yang sah di dalam suatumasyarakat.Dalam bahasa yang berbeda, Easton (dalam Nasution 1988) meyakini bahwaSuatu sistem politik memiliki beberapa atribut utama sebagai berikut:a. Unsur-unsur identifikasi yang terdiri dari:1. unit-unit suatu sistem politik;2. batas.b. Masukan (input) dan keluaran (output).c. Diferensiasi di kalangan suatu sistem.d. Integrasi suatu sistem.
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D.2. Komunikasi politik dalam sistem politikSemua fungsi yang ditampilkan oleh suatu sistem politik -yakni:sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan,pembuatan dan penerapan serta penghakiman atas pelaksanaanperaturan- dilaksanakan melalui sarana komunikasi. Lewat komunikasimisalnya, para orang tua, guru, pemuka agama, menanamkan sosialisasipolitik. Para pemimpin kelompok kepentingan, wakil-wakil sertapemimpin partai melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasipolitik mereka dengan mengkomunikasikan tuntutan dan rekomendasiuntuk menjadi kebijakan pemerintah. Begitu pula para anggotalegislative melaksanakan tugas pembuatan undang-undang, tentunyamendasarkan diri kepada informasi yang diberikan kepada mereka danyang saling dikomunikasikan di antara mereka sendiri dan denganunsure-unsur lain dalam sistem politik. Para birokrat memperoleh danmenganlisis informasi dari masyarakat dan dari berbagai bagianpemerintah sendiri. Sama dengan itu, proses penegakan hokum pundilaksanakan dengan menggunakan sarana komunikasi. Aruskomunikasi politik memang melintasi semua fungsi yang terdapat padasuatu sistem politik. Menurut Almond (1960), pemisahan fungsikomunikasi di samping fungsi lain pada suatu sistem politik bukanlahmerupakan sesuatu yang unik pada sistem politik yang modern saja.Dalam sistem-sistem politik non-modern juga terdapat fungsi yang sama,seperti penabuh gendering dan pelari (dalam sistem pemerintahan yangprimitif), penyeru yang berteriak-teriak di kota, yang memperlihatkanfungsi komunikasi politik sebagai fungsi tersendiri. Lagi pula, andai katafungsi komunikasi tidak ditersendirikan dari fungsi-fungsi lain, kita akankehilangan suatu alat yang essensial yang diperlukan untukmembedakan antar sistem politik dan untuk mencirikan penampilan darisistem-sistem tersebut. Almond (1960) mengusulkan suatu pembahasankomparatif atas penampilan komunikasi di berbagai sistem politik yangberagam. Penampilan fungsi komunkasi itu dapat diperbandingkanmenurut struktur-struktur penampilannya, gaya penampilan itu sendiri.Semua struktur politik – badan pemerintahan, partai, kelompokkepentingan, media komunikasi- dan semua struktur sosial sepertikeluarga, kelompok kekerabatan dan usia, klas dan status, etnis, kasta,dapat terlibat dalam penampilan fungsi komunikasi yang dimaksud.Yang membedakan suatu sistem politik modern dan tradisonal adlahkenyataan bahwa dalam sistem dalam sistem yang modern, struktur-struktur komunikasi yang telah terspesialisasi dan ekspresi. Sedangkanpesan yang spesifik adalah statemen dari tidak terspesialisasi atauhamya bersifat sebentar-bentar. Perbandingan berikutnya, menurutAlmond, adalah menurut cara-cara pengkombinasian gaya komunikasipada sistem-sistem politik yang bersangkutan. Ia berpendapat bahwagaya komunikasi dapat dibedakan atas, apakah itu bersifat dinyatakan
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(manifest) atau laten, spesifik atau melebar, partikularistik ataugeneralistik, afektif netral, atau afektif non-netral.Dalam memperbandingkan penampilan fungsi komunikasi pada sistem-sistem politik, dapat diterapkan empat criteria, yaitu:1. Homogenitas informasi politik2. Mobilitas informasi3. Volume informasi4. Arah arus informasi.Yang dimaksud sebagai homogenitas informasi politik adalah suatuperumusan informasi politik yang mempunyai suatu cara yang standar,sehingga semua pihak dapat memahaminya tanpa mengalami kesulitan.Pada suatu sistem politik yang modern, keragaman isi dan bentuk pesan-pesan yang ada menemukan cara yang begitu rupa agar semua pihaktidak menghadapi kesulitan untuk menafsirkannya. Dalam pada itu,eksisitensi media komunikasi yang otonom dan terspesialisasi dandengan kemampuan penetrasi ke seluruh pemerintah, tidak berartimenghapuskan pesan-pesan yang latin, menyebar, partikularistik, danafektif, melainkan cenderung untuk memberikan kesempatan bagipesan-pesan semacam itu untuk dirumuskan dalam bahasa politik yangmanifers, spesifik, umum, dan instrumental.Penemuan penelitian tentang peran dan fungsi pemimpin opini jugamenunjang konsep di atas, karena penelitian-penelitian tersebutmenunjukkan bahwa suatu sistem politik modern tidaklah dengansendirinya menghapuskan eksistensi komunikasi esoteric, melainkanmenampungnya melalui suatu sistem penerjemahan yang tersebar luas,yang cenderung menembus sel-sel komunikasi primer danmenyambungkannya dengan media komunikasi sekunder. Kontrasdengan yang disebut di atas, dalam sistem politk transisional. Pesan-pesan yang beredar dalam jaringan komunikasi bersifat heterogen dalamarti tidak mempunyai standar tertentu yang diakui dan dimengerti olehsemua pihak. Di daerah perkotaan misalnya, sebagai kawasan yangrelatif agak modern, didapati media komunkasi yang terspesialisasi,namunn cenderung menjadi organ partai atau kelompok kepentingan.Bahkan di kota juga, di kalangan unsure-unsur populasi yang buta hurufdan yang tidak berpendidikan, dampak media komunikasi yangterspesialisasi cenderung terbatas. Sekalipun pada hakekatnya perananopini leader baik di masyarakat modern maupun tradisional adalahsama, namun dalam hubungan dengan komunikasi politik, menurutAlmond terdapat perbedaan dalam beberapa hal.Fungsi penerjemah (salah satu fungsi pemimpin opini yang penting bagipara pengikutnya) di kalangan populasi kota yang disebut tadi, menjadisulit dibandingkan dengan yang berlangsung pada sistem komunikasipolitik dalam sistem yang sudah modern, seperti pada masyarakat Barat.
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Sebagai pembanding, misalnya, para pemimpin opini di m,asyarakatAmerika Serikat mendapatkan informasi dari media massa danmenerjemahkannya bagi para pengikut opininya. Pemimpin opinitersebut cenderung untuk berbicara dalam bahasa yang sama, memilikinilai-nilai yang sma, serta mempunyai peta kognitif yang mirip denganyang dianut oleh media massa. Tidak demikian halnya denganmasyarakat yang masih transisional, atau yang belum modern. Di sinipara politisi dan pemimpin opini masih hares menghadapi jurang yanglebih luas di antara isi informasi politik yang beredar di kalanganmasyarakat yang termasuk sector modern ang ada di kota, denganmasyarakat di sector masih buta huruf dan trasisional. Jurang itu padadasarnya bersifat cultural, dan dapat meliputi bahasa dalam arti yangspesifik, dan perbedaan peta kognitif yang mencolok, baik dalampengertian jumlah maupun kespesifikan informasi, dan dalam rentanganobjek-objek politik yang dicakupnya. Hal yang sama terjadi pula antarakota dan desa, sehingga problem penerjemahan yang disebut tadimenjadi lebih sukar.Mobilitas informasi pada sistem politik Barat menunjukkan bahwainformasi yang netral mengalir dengan bebasnya ke seluruh wilayahpemerintahan, dari para pemrakarsa informasi ke media komunikasisekunder yang netral dan terus ke pembuluh-pembuluh komunikasi yangprimer. Sedangkan dalam sistem transisional, informasi yang beredarsecara relatif bebas hanya di kotra, namun tidak pernah sepenuhnyadapat menembus ke jaringan yang menyebar dan tidak dapat dibedakandengan yang terdapat di kawasan tradisional. Hambatan bagi mobilitasinformasi pada sistem yang belum modern ini, terjadi baik pada prosesinput maupun output dari nsistem politik yang bersangkutan.Pada sistem politik yang modern, volume informasi politik yang mengaliramat lebih besar ketimbang yang terdapat di sistem politik transisional.Sistem politik modern merupakan sistem yang beragam dan otonom,menciptakan informasi politik dengan menyodorkan komunikasi hal-halyang tadinya tertutup ke suatu keterbukaan, dan dengan menjadikaninformasi yang laten menjadi manifes. Mobilitas informasi yang begituderas itu seterusnya menciptakan diskusi-diskusi politik yang hidup dancontroversial di kalangan para pemeran politik yang sedang berkuasa.Dengan begitu sejumlah besar informasi dipompakan secara cepat keseluruh lapisan pemerintahan. Asimilasi informasi pun berlangsungdengan cepat dan kalkulasi keadaan dapat di buat dalam waktu relatifcepat serta akurat.Pada pihak lain, dalam sistem transisional, volume informasi yangberedar di antara anggota masyarakat tidak merata. Banyak informasipolitik yang tetap tertutup dan laten, sehingga berakibat sulitnyamembuat perkiraan politik secara cepat dan akurat. Mengenai arusinformasi, dalam sistem yang transisional, ternyata pesan-pesan yang
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berasal dari struktur-struktur pemerintahan yang otoritatif cenderunguntuk sangat besar disbanding masukan (input) pesan-pesan yang datingdari masyarakat. Di samping itu, dalam sistem semacam ini, pemerintahselain menggunakan media massa yang ada, juga beroperasi melaluimedianya sendiri. Padahal dapat dipastiukan dengan kondisi semacamini, pesan-pesan pemerintah tidak dapat disampaikan dengan akuratkepada orang-orang yang masih menjadi anggota suku dalam tertentu,dan orang-orang desa. Mereka mungkin saja mendengar pesan itumelalui media massa yang ada, tapi tidak dapat mencatat pengertiannyadengan persis, sekalipun secara fisik pesan tersebut memang sampai.Sedang dala hal masukan kepada pemerintah, banyak informasi pentingyang menyangkut kebutuhan dasar dan sekunder yang sebenarnyadirasakan oleh masyarakat namun tidak pernah diungkapkan, dandengan demikian tidak dapat sepenuhnya menjadi pertimbangan unsure-unsur lain yang ada dalam sistem politik tersebut. Perbandingan antarfungsi komunikasi pada sistem politik modern dengan tradisional, cukupuntuk menunjukkan betapa pentingnya fungsi komunikasi dalam operasidan kohesi(kesatuan dan keutuhan) dari suatu sistem politik.
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BAB III
UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI POLITIK
A. KOMUNIKATOR POLITIK

Ragam Komunikator Politik.Seperti peristiwa komunikasi pada umumnya, komunkator dalam

komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujudindividu-individu, lembaga, ataupun berupakumpulan beberapa atau banyak orang. Denganbegitu, jika seorang tokoh atau pejabat, ataupunrakyat biasanya bertindak sebagai sumber dalamsuatu kegiatan komunikasi politik, maka dalambeberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumberindividual. Sedangkan pada kesempatan lain,memang secara jelas dapat dibedakan bahwameskipun seseorang individu yang berbicara,tetapi ia menjurubicarai suatu lembaga atauorganisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai sumber kolektif.Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yangmelakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatifsedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peransosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan Nimmo(1989) mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagaiberikut: politikus; professional; dan aktivis.
1. PolitikusPolitikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatanpemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabatkarier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif,atau yudukatif. Daniel Katz (dalam Nimmo, 1989) membedakan politikuske dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber kejuangankepentingan politikus pada proses politik. Yaitu: politikus ideolog(negarawan); serta politikus partisan.
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a) Politikus ideolog adalah orang-orang yang dalam proses politik lebihmemperjuangkan kepentingan bersama/publik. Mereka tidak begituterpusat perhatiannya kepada mendesakkan tuntutan seoranglangganan atau kelompoknya. Mereka lebih menyibukkan dirinyauntuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahkanreformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner-jika hal inimendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara.b) Politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebihmemperjuangan kepentingan seorang langganan atau kelompoknya.Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagaikomunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesiaadalah: para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dsb.);para pejabat eksekutif (ketua MPR, ketua DPR/DPD, Ketua Fraksi,Anggota DPR/DPD, dsb.); para pejabat yudikatif (Ketua/anggotaMahkamah Agung, Ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung,jaksa, dsb.).
2. ProfesionalProfesional adalah orang-orang yang mencari nafkahnya denganberkomunikasi, karena keahliannya berkomunikasi. Komunikatorprofesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingandari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama:munculnya media massa; dan perkembangan serta merta media khusus(seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yangmenciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan.Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukandan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus. Di sini masuklahkomunikator profesional ”yang mengendalikan keterampilan yang khasdalam mengolah simbol-simbol dan yang memanfaatkan keterampilan iniuntuk menempa mata rantai yang menghubungkan orang-orang yang jelasperbedaannya atau kelompo-kelompok yang dibedakan”. James Carey(dalam Nimmo, 1989) mengatakan bahwa komunikator profesional adalahmakelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, danminat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasayang lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti.Komunikator profesional beroperasi (menjalankan kegiatannya) di bawahdesakan atau tuntutan yang, di satu pihak, dibebabnkan oleh khalayakakhir dan, di lain pihak , oleh sumber asal. Seperti politikus yang dapatdibedakan politikus ideolog dan partisan, profesional mencakup parajurnalis pada satu sisi, dan para promotor pada sisi lain.a) Kita membicarakan jurnalis sebagai siapun yang berkaitan denganmedia berita dalam pengumpulan, persiapan, penyajian, danpenyerahan laporan mengenai peristiwa-peristiwa. Ini meliputireporter yang bekerja pada koran, majalah, radio, televisi, atay media
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lain; koordinator berita televisi; penerbit; pengarah berita; eksekutifstasiun atau jaringan televisi dan radio; dan sebagainya. Sebagaikomunikator profesional, jurnalis secara khas adalah karyawanorganisasi berita yang menghubungkan sumber berita dengankhalayak. Mereka bisa mengatur para politikus untuk berbicara satusama lain, menghubungkan politikus dengan publik umum,menghubungkan publik umum dengan para pemimpin, danmembantu menempatkan masalah dan peristiwa pada agenda diskusipublik.b) Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentinganlangganan tertentu. Yang termasuk ke dalam promotor adalah agenpublisitas tokoh masyarakat yang penting, personel hubunganmasyarakat pada organisasi swasta atau pemerintah, pejabatinformasi publik pada jawatan pemerintah, skretaris perskepresidenan, personel periklanan perusahaan, manajer kampanyedan pengarah publisitas kandidat politik, spesialis teknis(kameraman, produser dan sutradara film, pelatih pidato, dsb.) yangbekerja untuk kepentingan kandidat politik dan tokoh masyarakatlainnya, dan semua jenis makelar simbol yang serupa.
3. AktivisAktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluranorganisasional dan interpersonal. Pertama, terdapat jurubicara bagikepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegangataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah; dalam hal inikomunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politikmenjadi lapangan kerjanya. Jurubicara ini biasanya juga bukan profesionaldalam komunikasi. namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dansemiprofesional dalam komunikasi politik. Berbicara untuk kepentinganyang terorganisasi merupakan peran yang serupa dengan peran politikuspartisan, yakni mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi. dalam hallain jurubicara ini sama dengan jurnalis, yakni melaporkan keputusan dankebijakan pemerintah kepada anggota suatu organisasi. Kedua, terdapatpemuka pendapat yang bergerak dalam jaringan interpersonal. Sebuahbadan penelitian yang besar menunjukkan bahwa banyak warga negarayang dihadapkan pada pembuatan keputusan yang bersifat politis,meminta petunjuk dari orang-orang yang dihormati mereka. Apakahuntuk mengetahui apa yang harus dilakukannya atau memperkuatputusan yang telah dibuatnya. Orang yang dimintai petunjuk daninformasinya itu adalah pemuka pendapat. Mereka tampil dalam duabidang: a. Mereka sangat mempengaruhi keputusan orang lain; artinya,seperti politikus ideologis dan promotor profesional, mereka meyakinkanorang lain kepada cara berpikir mereka. b. Mereka meneruskan informasipolitik dari media berita kepada masyarakat umum. Dalam aruskomunikasi dua tahap gagasan sering mengalir dari media massa kepada
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pemuka pendapat dan dari mereka kepada bagian penduduk yang kurangaktif . banyak studi yang membenarkan pentingnya kepemimpinanpendapat melalui komunikasi interpersonal sebagai alat untukmengetahui peristiwa-peristiwa yang penting.
Komunikator Politik dan Kepemimpinan PolitikNimmo (1989) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hubungan diantara orang-orang di dalam suatu kelompok yang di dalamnya satu ataulebih orang (pemimpin) mempengaruhi yang lain (pengikut) di dalam settingtertentu. Lebih lanjut, Ilmuwan politik Lewis Froman (dalam Nimmo, 1989)merangkumkan kecenderungan yang membedakan pemimpin dan bukanpemimpin di dalam kelompok. Pemimpin (1) memperoleh kepuasan yangberagam karena menjadi anggota kelompok; (2) lebih kuat dalam memegangnilai-nilai mereka; (3) memiliki kepercayaan yang lebih besar tentangkelompok itu dan hubungannya dengan kelompok lain, pemerintah, masalahpolitik, dan sebagainya; (4) kurang kemungkinannya untuk berubahkepercayaan, nilai, dan pengharapannya karena tekanan yang diberikankepadanya; (5) lebih mungkin membuat keputusan mengenai kelompokberdasarkan kepercayaan, nilai dan pengharapan sebelumnya; dan (6) lebihberorientasi kepada masalah, terutama mengenai masalah yang menyangkutperolehan material, alih-alih kepuasan yang kurang nyata atau pertanyaanyang penuh emosi. Lebih dari itu, yang dilakukan pemimpin adalahmelakukan kegiatan berorientasi tugas, yaitu menetapkan dan bekerja untukmencapai prestasi atau tujuan kelompok, mengorganisasi agar pekerjaandapat dapat diselesaikan; juga melakukan kegiatan berorientasi orang, sosial,atau emosi seperti perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan pengikut,penciptaan hubungan pribadi yang hangat, pengembangan rasa salingpercaya, pengusahaan kerja sama, dan pencapaian solidaritas sosial.Bagi komunikator politik, untuk menjadi pemimpin politik ia harusberperilaku sebagaimana yang diharapkan orang terhadap pemimpin;pengikut mengaitkan kepemimpinan dengan orang yang sesuai denganpengertian mereka tentang apa pemimpin itu. Beberapa komunikatormerupakan pemimpin karena posisi yang diduduki mereka di dalam struktursosial atau kelompok terorganisasi yang ditetapkan dengan jelas. Di luarorganisasi mungkin mereka tidak banyak artinya bagi orang. Komunikatorseperti itu kita sebut pemimpin organisasi. Namun, komunikator yang tidakmenduduki posisi yang ditetapkan dengan jelas; atau, jika menduduki posisidemikian, mereka berarti bagi orang karena alasan di luar perankeorganisasian. Komunikator politik yang merupakan pemimpin karena artiyang ditemukan orang dalam dirinya sebagai manusia, kepribadian, tokohyang ternama, dan sebagainya, kita beri nama pemimpin simbolik.Jelas bahwa sebagian besar politikus, komunikator profesional, dan aktivispolitik adalah pemimpin organisasi. pejabat terpilih, atau karier mempunyaiposisi formal kepemimpinan di dalam jaringan komunikasi yangterorganisasi yang membentuk pemerintah . Komunikator profesional sering



KOMUNIKASI POLITIK 40
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

merupakan karyawan organisasi-wartawan yang bekerja pada organisasimedia massa, dan promotor sebagai anggota organisasi memublikasikankepentingan perusahaan, jawatan pemerintah, kandidat atau partai politik.Jurubicara sebagai komunikator aktivis adalah pembela organisasi. darikomunikator politik utama yang dilukiskan lebih dulu, hanya pemukapendapat yang bekerja melalui keakraban yang disediakan oleh jaringankomunikasi interpersonal berada terutama di luar struktur organisasi yangdiformalkan. Kepemimpinan dan kepengikutan adalah cara komplementeruntuk meninjau suatu transaksi tunggal.1. Bagi para pemimpin ada beberapa ganjaran, misalnya, pemimpinmempunyai peluang yang lebih besar untuk menguasai keadaan danmengendalikan nasibnya. Lebih dari itu, ada sesuatu yang menarikdalam kemampuan mempengaruhi orang lain, menegaskan kekuasaandi dalam kelompok, dan bahkan memberikan keuntungan dankerugian. Kemudian ada ganjaran ekonomis. Pemimpin organisasibiasanya menduduki posisi dengan gaji yang menarik; pemimpinsimbolik sering mendapat bantuan keuangan dari pendukung yangkaya. Apa lagi, ada keuntungan yang meningkat karena memilikistatus yang lebih tinggi, baik dalam arti bahwa anggota-anggotakelompok menaruh rasa hormat kepada pemimpin mereka maupundalam arti bahwa pemimpin itu menguasai cukup sumber nafkahmelalui dukungan para pengikutnya –tinggal di rumah mewah,pasukan sekretaris dan asisten, transportasi yang nyaman, orang-orang yang melayani- semua ini bisa merupakan milik yangmenyenangkan dan menjadi ganjaran yang pantas bagi parapemimpin.2. Bagi para pengikut ada beberapa keuntungan yang didapatkannya.Salisbury (dalam Nimmo, 1989) meyakini ada tiga keuntungan utamayang diperoleh pengikut dari transaksi kepemimpinan-kepengikutan.Pertama, ada keuntungan material yang terdiri atas ganjaran berupabarang dan jasa; kedua, keuntungan solidaritas yang berupa ganjaransosial atau hanya bergabung dengan orang lain dalam kegiatanbersama –sosialisasi, persahabatan, kesadaran status, identifikasikelompok, keramahan, dan kegembiraan; ketiga, keuntunganekspresif yang berupa keuntungan ketika tindakan yang bersangkutanmengungkapkan kepentingan atau nilai seseorang atau kelompok,bukan secara intrumental mengejar kepentingan atau nilai. Beberapaorang , misalnya, mendapat kepuasan hanya dengan mendukungseorang calon politik sebagai cara mengatakan kepada orang lainbahwa mereka menentang kejahatan, atau perang, atau kemiskinan,atau korupsi. Jika dirangkum, terdapat ikatan di antara pemimpin danpengikut yang ditempa oleh kepuasan material, sosial, dan emosionalyang diturunkan orang dari keikutsertaan dalam politik. Kepuasan ini,terutama yang kurang berwujud, yaitu jenis sosioemosional, muncul
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di dalam dan melalui proses komunikasi. komunikasi menciptakan,mendorong, atau menghancurkan rasa solidaritas di antara orang-orang dan rasa puas pribadi dalam mengungkapkan harapan dan cita-cita, ketakutan dan kegelisahan orang. Kemudian, sampai taraf yangsangat luas, ikatan antara pemimpin dan pengikut adalah ikatankomunikasi. Oleh sebab itu, komunikator politik utama memainkanperan strategis, bertindak sebagai pemimpin politik denganmenyiarkan pesan-pesan yang oleh para pengikutnya dianggapberarti dan memuaskan, sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilaiyang mereka yakini.
Komponen Efektivitas Komunikator PolitikDalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktoryang menentukan efektivitas komunikasi . Beberapa studi mengidentifikasisejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untukmempengaruhi orang lain. Richard E. Petty dan John T. Cacioppo dalambukunya Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches,dikatakan bahwa ada empat komponen yang harus ada pada komunikatorpolitik, yaitu communicator credibility, communicator attractiveness,communicator similarity dan communicator power (Petty, 1996).
1. KredibilitasKredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandangmemiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumberinformasi, semakin efektif pesan yang disampaikan. Kredibilitasmencakup keahlian sumber (source expertise) dan kepercayaan sumber(source trustworthiness).a. Keahlian sumber adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki sumberterhadap subjek di mana ia berkomunikasi. Sementara kepercayaansumber adalah sejauh mana sumber dapat memberikan informasiyang tidak memihak dan jujur. Para peneliti telah menemukan bahwakeahlian dan kepercayaan memberikan kontribusi independenterhadap efektivitas sumber. Dibuktikan oleh Petty bahwa, “expertisewas therefore important in inducing attitude change, especially whenthat advocated position was quite different from the recipients’ initialattitude.” Karena sumber yang sangat kredibel menghalangipengembangan argumen tandingan, maka sumber yang kredibelmenjadi lebih persuasif dibanding sumber yang kurang kredibel.Sebagaimana dikemukakan Lorge dari hasil penelitiannya, bahwa “ahigh credibility source was more persuasive than a low credibilitysource if attitudes were measured immediately after the message”(Petty, 1996).
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b. Sementara, aspek kepercayaan itu sendiri memiliki indikator-indikator antara lain tidak memihak, jujur, memiliki integritas,mampu, bijaksana, mempunyai kesungguhan dan simpatik.
2. Daya tarikDaya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gayabicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi danperilakunya. Sebagaimana dikemukakan Petty (1996): “Twocommunicators may be trusted experts on some issue, but one may bemore liked or more physicallyattractive than the other… in part because ofhis physical appearance, style of speaking and mannerism, …theattractiveness is due to the performance, communication skills, selfevaluation … by verbal and by the behavioral measure.”  Daya tarik fisiksumber (source physical attractiveness) merupakan syarat kepribadian .Daya tarik fisik komunikator yang menarik umumnya lebih suksesdaripada yang tidak menarik dalam mengubah kepercayaan . Beberapaitem yang menggambarkan daya tarik seseorang adalah tampan ataucantik, sensitif, hangat, rendah hati, gembira, dan lain-lain.
3. KesamaanSumber disukai oleh audience bisa jadi karena sumber tersebutmempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan. Darikacamata audience maka sumber tersebut adalah sumber yangmenyenangkan (source likability), yang maksudnya adalah perasaanpositif yang dimiliki konsumen (audience) terhadap sumber informasi.Mendefinisikan menyenangkan memang agak sulit karena sangatbervariasi antara satu orang dan orang lain. Namun secara umum, sumberyang menyenangkan mengacu pada sejauh mana sumber tersebut dilihatberperilaku sesuai dengan hasrat mereka yang mengobservasi. Jadi,sumber dapat menyenangkan karena mereka bertindak atau mendukungkepercayaan yang hampir sama dengan komunikan. Sumber yangmenyenangkan (sesuai kebutuhan, harapan, perasaan komunikan) akanmengkontribusi efektivitas komunikasi, bahkan lebih memberikandampak pada perubahan perilaku. Bila itu terjadi, sumber tersebut akanmenjadi penuh arti bagi penerima, artinya adalah bahwa sumber tersebutmampu mentransfer arti ke produk atau jasa yang mereka komunikasikan.
4. PowerPower, menurut Petty (1996) adalah “the extent to which the source canadminister rewards or punishment.” Sumber yang mempunyai power,menurutnya, akan lebih efektif dalam penyampaian pesan danpenerimaannya daripada sumber yang kurang atau tidak mempunyaipower . Pada dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkinpenghargaan dan menghindari hukuman. Sebagaimana dikemukakan olehKelman (dalam Petty, 1996) bahwa, “people simply report more
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agreement with the powerful source to maximize their rewards andminimize their punishment.”  Jadi pada dasarnya harus ada tiga syaratuntuk menjadi seorang powerful communicator, yaitu: (1) the recipientsof the communication must believe that the source can indeed administerrewards or punishments to them; (2) recipients must decide that thesource will use theses rewards or punishments to bring about theircompliance; (3) the recipients must believe that the source will find outwhether or not they comply (Petty, 1996). Dengan dihasilkan danterpeliharanya kepatuhan, artinya komunikator dapat mempengaruhi ataumempersuasi perilaku komunikan. Dalam upayanya mempersuasikomunikan, biasanya ada dua faktor penunjang yang harus diperhatikanpula oleh komunikator. Dua faktor tersebut adalah keterlibatan sumberdan kepentingan isu bagi penerima. Keterlibatan yang tinggi menghasilkanefektivitas pesan yang tinggi pula, dan isu yang semakin dekat dengankepentingan penerima biasanya akan lebih mendorong efektivitas pesan.Almond dan Powel (dalam Nasution, 1990) menggambarkan birokrasipemerintah sebagai suatu kelompok yang terdiri dari para petugas danjabatan yang dipertautkan melalui hirarki yang terperinci, dan tundukkepada pembuat aturan formal. Perkembangan birokrasi ditandai olehspesialisasi tugas, tanggung jawab formal untuk kewajiban yang telahtertentu dan dengan aturan-aturan prosedur yang formal danterstandarisasi. Karena itu dalam kedudukan sebagai komunikator, parabirokrat merupakan orang-orang yang mahir secara teknis dalam bidang-bidang tertentu dari peristiwa atau urusan publik. Bersamaan dengan itu,para birokrat memiliki informasi yang bersifat esensial untuk pembuatandan penegakan kebijakan publik.Pada peristiwa komunikasi yang manapun, faktor komunikatormerupakan suatu unsur yang penting sekali peranannya. Sekalipunnantinya keberhasilan komunikasi yang dimaksud secara menyeluruhbukan hanya ditentukan oleh sumber, namun mengingat fungsinyasebagai pemrakarsa dalam aktifitas yang bersangkutan, makabagaimanapun juga dapat dilihat betapa menentukannya peran tersebut.Karena itu dalam mengamati proses komunikasi politik, perlu sekaliterlebih dahulu memahami karakteristik masing-masing komunikatortersebut, setidak-tidaknya secara umum, guna mendapatkan gambarantentang bagaimana kelak kemungkinan-kemungkinan yang timbul baikdalam berlangsungnya proses komunikasi itu sendiri, maupun dalamkeseluruhan hasil komunikasi yang dilakukan.Shelly Chaiken (dalam Jalaluddin, 1994) menyatakan bahwa daya tarik fisimenyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik ia memiliki dayapersuasif. Everet M. Rogers (dalam Jalaluddin, 1994) dari penelitiansosiologis membuktikan pengaruh factor kesamaan ini terhadapkeefektifan komunikasi. Bahwa kondisi homophily membuat komunikasilebih efektif dibanding kondisi heterophily. Dan serangkaian studi
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psikologis yang dilakukan Stotland dan kawan-kawan (1962) memperkuatteori Rogers. Mereka membuktikan bahwa orang mudah berempati danmerasakan perasaan orang lain yang dipandangnya dengan mereka.Stotlsnd dan Patchan (1961) juga menunjukkan bahwa kesamaan antarakomunikator dan komunikan memudahkan terjadinya perubahanpendapat. Power (kekuasaan), sebenarnya, tidak hanya dibangunberkenaan dengan kekuasaan koersif (tingkat kemampuan memberiganjaran dan hukuman) saja. Kelman, kemudian Raven (1974)mengklasifikasikan lima jenis power: kekuasaan koersif; kekuasaankeahlian; kekuasaan informasional; kekuasaan rujukan; dan kekuasaanlegal.
B. PESAN (PEMBICARAAN) POLITIKSetiap proses komunikasi mempunyai muatan pesan komunikasi. Pesanmerupakan komponen komunikasi yang harus ada agar komunikasi bisaberlangsung dengan baik, dalam arti proses komunikasi yang berlangsungmempunyai muatan atau isi komunikasi. Pesan adalah dimensi muatan(isi) komunikasi yaitu apa yang dikatakan. Walaupun pesan komunikasibukan hanya apa yang dikatakan secara verbal, namun juga apa yangtersaji dalam beragam bentuk kemasan nonverbal. Mulyana (2010: 110menjelaskan bahwa dimensi isi merujuk kepada pesan komunikasi. Pesankomunikasi berkaitan juga dengan bagaimana proses atau caramenyampaikan pesan. Ini artinya adanya keterkaitan pesan atau muatankomuniaksi dengan komponen-komponen lain seperti saluran dan mediakomunikasi.Sampai atau tidaknya pesan kepada khalayak sangat ditentukan olehpenyampai pesan. Efekstivitas sebuah berita yang disampaikan sangatpenting mempertimbangan siapa, bagaimana, dan kapan pesandisampaikan kepada khalayak. Mulyana (2010:110) menegaskan bahwapengaruh pesan terhadap khalayak sangat dipengaruhi oleh komunikator,bentuk layout, jenis huruf, warna tulisan dan lain-lainnya. Pesan yangsama dapat meninmbulkan pengaruh berbeda bila disampaikan orangyang berebda. Begitu juga saluran dan media komunikasi yang dipakaimempengaruhi penyampaian pesan.Pesan politik / Pembicaraan politik sendiri bisa bermakna para pemimpinatau komunikator politik (seperti: politisi, profesional, pejabat, atau warganegara yang aktif), dengan satu hal yang menonjolkannya sebagaikomunikator politik bahwa dia berbicara politik. Evolusi bahasa politikmerefleksikan perubahan dalam pemikiran politik serta mempengaruhipilihan politik yang dipersepsi, jadi politi adalah pembicaraan yangberkembang tentang kekuasaan, pengaruh, autoritas dan konflik.Pembicaraan politik adalah pembicaraan yang memelihara dan membantupembicaraan mengenai masalah lain yg melibatkan kekukasaan, pengaruh,autoritas dan konflik.
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Pesan politik ialah makna dan aturan kata dalam pembicaraan politikpesan – pesan yang dihasilkan dari hasil pengaruh yang disampaikan parapeserta komunikasi yang dapat menghasilkan berbagai makna, struktur,dan akibat. Namun secara bahasa pesan politik dapat berarti suatu sistemyang tersusun dari kombinasi lambang-lambang yang signifikan. pesanpolitik juga bisa disampaikan melalui gambar-gambar seperti karikaturyang bersifat menyindir atau pesan–pesan politik yang ditujukan kepadaseseorangan akan kritikan yang diberikan kepadanya.Menurut Harold D. Lasswell (Ruben & Steward, 2006:38-39)  terdapatkomponen-komponen komunikasi adalah, yaitu:  Pengirim ataukomunikator (sender) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepadapihak lain. Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikanoleh satu pihak kepada pihak lain. Saluran (channel) adalah media dimanapesan disampaikan kepada komunikan. dalam komunikasi antar-pribadi(tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getarannada/suara. Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yangmenerima pesan dari pihak lain. Umpan balik (feedback) adalahtanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya.Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimanakomunikasi itu akan dijalankan ("Protokol"). Pesan politik merupakansalah satu unsur penting dalam komunikasi politik. Pada hakikatnya,pesan adalah suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepadakomunikan yang bertujuan untuk mencari persamaan makna ataupersepsi. Karena pada dasarnya pula, pesan biasanya berisikan tentanggagasan atau ide manusia untuk disampaikan bahkan untukdiperbincangkan dengan manusia lain. Dan ragam pesan bisa berbentukverbal dan non verbal.
Ragam Pembicaraan PolitikPolitisi, professional, atau warga Negara yang aktif, satu hal yangmenonjolkannya sebagai komunikator politik adalah mereka berbicarapolitik. Bagaimana pembicaraan politik itu? David V.J Bell (dalam Nimmo,1989) meyakini terdapat tiga jenis pembicaraan yang mempunyaikepentingan politik . Yaitu: pembicaraan kekuasaan; pembicaraan pengaruh,dan pembicaraan outoritas.1. Pembicara kekuasaan, merupakan pembicaraan yang mempengaruhiorang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang khas adalah ”jikaanda melakukan X, saya akan melakukan Y.” kunci pembicaraankekuasaan adalah bahwa ’saya’ mempunyai kemampuan untukmendukung janji maupun ancaman (baca kekuasaan koersif).2. Pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang mempengaruhiorang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan.
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Bentuknya yang khas adalah ”jika anda melakukan X, maka akan terjadiY.” Kunci pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasilmemanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadapkemungkinan mendapat untung atau rugi.3. Pembicaraan autoritas adalah pemberian perintah. Bentuknya yang khasadalah ” lakukan X” atau ”Dilarang melakukan X”. Yang dianggap sebagaipenguasa yang sah adalah suara outoritas dan memiliki hak untukdipatuhi.
Jenis-Jenis Pesan PolitikPada kenyataannya ada beberapa jenis pesan politik menurut Dan Nimmoyaitu:
 Retorika: menurut dan nimmo, retorika adalah penggunaan seniberbahasa untuk berkomunikasi secara persuasive dan efektif.retorika juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi duaarah, bisa dalam bentuk komunikasi antar personal atau dalam bentukkomunikasi kelompok bahkan publik, yang tujuannya adalah untukmempengaruhi lawan bicara demi mempersamakan persepsi sikomunikator.
 Iklan Politik: pada dasarnya, iklan politik hamper sama tujuannyadengan iklan komersial yaitu memperkenalkan sesuatu dengan tujuansi khalayak mau mempercayai untuk mengkonsumsi/memilih produktersebut (parpol). Sehingga inti dari iklan politik adalah bagaimanacaranya sebuah parpol dapat merekrut suara terbanyak demikepentingan kekuasaan golongan parpol itu sendiri.
 Propaganda: salah satu bentuk komunikasi yang paling ekstrim dalamdunia politik adalah propaganda. Karena pesan yang disampaikandalam kegiatan ini bersifat terus menerus demi menciptakan sebuahopini public yang baru dan diharapkan menjadi kuat, sehingga dalamhal ini khalayak dapat disetir oleh pemberitaan yang disampaikanoleh komunikator pesan tersebut.
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Sifat Pembicaraan Politik
1. Kegiatan simbolik: kata-kata dalam pembicaraan politik.Kegiatan simbolik terdiri atas orang-orang yang menyusun makna dantanggapanbersamaterhadapperwujudanlambang-lambangreferensialdankondensasidalam bentukkata-kata,gambar, dan perilaku. Dengan mengatakan bahwa makna dan tanggapanitu berasal dari pengambilan peran bersama, kita meminta perhatiankepada orang untuk memainkan peran. Hal ini berlaku baik bagi lambangpolitik maupun bagi lambang jenis apapun. Misalnya, orang yang pindahpekerjaan kepada jabatan politik tinggi(presiden, gubernur, anggota DPR,dsb.) akan menggunakan gelar dan kelengkapan kedudukan itu; lambang-lambang itu membantu membentuk kepercayaan, nilai, dan pengharapansejumlah besar orang mengenai bagamana mereka harus menanggapijabatan itu. Dengan merangsang orang untuk memberikan tanggapandengan cara tertentu, untuk memainkan peran tertentu terhadappemerintah (komunikator politik), dan untuk mengubah pikiran,perasaan, dan pengharapan mereka, lambang-lambang signifikanmemudahkan pembentukan opini publik. Sebagaimana lambang daripembicaraan politik, kata-kata, gambar, dan tindakan komunikator politikmerupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapatmengharapkan sesama warga negara menanggapi lambang-lambang itudengan cara tertentu yang sudah dapat diperkirakan.
2. Bahasa: permainan kata dalam pembicaraan politik.Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang (1) tersusun dari kombinasilambang-lambang signifikan (tanda dengan makna dan tanggapanbersama bagi orang-orang), di dalamnya (2) signifikasi itu lebih pentingdaripada situasi langsung tempat bahasa itu digunakan, dan (3) lambang-lambang itu digabungkan menurut aturan-aturan tertentu. Dalamkonstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama, ia merupakan instrumenpokok dalam menceritakan realitas. Berger, Peter dan Thomas Luckman(dalam Ibnu Hamad, 2004) meyakini bahwa bahasa adalah alatkonseptualisasi dan alat narasi. Dalam komunikasi politik penggunaanbahasa menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Fiske (1990)dalam Cultural and Communication Studies, menambahkan bahwapenggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk
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konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan carapenyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas danmakna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahasa bukan hanyamampu mencerminkan realitas, tetap bahkan menciptakan realitas. Atasdasar itu, bahas (pembicaraan politik) bisa didayagunakan untukkepentingan politik. Dalam kehidupan politik, para elit politik selaluberlomba menguasai wacana politik guna memperoleh dukungan massa.Kaum propagandis biasanya paling peduli dengan pengendalian opinipublik.
3. Semiotika: makna dan aturan permainan kata politik.Pesan-pesan yang dihasilkan dari hasil pengaruh dari para pesertakomunikasi banyak bentuknya dan menghasilkan berbagai makna,struktur, dan akibat. Studi tentang keragaman itu merupakan satu segidari ilmu semiotika, yakni teori umum tentang tanda dan bahasa. CharlesMorris (dalam Nimmo, 1989) menyatakan bahwa semiotika membahaskeragaman bahasa dari tiga perspektif: semantika (studi tentang makna);sintaktika ( berurusan dengan kaidah dan struktur yang menghubungkantanda-tanda satu sama lain; dan pragmatika (analisis penggunaan danakibat permainan kata).
4. Pragmatika: penggunaan pembicaraan politik.a. Meyakinkan dan membangkitkan massa: pembicaraan politik untukpencapaian material.b. Autoritas sosial: pembicaraan politik untuk peningkatan status.c. Ungkapan personal: pembicaraan politik untuk identitas.d. Diskusi publik: pembicaraan politik untuk pemberian informasi.Nimmo menambahkan satu jenis, yaitu pembicaraan konflik. Maksudnya,melalui pembicaraan, para komunikator politik menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka dengan menyusun perbendaraan kata tentang asumsi,makna, pengharapan dan komitmen bersama.Evolusi bahasa politik merefleksikan perubahan dalam pemikiran politikserta mempengaruhi pilihan politik yang dipersepsi, jadi politi adalahpembicaraan yang berkembang tentang kekuasaan, pengaruh, autoritas dankonflik. Pembicaraan politik adalah pembicaraan yang memelihara dan mPesan politik atau pembicaraan politik sendiri bisa bermakna para pemimpinatau komunikator politik (seperti: politisi, profesional, pejabat, atau warganegara yang aktif), dengan satu hal yang menonjolkannya sebagaikomunikator politik bahwa dia berbicara membantu pembicaraan mengenai
Pesan VerbalSimbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satukata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal(Deddy Mulyana, 2005). Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat
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simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut,yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Jalaluddin Rakhmat (1994),mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional,bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkangagasan.Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana,2005), bahasa mempunyaitiga fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan transmisiinformasi.Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek,tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujukdalam komunikasi.Fungsi interaksi menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang dapatmengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan.Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain, inilah yangdisebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsitransmisi informasi yang lintas-waktu, dengan menghubungkan masa lalu,masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dantradisi kita.Cansandra L. Book (1980), dalam Human Communication: Principles, Contexts,
and Skills, mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasaharus memenuhi tiga fungsi, yaitu: Mengenal dunia di sekitar kita. Melaluibahasa kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarahsuatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologisaat ini.Berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul denganorang lain untuk kesenangan kita, dan atau mempengaruhi mereka untukmencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan lingkungankita, termasuk orang-orang di sekitar kita.Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Bahasa memungkinkankita untuk lebih teratur, saling memahami mengenal diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita.
Keterbatasan Bahasa
a. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek.Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu:orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Tidak semua katatersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata hanya mewakili realitas,tetapi buka realitas itu sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnyabersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eksak. Kata-kata sifatdalam bahasa cenderung bersifat dikotomis, misalnya baik-buruk, kaya-miskin, pintar-bodoh, dan sebagainya.
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b. Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual.Kata-kata bersifat ambigu, karena kata-kata merepresentasikan persepsidan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut latar belakangsosial budaya yang berbeda pula. Kata berat, yang mempunyai maknayang nuansanya beraneka ragam. Misalnya: tubuh orang itu berat; kepalasaya berat; ujian itu berat; dosen itu memberikan sanksi yang beratkepada mahasiswanya yang nyontek.
c. Kata-kata mengandung bias budaya.Bahasa terikat konteks budaya. Oleh karena di dunia ini terdapat berbagaikelompok manusia dengan budaya dan subbudaya yang berbeda, tidakmengherankan bila terdapat kata-kata yang (kebetulan) sama atau hampirsama tetapi dimaknai secara berbeda, atau kata-kata yang berbeda namundimaknai secara sama. Konsekuensinya, dua orang yang berasal daribudaya yang berbeda boleh jadi mengalami kesalahpahaman ketikamereka menggunakan kata yang sama. Komunikasi sering dihubungkandengan kata Latin communis yang artinya sama. Komunikasi hanya terjadibila kita memiliki makna yang sama. Pada gilirannya, makna yang samahanya terbentuk bila kita memiliki pengalaman yang sama. Kesamaanmakna karena kesamaan pengalaman masa lalu atau kesamaan strukturkognitif disebut isomorfisme. Isomorfisme terjadi bila komunikan-komunikan berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama,pendidikan yang sama, ideologi yang sama; pendeknya mempunyaisejumlah maksimal pengalaman yang sama. Pada kenyataannya tidak adaisomorfisme total.
d. Pencampuradukkan fakta, penafsiran, dan penilaian.Dalam berbahasa kita sering mencampuradukkan fakta (uraian),penafsiran (dugaan), dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan dengankekeliruan persepsi. Contoh: apa yang ada dalam pikiran kita ketikamelihat seorang politikus menyampaikan pidato dalam sebuah petemuannamun bukan saat kampanye. Pemahaman mengenai apa yang dilakukanoleh politisi atau pejabat tersebut bercampur dengan penilaian kitaterhadap situasi tersebut.Ketika kita berkomunikasi, kita menterjemahkan gagasan kita ke dalambentuk lambang (verbal atau nonverbal). Proses ini lazim disebutpenyandian (encoding). Bahasa adalah alat penyandian, tetapi alat yangtidak begitu baik (lihat keterbatasan bahasa di atas), untuk itu diperlukankecermatan dalam berbicara, bagaimana mencocokkan kata dengankeadaan sebenarnya, bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasayang menyebabkan kerancuan dan kesalahpahaman. Pesan politik dalambentuk verbal seperti ”pilihlah calon nomor 1  yang mampu menciptakanprubahan bagi masyarakat” atau Iklan yang mengajak memilih kandidatkarena lasan-alasan tertentu, atau juga ajakan untuk bergabung dengansalah stau partai politik baru. Pesan tersebut dapat disajikan di berbagai
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media cetak, elektronik maupun new media, begitu juga pesan dalambentuk iklan, poster, leaflet dan lain.
Pesan NonverbalKomunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesannonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semuaperistiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritiskomunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namundalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin menjalin, salingmelengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari.Klasifikasi pesan nonverbal, Jalaludin Rakhmat (1994) mengelompokkanpesan-pesan nonverbal sebagai berikut: Pesan kinesik. Pesan nonverbal yangmenggunakan gerakan tubuh yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama:pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Pesan fasial menggunakanair muka untuk menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitianmenunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit sepuluhkelompok makna: kebagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan,kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers (1976)menyimpulkan penelitian-penelitian tentang wajah sebagai berikut: Wajahmengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang dan tak senang, yangmenunjukkan apakah komunikator memandang objek penelitiannya baikatau buruk. Wajah mengkomunikasikan berminat atau tak berminat padaorang lain atau lingkungan. Wajah mengkomunikasikan intensitasketerlibatan dalam situasi. Wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalianindividu terhadap pernyataan sendiri; dan Wajah barangkalimengkomunikasikan adanya atau kurang pengertian.Pesan gesturalmenunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tanganuntuk mengkomunikasi berbagai makna.
Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna yangdapat disampaikan adalah: a. Immediasi yaitu ungkapan kesukaan danketidak sukaan terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arahyang diajak bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif; b. Powermengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Anda dapatmembayangkan postur orang yang tinggi hati di depan anda, dan posturorang yang merendah; c. Responsiveness, individu dapat bereaksi secaraemosional pada lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur anda tidakberubah, anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif. Contoh :dalampemilihan umum 2004 calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilihmenjadi presiden walau bukan dari partai pemenang pemilu salah satunyadikarenakan kecintaan para pemilih khusunya kaum ibu-ibu yang menyukaifisik SBY.
Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnyadengan  mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita dengan oranglain. Contohnya posisi duduk para politisi satu dengan lainnya menunjukkan
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level kedekatan dan pengaruh mereka.  Demikian juga dengan berita politikmengenai daerah asal pembaca menjadi lebih menarik perhatian pembacauntuk mengamati peristiwa tersebut.Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dankosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering berperilakudalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentangtubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan tubuh ialah upaya kitamembentuk citra tubuh dengan pakaian, dan kosmetik. Pesan paralinguistikadalah pesan non verbal yang berhubungan dengan dengan caramengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapatmenyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Pesan inioleh Dedy Mulyana (2005) disebutnya sebagai parabahasa.
Pesan sentuhan dan bau-bauan.Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima danmembedakan emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Sentuhandengan emosi tertentu dapat mengkomunikasikan: kasih sayang, takut,marah, bercanda, dan tanpa perhatian. Bau-bauan, terutama yangmenyenangkan (wewangian) telah berabad-abad digunakan orang, jugauntuk menyampaikan pesan –menandai wilayah mereka,mengidentifikasikan keadaan emosional, pencitraan, dan menarik lawanjenis.
Fungsi pesan nonverbal.Mark L. Knapp (dalam Jalaludin, 1994), menyebut lima fungsi pesannonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal:Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secaraverbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya, saya menggelengkankepala. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnyatanpa sepatah katapun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan denganmengangguk-anggukkan kepala. Kontradiksi, menolak pesan verbal ataumemberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya anda ’memuji’prestasi teman dengan mencibirkan bibir, seraya berkata ”Hebat, kaumemang hebat.”Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal.Misalnya, air muka anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidakterungkap dengan kata-kata.Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya.Misalnya, anda mengungkapkan betapa jengkelnya anda dengan memukulmeja.Sementara itu, Dale G. Leathers (1976) dalam non verbal Communication
Systems, menyebutkan enam alasan mengapa pesan verbal sangat signifikan.Yaitu:
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a. Factor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasiinterpersonal. Ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatamuka,kita banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Pada gilirannya orang lainpun lebih banya’membaca’ pikiran kita lewat petunjuk-petunjuk non verbal.b. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan non verbalketimbang pesan verbal.c. Pesan non verbal menyampaikan makna dan maksud yang relatifbebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal jarangdapat diatur oleh komunikator secara sadar.d. Pesan non verbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangatdiperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi.Fungsi metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahanyang memeperjelas maksud dan makna pesan. Diatas telah kitapaparkan pesan verbal mempunyai fungsi repetisi, substitusi,kontradiksi, komplemen, dan aksentuasi.e. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisiendibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbalsangat tidak efisien. Dalam paparan verbal selalu terdapat redundansi,repetisi, ambiguiti, dan abtraksi. Diperlukan lebih banyak waktuuntuk mengungkapkan pikiran kita secara verbal.f. Pesan non verbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Adasituasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkangagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkanmenyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit (tersirat).
C. SALURAN (MEDIA) KOMUNIKASI POLITIKBeberapa bentuk saluran komunikasi politik yang akan diungkapkandisini, dalam fungsi yang berbeda memang telah dikemukakansebelumnya yakni sebagai komunikator dalam komunikasi politik, olehkarena beberapa unsur tertentu yang dimaksudkan ternyata memang bisaberfungsi ganda. Ia dapat berfungsi sebagai sumber/komunikator di satusaat, tetapi pada waktu tertentu lebih berfungsi sebagai saluran ataumedia, dan pada waktu yang lain berfungsi sebagai keduanya. Kegandaanfungsi itu bukanlah sesuatu yang aneh karena suatu pihak dalamberlangsungnya proses komunikasi memang tergantung dari mana kitaakan meninjaunya. Birokrasi (pemerintah) misalnya, di satu pihakmerupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasaldari pemerintah, namun dalam kesempatan lain ia juga dapat berfungsisebagai saluran bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayakmasyarakat . Fungsi yang ganda itu terutama ditemui pada unsur-unsuryang bersifat organisasional/institusional seperti pemerintah, partaipolitik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa.
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Dengan begitu memang kelihatan bahwa dalam prakteknya dapat sajaterjadi saling tukar tempat antar unsur-unsur komunikasi tersebut.Pengertian saluran komunikasi politik di dalam pembahasan ini memangluas cakupannya. Segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkansampainya pesan-pesan politik termasuk ke dalam saluran komunikasipolitik. Bahkan yang diistilahkan Almond dan Powell (dalam Nasution,1990) sebagai struktur-struktur komunikasi pun, sebenarnyadimaksudkan sebagai saluran-saluran komunikasi politik. Struktur-struktur komunikasi politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:1. Struktur wawanmuka informal. Struktur ini merupakan saluran yangefektif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Seterusnya, sepertiyang ditemukan pada sistem organisasi manapun, ternyata disampingstruktur yang formal dari suatu organisasi/sistem, senantiasaterdapat pula struktur informal yang membayanginya. Saluran inimemang bersifat bebas dalam arti tidak terikat oleh struktur yangformal, namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalamkadar yang sama. Mereka yang bisa akses ke saluran informal inibiasanya akan memperoleh lebih banyak informasi ketimbang yangtidak akses, meskipun hal ini masih ditentukan oleh beberapa factorlain.2. Struktur sosial tradisional. Struktur ini merupakan salurankomunikasi yang memiliki keampuhan-keampuhan tersendiri, karenapada masyarakat yang bersangkutan memang arus komunikasiditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi (khalayakmaupun sumber). Artinya, pada lapis yang mana yang bersangkutanberkedudukan dan (tentunya akan menentukan pula) akses disusunan sosial masyarakat tersebut. Dalam masyarakat tradisional,susunan struktur sosial yang ada menentukan siapa yang layakberkomunikasi dengan siapa, tentang masalah apa, dan dengan caraapa. Dengan kata lain, struktur sosial tradisional pada hakekatnyamempunyai aturan-aturan yang menentukan baik pola maupun aruskomunikasi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut . Bahkanjika diamati lebih jauh, dalam masyarakat yang masih tradisional,sampai-sampai peran komunikasi seseorang (apakah sebagaikomunikator, atau cuma penyampai/saluran, atau hanya berhakmenjadi penerima saja) seakan-akan telah ditentukan menurutketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tersebut. Sekalipunharus diakui bahwa penetapan peran tersebut tidak bersifat mutlak,namun karena sifat kehidupan di masyarakat tradisional yang serbapreskriptif, maka seolah-olah seorang individu tidak lagi bebas untukmenentukan sendiri peran komunukasi yang diinginkan (ataudiperlukan), melainkan harus disesuaikan dengan posisi sosial siindividu yang bersangkutan. Secara tidak sadar, sebenarnya sejakmasa masyarakat tradisional dulu telah diakui betapa informasi atau



KOMUNIKASI POLITIK 55
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

lebih luas lagi komunikasi, merupakan sesuatu yang amat dekatdengan kekuasaan. Pye (1963) menggambarkan karakteristik yangmencolok dari proses komunikasi pada masyarakat tradisional,sebagai berikut;a. Tidak terorganisir sebagai suatu sistem yang jelas terbedakandari proses-proses sosial yang lainnya.b. Mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi tersebut,melakukan atas dasar posisi sosial atau politik yang didudukioleh yang bersangkutan dalam masyarakatnya, dansepenuhnya menurut ikatan pribadi mereka.c. Informasi biasanya mengalir mengikuti garis hirarkhi sosialatau menurut pola yang telah tertentu berdasarkan hubungansosial pada tiap komunitas.d. Proses komunikasi tersebut tidak independen dari aturanhubungan sosial, ataupun isi komunikasi yang disampaikan.Penyebabnya adalah karena proses komunikasi yang dimaksudumumnya erat berkaitan dengan struktur dasar masyarakattradisional, maka tindakan mengevaluasi,menginterpretasikan, dan memberi respon terhadap segalaaktivitas komunikasi umumnya diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan yang langsung berhubungan dengan hirarkhistatus antara komunikator dan khalayak.3. Struktur masukan (input) politik. Yang dimaksud dengan strukturmasukan adalah struktur yang memungkinkanterbentuknya/dihasilkannya input bagi sistem politik yang dimaksud .Struktur-struktur input politik seperti serikat sekerja, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, merupakan saluraninformasi yang bermakna dalam komunikasi politik. Merupakan sifatpaling dasar bagi organisasi-organisasi yang disebut tadi, untukmelakukan transmisi kepentingan, baik yang umum (popular) danyang khusus, ke arah yang digariskan oleh kepemimpinan politik yangberkuasa. Kehadiran struktur-struktur yang dimaksud ini, menurutmereka –setidak-tidaknya pada sistem yang membolehkan merekabebas dari kontrol pemerintah- merupakan kesempatan bagi warganegara biasa untuk mempunyai sejumlah besar saluran untuk akseske elit politik. Dengan akses ke salah satu struktur itu, dan kebebasanuntuk membentuk yang baru, bila diperlukan maka warga negaradengan mudah dapat menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka.Struktur keluaran (output) politik. Adalah struktur formal daripemerintahan.4. Struktur kepemerintahan, khususnya birokrasi, memungkinkanpemimpin-pemimpin politik mengkomunikasikan petunjuk bagipelaksanaan peraturan-peraturan untuk bermacam pemegang jabatan
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politik dengan cara yang efisien dan jelas. Efisien, karena jalurkepemerintahan tentunya dengan dukungan kewenangan dan wibawayang dimilikinya dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesansecara cepat dan mudah. Jalur birokrasi juga memungkinkanpenyampaian pesan-pesan secara jelas karena, terutama karenamereka yang berada dalam jajaran birokrasi secara otomatis telahmemiliki bahasa yang kurang lebih sama, yang memungkinkanpengertian-pengertian menjadi lebih jelas di antara sesama mereka,ketimbang orang-orang yang berada di luar jalur tersebut. Struktur inijuga berperan penting dalam mensuplai informasi dalam jumlah besarkepada publik. Bahkan bukan hanya informasi yang menyangkutaturan resmi seperti peraturan-peraturan, melainkan juga releaseberita yang dikeluarkan pemerintah, yang nyatanya merupakansumber informasi penting bagi media massa di banyak masyarakat.5. Media massa. Saluran media massa, sudah barang tentu, sesuaidengan fungsi aslinya merupakan saluran penting dalam komunikasipolitik. Namun dalam membicarakan saluran media massa dalamrangka komunikasi politik, selalu dikaitkan dengan konsep-konsepmengenai:a. kebebasan media massa.b. Independensi media massa pada suatu masyarakat dari controlyang berasal dari luar dirinya, seperti pemerintah, pemegangsaham, kaum kapitalis/industrialis, partai politik, ataupunkelompok penekan .c. Integritas media massa sendiri pada missi yang diembannya.Ketiga hal tersebut memang membawa konsekuensi yangberbeda dalam pelaksanaan peran media massa sebagaisaluran komunikasi politik, sesuai dengan kondisi yangdipunyai oleh masing-masing masyarakat tempat media massaitu berada. Terlepas dari ketiga hal di atas, secara umum mediamassa mempunyai peranan tertentu dalam menyalurkanpesan-pesan, informasi, dan political content di tengahmasyarakatnya.Saluran-saluran lain yang juga berperan dalam penyampaian pesan-pesanpolitik, diantaranya lobbying, media tradisional, demontrasi, kesenian dankebudayaan, sastra, media-media khusus seperti telepon, koran dinding,spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gossip, rumor. Menurut Nasution(1988), yang membedakan suatu sistem politik modern dengan sistempolitik tradisional ialah, adanya kebutuhan akan interaksi yang konstanantara lembaga-lembaga politik dengan para pemimpin di satu pihak, dandengan komponen-komponen sosial yang luas di pihak lain. Perbedaan inimenunjukkan betapa pentingnya saluran-saluran komunikasi dalamperkembangan suatu sistem politik modern. Galnoor (dalam Nasution,
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1990) menghubungkan peranan saluran ini dengan kebutuhan suatusistem politik akan dukungan politik yang hanya bisa diperoleh jikajaringan komunikasi berhasil menembus hingga kebagian-bagianmasyarakat yang relevan dengn politik. Ia mengartikan penerobosan(penetrasi) saluran tersebut sebagai suatu kemampuan untuk melintasiatau menembus batas-batas geografis dan sosial yang terdapat dalamsuatu masyarakat. Karena itu pula, atribut-atribut yang biasanya bersifatunik untuk tiap-tiap masyarakat akan menentukan jenis saluranpenerobos yang mana dipakai untuk menembus bagian-bagian tertentumasyarakat yang dimaksud. Mao dan Gandhi misalnya, disebut telahmenggunakan saluran kepemimpinan garis massa untuk dapatmenjangkau seluruh bangsa Cina dan India yang tersebar luas itu.
Saluran Media Massa dalam Komunikasi Politik.Dengan suatu sistem komunikasi yang otonom, maka komunikasi yangbersifat tertutup (covert) pada birokrasi, kelompok-kelompok kepentingan,dan partai politik, sampai tingkat tertentu dapat diatur dan dikendalikandengan publisitas. Pada saat yang sama, kepentingan-kepentingan yang laten(tidak dinyatakan secara terang-terangan) di tengah masyarakat dapatdibuat menjadi ekspilisit melalui media komunikasi yang netral. Otonomimedia komunikasi memungkinkan suatu arus informasi yang bebas darimasyarakat ke pemerintahan, dan di dalam pemerintahan sendiri, serta darisuatu struktur politik ke struktur politik yang lain. Hal iru jugamemungkinkan adanya suatu umpan balik yang terbuka dari output sistempolitik ke input sistem politik kembali. Pada sebagian masyarakattransisional para pemimpin politik memandang pembangunan media massamodern sebagai sesuatu kekuatan untuk menegakkan persatuan nasional,sekalugus sebagai daya untuk mengerakkan modernisasi. Denganmenanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dalam hal bahasa, perbedaantingkat pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan, maka perluasankomunikasi berfungsi sebagai jembatan bagi sistem-siste yang tadinyadicirikan oleh arus komunikasi yang amat heterogen. Masalah membangunidentitas nasional memang merupakan suatu persoalan yang kompleks.Disamping kekuatan positif media massa nasional, pengembangan suatukultur politik yang stabil dan homogen akan tergantung dalam banyak halkepada arah yang dikembangkan oleh struktur komunikasi yang ikut sertadari kalangan partai, kelompok kepentingan, dan para pemimpin opini, yangberhubungan dengan warga masyarakat secara lebih langsung.Sebagian informasi, khususnya yang disampaikan oleh media massa akanmelintasi garis-garis batas geografis dan kelas sosial. Namun duakarakteristik perubahan attitude akan membatasi dampak media tersebut.Yang pertama adalah interpretasi informasi melalui media massa tentunyaakan dilakukan oleh para pemimpin opini. Pemimpin opini itu sendiri akanamat dipengaruhi oleh hubungan antar personanya (jaringan sosialnya),
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yang menurut penelitian selama ini menunjukkan hasil yang konsisten,bahwa pengaruhnya lebih kuat dalam hal persuasi ketimbang media massa.Yang kedua, sekalipun secara persis masih diperdebatkan, tapi dalam banyakhal media massa diakui sebagai saluran yang berkemampuan untukmenyampaikan lebih dari sekedar informasi politik. Artinya, media massadapat dibuktikan mempunyai efek politik dalam suatu kelangsungan sistempolitik suatu masyarakat. Kekuatan media, dalam kaitan ini, menurutGurevitch dan Blumler (dalam Nasution, 1990) bersumber dalam tiga hal,yaitu struktural, psikologis, dan bersifat normatif. Akar struktural kekuatanmedia massa bersumber pada kemampuannya yang unik untuk menyediakankhalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akandiperoleh para politisi dimaksud melalui alat yang lain. Sedangkan akarpsikologis dari kekuatan media bersumber pada hubungan kepercayaan dankeyakinan yang berhasil diperoleh (meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda) oleh organisasi media dari anggota khalayaknya masing-masing. Ikatansaling percaya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayakselama ini dan validasi dari hubungan percaya mempercayai di masa lampauantara media yang bersangkutan dengan khalayaknya. Kombinasi antaraakar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan media mendudukandiri di tengah-tengah –antara politisi dan khalayak- dan sekaligusmencampuri proses politik yang berlangsung. Campur tangan tersebutmungkin saja tidak disukai oleh banyak pihak termasuk kalangan politikdimaksud. Di sini kemudian, tampillah sifat normatif media yang bersumberpada prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan menyatakan pendapat,kebutuhan akan perlingdungan terhadap warga negara dari penyalahgunaankekuatan politik, yang memberi legitimasi kepada peran independensi mediadari kendali politik (baca handsout komunikasi massa: teori-teori normatifkomunikasi massa). Media massa dianggap memiliki peranan yang unikdalam pembangunan politik, karena memiliki suatu instrumen teknologiyang independen, yang produknya dapat menjangkau ke tengah-tengahmasyarakat dalam jumlah yang besar (Gerbner dalam McQail, 1987). Disamping itu, media massa menganggap diri sebagai perantara yangindependen antara pemerintah dengan publik.
Pemanfaatan Saluran-Saluran Komunikasi PolitikBerfungsinya saluran-saluran komunikasi politik dalam suatu sistem politiktergantung pula bagaimana pemanfaatan saluran-saluran tersebut olehmasyarakat, dan apakah masyarakat dapat akses sepenuhnya ke saluran-saluran tersebut. Galnoor (dalam Nasution, 1990) menekankan masalahpemanfaatan saluran ini karena menurut pendapatnya mobilitas politik danmasalah akses ke jaringan komunikasi merupakan prasyarat bagi tumbuhnyapartisipasi politik. Ia mengartikan partisipasi politik sebagai aktivitas pribadiwarga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengemudian yangaktual darti sistem politik yang bersangkutan. Suatu partisipasi politik dalam
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kaitannya dengan komunikasi politik, menurut Galnoor (dalam Nasution,1990), mencakup hal-hal berikut:1. Kemampuan memprakarsai suatu pesan informasi oleh para individuyang menginginkan sesuatu dari sistem politik, atau memberikanrespon terhadap sesuatu yang akan atau telah dilaksanakan. Denganperkataan lain, suatu usaha untuk menggunakan jaringan komunikasidan saluran-salurannya untuk tujuan yang disebut di atas.2. Pemanfaatan secara otonom jaringan komunikasi politik yang ada,dalam pengertian bukan sekedar hasil mobilisasi dari atas.3. Upaya informasional yang bukan sekedar suatu praktekberkomunikasi, tetapi benar-benar sebagai suatu upaya untukmemperoleh dampak –yakni menyampaikan pesan-pesan kekuasaanuntuk mempengaruhi kemudi sistem politik yang bersangkutan.Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemanfaatan saluran komunikasi politiktersebut berhubungan dengan dua tahap perkembangan politik yangdemokratis, yaitu:a. Partisipasi responsif, dimana anggota masyarakat memberikan suara,menyampaikan keluhan, kepada para pejabat, dan barangkalimengidentifikasikan diri merka melalui tanda-tanda identitastertentu. Nemun dalam tahap ini, konsepsi masyarakat mengenaipolitik masih dalam pola subject participant atau pelaku peserta, danperanan mereka sebagai komunikator politik yang otonom masihrelatif terbatas.b. Partisipasi dengan keterikatan atau commited participation dimanamasyarakat berkampanye dan mengorganisir diri sendiri karenamereka akan berhasil mengubah keadaan. Komitmen merekaberkaitan dengan tingkat keampuhan yang tinggi (dari upaya bersamatersebut) dan dibuktikan dengan investasi sumber-sumber politikpribadi milik mereka seperti: waktu, dana, kontak-kontak, danreputasi. Para partisipan dalam tahap ini benar-benar terlibat dalampolitik baik secara pribadi maupun psikologis.
Media Massa/Pers dan Komunikasi PolitikSalah satu aktor penting dalam demokrasi modern adalah media massa.Dalam masyarakat yang mayoritas menggunakan media sebagai alat untukmendapatkan informasi, agenda setting media berpengaruh kuat. Masyarakatmenentukan pilihan maupun keputusan politiknya berdasarkan informasiyang diperolehnya melalui media. Disadari atau tidak oleh para penggunamedia, agenda setting media untuk bidang politik mengarahkan pemikirandan sikap politik si-pengguna media tersebut (McCombs dan Shaw; 1991:17-26).
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Kondisi ini mengantar media massa sebagai sumber yang dominan tidak sajabagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran dancitra realitas sosial. Asumsi ini didukung oleh berbagai teori tentanghubungan media dan khalayak diantaranya, Stimulus-Respon, Agenda Setting,
The Spiral of Silence, Cultivation dan lain-lain. Teori-teori ini secara umummenjelaskan bahwa, apabila media memberikan tekanan pada suatuperistiwa, maka ia akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnyapenting. Pada perspektif ini, media tidak menentukan what to think, tetapi
what to think about.Nilai penting media massa (seperti radio, surat kabar, majalah, dan televisi)yang paling nyata adalah, kemampuannya dalam menjangkau jumlah audiensyang tidak terbatas. Perkembangan media massa, menurut J. Keane, dalambukunya, The Media and Democracy (1991), selalu beriringan dengan aspirasidemokrasi dan perjuangan untuk meraih kekuasaan politik.Media massa telah menjadi fokus dari kompleksitas aktivitas politik yangterbaru. Demokrasi tradisional yang sebelumnya terfokus pada masifikasi,berganti pada fragmentasi. Dengan situasi yang tak kalah rumit dandinamisnya ini, media dan politik akan terus berkembang menuju situasiyang saling terikat satu sama lain.Meskipun penggunaan media dalam proses komunikasi dan bentuk-bentukkomunikasi seperti agitasi, propaganda, public relations dan kampanye, tidaksecara langsung menimbulkan prilaku tertentu, namun cenderungmempengaruhi cara manusia mengorganisasikan citra politiknya danmembangun opini bagi publik. Hal itulah yang akan mempengaruhi caramanusia berpendapat (beropini) dan berprilaku. Mcluhan (1964) menyebutbahwa media adalah perluasan alat indra manusia.Pandangan Mcluhan tersebut dikenal sebagai teori perpanjangan alat indra
(sense extension theory). Media massa datang menyampaikan pesan yanganeka ragam dan aktual tentang lingkungan sosial dan politik. Surat kabarsebagai media cetak misalnya menjadi medium untuk mengetahui berbagaiperistiwa politik yang aktual yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Demikianjuga radio dan televisi sebagai media elektronik menjadi sebuah saranauntuk mengikuti berbagai kejadian politik yang sedang terjadi atau baru sajaterjadi yang jauh dari jangkauan panca-indra. Malah Mcluhan menyebutbahwa berkat media massa, terutama televisi, dunia menjadi desa jagat daripengalaman pengalaman yang disampaikan seketika dan dirasakan secarabersama-sama.Dukungan dari media atas suatu aktivitas politik tidak hanya didasarkanpada asumsi besarnya suatu peristiwa politik, namun juga nilai politik dariperistiwa tersebut. Nilai politik ini terutama berkaitan dengan kepentinganmedia sendiri, dan kepentingan masyarakat, sebagai konsumen atau publikdari media tersebut. Suatu peristiwa politik akan sangat mungkin ditanggapidengan cara yang berbeda oleh berbagai media, antara lain pada peletakan
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berita (utama atau biasa), volume berita dan teknik–kecenderunganpemberitaan, di mana isi media mengenai peristiwa tersebut sangat mungkinmendapat tanggapan yang berbeda oleh khalayak media yang berbeda. Aspekpenting dari media massa selain faktor pesan adalah kemampuan mediadalam membentuk opini publik. Adanya opini publik dengan snowball effectsangat mungkin mendorong sikap dan priiaku atas suatu issu politik tertentu.Menurut Chaffe, media massa merupakan sumber informasi politik yangpenting, bukan sekedar pelengkap komunikasi interpersonal, tetapimendukung pertumbuhan politik seseorang atau sebuah intitusi, walaupunpada akhirnya yang menentukan apakah media berpengaruh atau tidakadalah pengguna media itu sendiri. Sementara menurut Keller (dalamCzudnowski, 1983), setiap orang bisa menjadi terkenal dalam waktu 15menit, khususnya di televisi. Selain mendongkrak popularitas, media massajuga menjadi sumber utama informasi dan stimulasi makna politik.Sementara menurut Harsono, sejumlah aspek yang membuat media massapenting dalam kehidupan politik adalah:1. Daya jangkauannya yang sangat luas dalam menyebarluaskaninformasi politik; yang mampu melewati batas wilayah (geografis),dan kelompok umur, jenis kelamin, status sosial-ekonomi(demografis), serta perbedaan paham dan orientasi (psikografis).Sehingga suatu masalah politik yang dimediasikan menjadiperhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan.2. Kemampuannya melipatgandakan pesan yang luar biasa. Suatuperistiwa politik bisa dilipatkgandakan pemberitaannya sesuaidengan jumlah ekslempar koran, tabloid, majalah yang tercetak;juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai dengan kebutuhan.3. Setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuaipandangannya masing-masing. Kebijakan redaksional yangdimilikinya menentukan penampilan isi peristiwa politik yangdiberitakan.4. Dengan fungsi agenda setting yang dimilikinya, media memilikikesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untukmemberitakan sebuah peristiwa politik, sesuai dengankebijakannya masing-masing. Setiap peristiwa politik dapatdisiarkan atau tidak disiarkan. Yang jelas, belum tentu beritapolitik yang menjadi agenda media merupakan agenda publik.5. Pemberitaan peristiwa politik oleh suatu media lasimnyaberkaitan dengan media lainnya hingga membentuk rantaiinformasi. Hal ini menambah kekuatan tersendiri padapenyebaran informasi politik dan dampaknya terhadap publik.Dalam fenomena politik mutakhir, Alm.Deddy N Hidayat menganggap bahwa,pers telah menjelma menjadi media driven politics. Dalam arti, setiap
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momentum politik mustahil menafikan kehadiran pers. Dalam fungsinyasebagai media politicsdriven, pers menjalankan fungsi penghubung antara elitpolitik dengan warga. Sebuah fungsi yang dulunya dominan dilakukan olehpartai ataupun kelompok-kelompok politik tertentu. Dalam banyak hal,fungsi penghubung tersebut semakin banyak yang diambil alih pers. Prosesmemproduksi dan mereproduksi berbagai sumber daya politik, sepertimenghimpun dan mempertahankan dukungan masyarakat dalam pemilu,memobilisasi dukungan publik terhadap suatu kebijakan, merekayasa citrakinerja sang kandidat, dan sebagainya, banyak dijembatani, atau bahkandikemudikan oleh kepentingan dan kaidah-kaidah yang berlaku di pasarindustri media (Deddy N Hidayat:2004).Upaya elit politik membangun posisitioning lewat pers memang sah-sah sajadilakukan. Pertama karena fenomena massa mengambang belumsepenuhnya diselesaikan oleh elit politik. Akibatnya banyak elit politik yangberpaling ke media, karena media bisa "mendekatkan" mereka, sekaligusmembangun citra tertentu seperti yang diinginkan ke tengah masyarakat.Kedua, dalam memperebutkan sumber daya politik, pers juga "dipakai",dalam arti dijadikan saluran kepentingan untuk memobilisasi opini.Secara umum, komunikasi politik selalu membahas tentang posisi mediadalam ranah publik. Media menjadi sangat penting karena berada tepat ditengah pusaran kelompok-kelompok kepentingan, juga penting sebagai alatpembentuk opini publik.
Media dalam Komunikasi PolitikDalam komunikasi politik modern, media memegang peranan penting.Namun media tidak pernah bekerja (perform) dalam sebuah ruang kosong.Terdapat berbagai model interaksi media dengan unsur-unsur lain dalamKomunikasi Politik. Beberapa model komunikasi yang menghubungkanmedia dengan elemen-elemen komunikasi politik. Berikut ini adalah modelyang dipaparkan oleh Brian McNair:
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Posisi media dalam komunikasi politik (Sumber McNair, 1999)Dapat dipahami bahwa McNair menganggap Media sebagai sentral darielemen-elemen komunikasi politik—semacam gatekeeper bagi seluruh pesanpolitik. Semua komunikasi politik dianggap mediated. Di berbagai negaramaju—dimana media menjangkau semua lapisan masyarakat.Model lain yang menggambarkan posisi media dalam komunikasi massa(termasuk didalamnya komunikasi politik) dipaparkan oleh McQuail sebagaiberikut :

Media di antara kekuatan sosial di sekitarnya. (Sumber: McQuail, 1987)Model McQuail ini menggambarkan bahwa media sangat dipengaruhi olehtujuan utama media itu sendiri. Tujuan utama media yang telahteridentifikasi adalah; (1) memberikan profit kepada para pemodal—baikpemilik maupun pemegang saham, (2) ‘tujuan ideal’ yang bersifat kultural,sosial maupun politik, (3) memaksimalkan dan memuaskan audiens, dan (4)memaksimalkan pemasukan iklan.Tujuan-tujuan tersebut sering bertolak-belakang dan jarang sekali terjadikeselarasan penuh di antara keempatnya. Diakui pula bahwa ada empatfaktor eksternal yang berarti bahwa ada work culture dan tujuan-tujuan laindari media, khususnya mereka yang berorientasi manajemen atau laba,berorientasi teknis atau skill (craft), atau mereka yang mengutamakantujuan-tujuan komunikasi.Unsur Media dipengaruhi pula oleh unsur-unsur komunikasi politik lainnya,yaitu oleh institusi pemerintahan, civil society dan market. Kondisi ideal yangdiharapkan oleh komunikasi politik adalah terciptanya keseimbangan antarakeempat unsur tersebut. Dengan kata lain, tidak ada unsur yang dominan diantara keempatnya. Dalam model Segitiga Gazali, Media mestinya tepatberada di tengah, tidak bergeser ke sudut salah satu unsur. Ketika ada salahsatu unsur mendominasi unsur yang lain, maka kualitas komunikasi politikakan berkurang—yang pada gilirannya akan merugikan semua unsur

MEDIA ORGANIZATION
goals:

profit, communication, craft

Government Law

Pressure groups Investors

Social/Political Pressure

Sources Owners

Audience
s

Advertise
rs



KOMUNIKASI POLITIK 64
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

komunikasi politik itu sendiri. Hubungan antara unsur-unsur KomunikasiPolitik, dapat dilihat dalam model segitiga Gazali berikut;

Interaksi antara media-pemerintah-pasar-masyarakat komunikasi politik diIndonesia.(Sumber:  Gazali, 2005)Dari model Gazali tersebut dapat dimengerti bahwa Komunikasi Politik tidakselamanya mediated. Ada juga saluran komunikasi politik yang secaralangsung menghubungkan market (pemilik modal, advertiser, klien),
government (pemerintahan) dan masyarakat. Meski pun demikian, Gazalitetap menempatkan Media sebagai gatekeeper ataupun channel yang pentingdalam komunikasi politik karena kemampuan media dalam meng-amplifyefek sebuah pesan politik.Menurut Habermas, pada awalnya media dibentuk untuk menjadi bagian dari
public sphere, tetapi kemudian dikomersilkan—menjadi komoditi yangdidistribusikan secara massal serta ‘menjual khalayak massa’ demikepentingan perusahaan periklanan. Kondisi ini pada gilirannya menjauhkanmedia dari perannya semula sebagai public sphere”. Memang, konsep public
sphere ini dinilai oleh Boyd-Barret memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah perhatian Habermas yang berlebihan pada berita politikserta berlebihannya Habermas dalam membesar-besarkan kecurangan yangmuncul karena komersialisasi media massa di abad 19 dan abad 20-an.Terlepas dari kekurangannya tersebut, beberapa ‘tuntutan’ dari konsep
public sphere cukup baik untuk menempatkan fungsi media dengan tepat diantara unsur komunikasi politik lainnya. Berdasarkan konsep “public sphereyang disempurnakan”, McNair memberikan lima fungsi media dalammasyarakat demokratis yang ideal;1. Fungsi monitoring: memberikan informasi kepada masyarakattentang apa yang sedang berlangsung dalam masyarakat itu.2. Fungsi mendidik (educate): memberikan kejujuran atas makna dansignifikansi dari fakta-fakta yang terjadi. Jurnalis harus menjagaobyektifitasnya karena value yang mereka miliki sebagai ‘pendidik’tergantung pada bagaimana mereka memilih isu/wacana yangdipublikasikannya.
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3. Memberikan platform terhadap diskursus politik publik,memfasilitasi/mengakomodir pembentukan opini publik danmengembalikan opini itu kepada publik, termasuk di dalamnyamemberikan tempat kepada berbagai pendapat yang salingberlawanan, tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi.4. Fungsi watchdog: mempublikasikan institusi politik dan institusipemerintahan, menciptakan keterbukaan (transparansi) padainstitusi-institusi publik tersebut.5. Fungsi advocacy: menjadi channel untuk advokasi politik. Partai-partai, contohnya, membutuhkan ‘alat’ untuk mengartikulasikankebijakan dan program mereka kepada khalayak, dan karenanyamedia mesti terbuka kepada semua partai. Lebih jauh lagi,beberapa media—umumnya media cetak—secara aktifmemperjuangkan salah satu partai dalam situasi yang sensitifseperti pemilihan umum: dalam konteks ini fungsi advocacy dapatpula dikatakan sebagai fungsi persuasi.Fungsi Media dalam masyarakat demokratis ideal sebagaimana, diharapkanoleh komunikasi politik, berdasarkan konsep public sphere.Fungsi Media Faktor-Faktor yang BerpengaruhFungsi
monitoring

 Regulasi pemerintah (Undang2, PP, dll)
 Kepentingan ekonomi/politik market (pemodal,pengiklan, oplah, rating, hit-rate, dll)
 Kebijakan redaksional (visi-misi media,segmentasi audiens, dll)
 Kebijakan civil society (KPI, PWI, dll; berupaperaturan resmi, kode etik, ombudsman, dll)
 Teknologi komunikasi/telekomunikasi
 Kualitas SDM (tingkat pendidikan, skill, tingkatpendapatan dan moral para pekerja media;wartawan, dll)Fungsi educate  Kebijakan civil society
 Kepentingan pemodal
 Kebijakan redaksional
 Kualitas sumber (berita)
 Kualitas SDM Media
 Media Literacy para konsumerFungsi platform  Regulasi pemerintah
 Kebijakan civil society
 Kepentingan pemodal
 Kebijakan redaksional
 Kebijakan interest group (partai, senator)
 Kualitas sumber berita
 Kualitas SDM Media
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 Media Literacy para konsumerFungsi
watchdog

 Regulasi pemerintah
 Kebijakan civil society
 Kepentingan pemodal
 Kebijakan redaksional
 Kebijakan interest groups
 Kualitas SDM Media
 Pressure groupsFungsi

advocacy
 Regulasi pemerintah
 Kepentingan civil society
 Kebijakan pemodal
 Kebijakan redaksional
 Kebijakan interest groups
 Kualitas SDM Media
 Pressure groups

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada empat faktor yang paling banyakberpengaruh bagi posisi media dalam ranah komunikasi politik. Keempatfaktor itu adalah regulasi pemerintah, kebijakan pemodal, kebijakanlembaga-lembaga civil society dan kualitas sumber daya manusia dalammedia yang bersangkutan. Tanpa mengecilkan pengaruh dari elemen-elemenlainnya, keempat faktor tersebut yang sangat menentukan apakah sebuahmedia dapat berfungsi sebagaimana idealnya (akuntabel) menurut harapankomunikasi politik.
D. KHALAYAK (AUDIENS) KOMUNIKASI POLITIKMenurut pengertian yang dipakai secara umum dalam komunikasi, makapihak yang menjadi tujuan disampaikannya sesuatu pesan disebut sebagaipenerima (receiver), atau khalayak (audience), atau komunikan. Meskipundemikian hendaklah dicatat bahwa khalayak sebenarnya hanyalah suatuperan yang sementara sifatnya. Sebab ketika pada giliran berikutnyapenerima pesan akan memprakarsai penyampaian suatu pesanberikutnya, maka pada saat itu sebenarnya pihak yang tadinya disebutsebagai khalayak itu telah berubah peran menjadi komunikator.Pengertian yang sama berlaku pula dalam komunikasi politik. Pihak yangtadinya pernah dikenali sebagai komunikator, atau sebagai saluran, padasaat yang lain dapat pula diidentifikasikan sebagai penerima pesan-pesanpolitik. Tergantung kepada situasi yang berlangsung. Namun begitupembicaraan khalayak di sini nantinya akan memberi perhatianpenekanan yang lebih banyak kepada khalayak dalam arti masyarakat luasatau yang kadangkala disebut juga sebagai public Hennesy (dalamNasution 1990), berkenaan dengan pelapisan khalayak komunikasi politik,membedakan publik sebagai berikut: a. publik umum (general public); b.publik yang penuh perhatian (the attentive public); c. elit opini dan
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kebijakan (the leadership public). Di antara semuanya, elit opini dankebijakan merupakan kalangan yang paling aktif minatnya dalam masalahkepemerintahan dan seringkali sebagai pelaku politik. Sedangkan publikattentive merupakan khalayak yang menaruh perhatian terhadap diskusi-diskusi antar elit politik dan seringkali termobilisasi untuk bertindakdalam kaitan suatu permasalahan politik. Publik umum terdiri dari hampirseparuh penduduk, dalam kenyataannya jarang berkomunikasi denganpara pembuat kebijakan.Publik yang attentive, disebut juga lapisan yang penuh perhatian,merupakan sub-kultur yang khusus dimana kelompok-kelompokkepentingan yang merasa berkepentingan dengan masalah kebijakanumum ketimbang dengan kepentingan khusus. Khalayak yangberperhatian terhadap perkembangan yang berlangsung yangmenyangkut kepemerintahan dan politik, merupakan suatu faktor yangamat diperlukan bagi terlaksananya sistem politik yang sehat. Merekaitulah lapisan masyarakat yang mau tahu dan menaruh perhatian padapekembangan keadaan negaranya. Publik attentive menempati posisipenting dalam proses opini. Pentingnya posisi tersebut menurut Nimmo(1978) didasarkan pada kenyataan:a. Karena lapisan publik inilah yang berperan sebagai salurankomunikasi antar pribadi dalam arus pesan timbal balik antarapemimpin politik dengan publik umum. Publik attentive merupakankhalayak utama (key audience) dalam komunikasi politik.b. Publik attentive menyertai para pemimpin politik sebagai pembawakonsensus politik. Yakni orang-orang yang digambarkan dalam bagianterakhir yang besar kemungkinannya daripada orang lain menunjangaplikasi spesifik aturan dan nilai-nilai umum demokrasi.c. Publik attentive membentuk surrogate electorate atau pemilihbayangan dalam periode anatara masa pemilihan. Para politisibiasanya mempersepsikan gelombang arus opini di kalangan publikattentive sebagai representasi dari apa yang diyakini, dinilai, dandiharapkan oleh publik umum (yang kurang berperhatian kepadapolitik semasa periode di antara dua pemilu). Dengan kata lain,khalayak yang mempunyai perhatian itu merupakan lapisanmasyarakat yang berkemauan untuk mengikuti dalam perkembanganpolitik yang berlangsung.Dalam suatu penelitian mengenai kebudayaan politik (civic culture) dilima negara, Almond dan Verba (dalam Nasution 1988) mencobamengetahui bagaimana penilaian anggota masyarakat tentang kompetensipolitik dan keikutsertaan mereka dalam mempengaruhi sistem politik ditempat mereka berada. Responden di golongkan ke dalam skala yangmenunjukkan sejauh mana mereka mengukur kompetensi diri merekadalam berhubungan dengan pemerintahnya masing-masing. Skala
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tersebut didasarkan pada respon mereka terhadap lima pertanyaan yangberhubungan dengan pemerintahan setempat, yang masing-masingberbunyi:a. Apakah mereka mengerti perkembangan politik di negaranya masing-masing?b. Apakah mereka merasa bahwa dirinya masing-masing dapatmelakukan tindakan untuk mempengaruhi pemerintahnya?c. Apakah mereka merasa akan melakukan tindakan untukmempengaruhi pemerintahan masing-masing?d. Apakah masing-masing merasa dirinya akan berhasil dalammempengaruhi pemerintah setempat?e. Apakah masing-masing pernah mencoba mempengaruhipemerintahannya?Responden penelitian tersebut kemudian dikelompokkan menjadi highsubjective political competence, medium political competence, dan lowcompetence. Mereka yang termasuk tinggi dalam skala subjectivecompetence-nya ternyata besar sekali kemungkinannya merupakan orang-orang yang memang membiarkan dirinya dikenai (exposed) komunikasipolitik. Mereka yang tergolong high subjective competence oleh Almonddan Verba disebut sebagai self confident citizen yang berkemungkinan tidakhanya sekedar menjadi penerima(khalayak) dalam komunikasi politik,melainkan besar pula kemungkinannya untuk mengambil bagian dalamproses komunikasi politik itu sendiri. Dibanding dengan warga negara yangkompetensi subjektifnya rendah, maka mereka yang termasuk percaya diritadi kemungkinan besar menjadi warga negara yang aktif, yakni mengikutiperkembangan politik, mendiskusikan politik, atau menjadi seorangpartisan yang lebih aktif. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwagolongan warga negara ini menyatakan membutuhkan kampanye pemilu,dan berpendapat bahwasanya warga negara biasanya berkewajiban untukberpartisipasi dalam sistem politik di negara masing-masing.Khalayak yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan keadaanpolitik, memiliki informasi mengenai perkembnangan tersebut, dan mauaktif berpartisipasi, merupakan kebutuhan sistem politik. Menurutpandangan aktifis-rasional, suatu demokrasi yang sukses membutuhkanwarga negara yang mau melibatkan diri dan aktif dalam politik, mempunyaidan memperoleh informasi politik, dan mempunyai pengaruh. Selanjutnyajika warga negara itu mengambil keputusan, khususnya keputusan pentingtentang bagaimana memberikan suara, merka harus mendasarkan padapenilaian yang cermat atas dasar bukti-bukti dan pertimbangan yang ditelitimengenai alternatif-alternatif dari keputusan tersebut.Sedangkan warga negara yang pasif, tidak memberikan suara, tidakmemperoleh dan mengetyahui informasi, ataupun warga negara yang
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apatis, merupakan indikasi suatu demokrasi yang lemah. Meskipunkemudian, ada juga yang mempertanyakan model aktifis-rasional tersebutdalam studi mengenai perilaku politik, karena dalam kenyataannyamemang warga negara dalam suatu sistem demokrasi jarang yang persisseperti itu. Warga yang dimaksud memang tidaklah sepenuhnya well-informed atau mengetahui keseluruhan, tidak pula semuanya secara khususaktif, dan proses yang membawa mereka kepada keputusan votingnyatentunya hanya sekedar kalkulasi rasional. Kenyataan tersebut antara lainmendasari kritik bahwa model tadi tidak sepenuhnya akurat mencerminkankultur kewarganegaraan di Amerika Serikat dan Inggris.
Khalayak Komunikasi PolitikKhalayak komunikasi politik yang ideal Baik dari sudut pandang ilmu politik,maupun dari sudut teori komunikasi terdapat persamaan gambaranmengenai ciri-ciri khalayak yang ideal. Di antara ciri itu adalah bahwakhalayak tersebut haruslah yang mempunyai perhatian untuk mengikutiperkembangan politik yang terjadi di sekelilingnya (dalam proseskomunikasi dikenal adanya proses seleksi pada diri khalayak dalam attensi,interpretasi, dan retensi. Jadi adanya perhatian merupakan prasyarat untukberlangsungnya komunikasi tersebut). Itu berarti khalayak tersebutmempunyai akses informasi yang tertatur, baik melalui saluran antarpribadiataupun melalui media massa. Dengan perkataan lain, pertama-tamaharuslah ada dorongan rasa ingin tahu atau rasa peduli kepada apa yangterjadi di masyuarakat dan negaranya. Dalam hubungan ini dapatlahdiasumsikan bahwa, bila masyarakat mengikuti perkembangan politik danpemerintahan, maka dalam pengertian tertentu mereka itu telah terlibatdalam suatu proses dengan keputusan-keputusan politik dalam arti luasditetapkan.Kemauan anggota masyarakat untuk mengikuti perkembangan keadaanmerupakan suatu tingkat keterlibatan yang minimal. Kebudayaan kewargaannegara, mencakup suatu rasa kewajiban berpartisipasi dalam aktivitas inputpolitik, sekaligus rasa kompetensi untuk berpartisipasi. Kemauan untukmengikuti perkembangan politik dan kepemerintahan merupakan komitmenwarga negara dalam arti yang terbatas. Namun tanpa hal itu, kebudayaankewargaan negara yang disebutkan tadi tidak akan ada. Karena itu minat dankesediaan untuk mengikuti perkembangan keadaan dapat dilihat sebagaicerminan dari komponen kognitif dari orientasi kewargaan negara.Memang dapat dipahami mengapa partisipasi khalayak yang ideal itu masihsangat sedikit ditemukan pada masyarakat-masyarakat negara yang barutumbuh. Karena itu untuk sampai pada keadaan khalayak ideal yangdimaksud, lebih dahulu harus dipenuhi berbagai persyaratan. Di antarafactor yang menentukan adalah, tingkat kehidupan sosial ekonomimasyarakat, tahap pendidikan yang dicapai, pengenaan media, dan tentunyakeadaan sosial masyarakat sendiri dalam arti apakah terdapat iklim sosialyang mendorong mereka menjadi ingin tahu dan ikut serta dalam gerak
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perkembangan politik dan kepemerintahan.  Selanjutnya, berkenaan dengankompetensi demokrasi seorang anggota masyarakat yang berkaitan eratdengan dipunyainya informasi yang valid tentang issu-issu dan proses-proses politik. Setelah mempunyai informasi, para warga negara pun harusberkemampuan untuk menggunakan informasi yang dimaksud gunamenganalisis issu-issu yang dihadapi dan memperangkati strategi-strategipengaruh mereka dalam proses politik yang berlangsung.
AudiensPada awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulanpenonton drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasimassa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa.McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audienssebagai berikut:

 Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa.Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalamkomunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen, danberjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untukmengkaji konsep ini.
 Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatukumpulan orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dananomitasnya serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yangberubah dengan cepat dan tidak konsisten. Massa tidak emilikikeberadaan(eksistensi) yang berlanjut kecuali dalam pikiran merekayang ingin memperoleh perhatian dari dan memanipulasi orang-orangsebanyak mungkin. McQuail menyatakan bahwa konsep ini sudahtidak layak lagi dipakai.
 Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiensdiartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasarsuatu isyu, minat, atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untukmemperoleh informasi dan mendiskusikannya dengan sesamaanggota audiens. Pendekatan sosial politik sangat menonjol untukmengkaji konsep ini.
 Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumenmedia dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, ataupemirsa) iklan tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjoluntuk mengkaji konsep ini.Konsep-konsep di atas tentu saja tidak saling eksklusif, secara empiris parapengelola/pemilik maupun pengguna media massa memaknai audienssebagai perpaduan konsep ke satu, empat, dan tiga. Melvin De Fleur danSandra Ball-Rokeach (dalam Nurudin, 2004; Rakhmat, 1994) mengkajiinteraksi audiens dan bagaimana tindakan audiens terhadap isi media.
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Mereka menyajikan tiga perspektif yang menjelaskan kajian tersebut. Ketigaperspektif itu adalah sebagai berikut:1. Individual Differences Perspective. Perspektif perbedaan individualmemandang bahwa sikap dan organisasi personal-psikologis individuakan menentukan bagaimana individu memilih memilih stimuli darilingkungan, dan bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut.Berdasarkan ide dasar dari stimulus-response, perspektif ini beranggapanbahwa tidak ada audiens yang relatif sama, makanya pengaruh mediamassa pada masing-masing individu berbeda dan tergantung padakondisi psikologi individu itu yang berasal dari pengalaman masalalunya. Dengan kata lain, masing-masing individu anggota audiensbertindak menanggapi pesan yang disiarkan media secara berbeda, halini menyebabkan mereka juga menggunakan atau merespon pesan secaraberbeda pula.Dalam diri individu audiens terdapat apa yang disebut konsep diri,konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi -mempengaruhi kepadapesan apa kita bersedia membuka diri, bagaimana kita mempersepsipesan itu, dan apa yang kita ingat. Dengan kata lain, konsep dirimempengaruhi terpaan selektif, persepsi selektif, ingatan selektif.2. Social Categories Perspective. Perspektif ini melihat di dalam masyarakatterdapat kelompok-kelompok sosial yang didasarkan pada karakteristikumum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, keyakinanberagama, tempat tinggal, dan sebagainya. Masing-masing kelompoksosial itu memberi kecenderungan anggota-anggotanya mempunyaikesamaan norma sosial, nilai, dan sikap. Dari kesamaan itu mereka akanmereaksi secara sama pada pesan khusus yang diterimanya. Berdasarkanperspektif ini, pemilihan dan penafsiran isi oleh audiens dipengaruhi olehpendapat dan kepentingan yang ada dan oleh norma-norma kelompoksosial. Dalam konsep audiens sebagai pasar dan sebagai pembaca,perspektif ini melahirkan segmentasi. Contoh: Anak-anak membaca Bobo,Yunior, Ananda. Ibu-ibu membaca Kartini, Sarinah, Femina. Kaum Islammembaca Sabili, Hidayah.3. Social Relation Perspective. Persektif ini menyatakan bahwa hubungansecara informal mempengaruhi audiens dalam merespon pesan mediamassa. Dampak komunikasi massa yang diberikan diubah secarasignifikan oleh individu-individu yang mempunyai kekuatan hubungansosial dengan anggota audiens. Tentunya perspektif ini eksis pada proseskomunikasi massa dua tahap, dan atau multi tahap.Sejarah penelitian/pembahasan mengenai audiens telah dimulai seiringdengan penelitian tentang efek komunikasi massa. Pada awalnya, audiensdianggap pasif (baca teori peluru (Bullet Theory) atau Model JarumHipodermis). Namun pembahasan audiens secara intensif yang dimulai tahun1940, Herta Herzog, Paul Lazarsfeld dan Frank Stanton (dalam Barran &
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Davis, 2003) memelopori mempelajari aktifitas audiens (yang kemudianmelahirkan konsep audiens aktif) dan kepuasan audiens. Misal, pada tahun1942 Lazarfeld dan Stanton memproduksi buku seri dengan perhatian padabagaimana audiens menggunakan media untuk mengorganisir pengalamandan kehidupan sehari-hari. Tahun 1944 Herzog menulis artikel Motivation
and Gratifications of Daily Serial Listener, yang merupakan publikasi awaltentang penelitian kepuasan audiens terhadap media.Aktifitas audiens merujuk pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:a. Sejauh mana selektivitas audiens terhadap pesan-pesan komunikasi;b. Kadar dan jenis motivasi audiens yang menimbulkan penggunaan media;c. Penolakan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan;d. Jenis & jumlah tanggapan(response) yang diajukan audiens media(McQuail,  1987).Pada waktu itu, aktivitas audiens merupakan fokus kajian uses and
gratifications. Secara umum, pandangan para peneliti dalam tradisi uses and
gratifications media menganggap bahwa audiens aktif dalam halkesukarelaan dan orientasi selektif dalam proses komunikasi massa. Levydan Windahl menyusun tipologi aktifitas audiens yang dibentuk melalui duadimensi. Dua dimensi itu adalah sebagai berikut:1. Dimensi orientasi audiens yang terdiri dari tiga tingkatan:

 Selektivitas terhadap isi media
 Keterlibatan (involvement), mengandung dua arti: a. Tingkatandimana audiens menghubungkan dirinya dengan isi media; b.Suatu tingkatan dimana individu berinteraksi secara psikologisdengan media atau termasuk di dalamnya dengan pesan-pesanmedia.
 kegunaan (utility), diartikan bahwa individu menggunakanatau mengantisipasi penggunaan komunikasi massa untuktujuan sosial atau psikologisnya.2. Dimensi temporal (urutan komunikasi), yaitu dimensi yangmenjelaskan aktivitas audiens dilihat sebelum, selama, dan sesudahterpaan (exposure).Tipologi Aktivitas Audiens (Levy dan Windahl, 1984)

Urutan komunikasi
Orientasi
Audiens

Sebelumterpaan Selama terpaan Sesudah terpaanSelektivitas Terpaanselektif,mencari-cari Persepsi selektif Ingatan selektif
Keterlibatan Antisipasi dariterpaan Perhatian,pembentukan Identifikasi jangkapanjang,
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makna, interaksiparasosial,identifikasi mengkhayal
Kegunaan koinpertukaran Menggunakanuntukmemperolehkepuasan

menggunakankepemimpinanpendapat suatutopikLebih lanjut, Levy dan Windahl menghubungkan antara variabel keterlibatanselama terpaan dengan variabel preexposure selectivity, yang menghasilkan 4subtipe aktivitas audiens. Tipologi subtipe aktivitas audiens tersebut tersajipada tabel berikut ini.
Preexposure selectivity

Keterlibatan
selama terpaan

Tinggi RendahTinggi Mencari kepuasanyang dimotivasi KeterlibatanindiskriminasiRendah Topik ritual Melewatkan waktu
Dalam penelitiannya, Levy dan Windahl menyatakan bahwa ada korelasipositif yang signifikan antara pengukuran aktivitas audiens denganindikator-indikator pencarian kepuasan dan pemerolehan kepuasan. Padakasus hubungan antara aktivitas dengan pencarian kepuasan, ditemukanbahwa individu menggunakan media untuk memperoleh kepuasan sosialmaupun psikososialnya, dan audiens akan aktif memenuhi harapannya itudalam proses komunikasi yang dilakukannya. Sebaliknya, hubungan antaraaktivitas dengan pemerolehan kepuasan, memperlihatkan bahwapengalaman individu yang lebih aktif akan berada pada level kepuasan yanglebih tinggi, dan aktivitas harus dilihat sebagai variabel independen. Aktivitasaudiens juga bergantung pada sejumlah faktor lain, yang bisa dikelompokkanmenjadi faktor individu, sosial, dan media. Faktor individual misalnya bisakita lihat dari jenis kelamin, umur, intelegensia, kepribadian, dan tempat ataulatar belakang siklus kehidupannya. Faktor sosial misalnya hubungan antarakelas sosial dengan konsumsi media. Blumer mengidentifikasikan faktorsosial seperti: satus perkawinan, partisipasi kerja, mobilitas sosial, danukuran potensial interaksi. Faktor-faktor sosial tersebut kemudian akanmenentukan bagaimana kebutuhan orientasi media, kondisi orientasiaudiens terhadap media, dan situasi sosial konsumsi media, yang semuanyaitu mempengaruhi aktivitas audiens. Faktor media, bisa dilihat dariperbedaan-perbedaan kompleksitas pesan, gaya pesan, dan variasi-variasidalam isi pesan substantif.
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E. EFEK KOMUNIKASI POLITIKLavidge dan Steiner (dalam Saverin & Tankard, 2001) meyakini bahwaproses komunikasi menimbulkan pengaruh-pengaruh, atau biasa disebutefek komunikasi. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada diripenerima pesan komunikasi. Mereka mengelompokkan efek komunikasike dalam tiga dimensi atau kategori sebagai berikut:1. Kognitif (pemikiran/gagasan), berhubungan dengan pengetahuantentang sesuatu. Pesan-pesan komunikasi menyediakan informasi dankenyataan-kenyataan yang mengisi bidang pemikiran/gagasanseseorang.2. Afektif (emosi), berhubungan dengan sikap terhadap sesuatu. Pesan-pesan komunikasi mengubah emosi/ perasaan kita terhadap sesuatu.3. Konatif (motivasi), berhubungan dengan perilaku terhadap sesuatu.Pesan-pesan komunikasi merangsang atau mengarahkan keinginanuntuk berbua/melakukan sesuatu.Efek komunikasi Politik Brian McNair (2003) melihat efek komunikasipolitik dari tiga perspektif:a. Tingkat yang mana perilaku komunikatif yang penuh arti dari paraaktor politis, seperti pidato/suara konferensi dan iklan politis, dapatmempengaruhi perilaku dan sikap dari pendengarnya.b. Bagaimana proses politik dari masyarakat demokratis -praktek danprosedur mereka- telah terpengaruh oleh pesan-pesan signifikankomunikasi masa.Tingkat dampak yang sistemik menyangkut kenaikan komunikasi politisyang mengedepan masyarakat kapitalis seperti di Inggris dan Amerika.Selanjutnya McNair menganjurkan -sebagai aturan umum, bahwa efek darikomunikasi politis tidak hanya ditentukan oleh isi dari pesan komunikasipolitis itu sendiri, tetapi oleh konteks historis di mana proses komunikasi ituberlangsung, dan terutama lingkungan politis, yang berlaku di setiap waktu.Mutu pesan, kesempurnaan dan ketrampilan tentang konstruksi nya , samasekali tidak berarti jika pendengar tidaklah mau menerima. Dick Morris(dalam McNair, 2004), menulis suatu laporan ilmiah-nya yang berbunyisebagai berikut: ”Jika orang banyak/masyarakat tidak akan membelipendapat dasar-mu, tidak jadi soal berapa banyak kamu membelanjakan atauseberapa baik iklan-mu diproduksi, mereka tidak akan bekerja ” MenurutMcNair, kita dapat menilai efek komunikasi politis pada perilaku dan sikapdengan 3 (tiga) cara: Yang pertama, bagaimana orang-orang yang menjadikhalayak yang diharapkan (intended audience) terpengaruh oleh pesan-pesan komunikasi politis, atau dengan kata lain -bagaimana tanggapanorang-orang tersebut (biasanya berwujud pendapat umum). Dan kemudianmembandingkan tanggapan mereka dengan tanggapan kelompok lain yangsignifikan. Yang kedua, bagaimana perilaku pemilih sehubungan dengan
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strategi komunikasi yang dilakukan kontestan dalam suatu kampanye politis.Yang ketiga, bagaimana mengisolasikan efek dari unsur-unsur komunikasi(komunikator; pesan; media; komunikan; dan efek) tertentu. Dimana teknikpencarian data untuk masing-masing unsur komunikasi ini mempunyaipembatasan metodologisnya. Untuk melakukan cara yang pertama biasanyamenggunakan teknik survey, yang kedua dengan teknik polling (jajakpendapat), dan yang ketiga menggunakan teknik eksperimen.Sementara itu, Dan Nimmo (1993) meyakini bahwa proses komunikasipolitik mempunyai beberapa konsekuensi (efek). Yaitu:1. Sosialisasi politik (belajar tentang politik)2. Partisipasi politik3. Mempengaruhi pemberian suara4.Mempengaruhi pejabat dalam pembuatan kebijakan.
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BAB IV
NEW MEDIA DAN KOMUNIKASI POLITIK  KONTEMPORERPerkembangan media sosial berada pada posisi penting pada dinamikapolitik kontemporer, terutama setiap jelang pemilihan umum (pemilu).Media sosial menyajikan alternatif cara berkomunikasi yang berbeda,termasuk sebagai instrumen politik, baik untuk membentuk opini publik,maupun media interaksi antara partai maupun politisi dengan konstituennya.Dalam konteks pemilu, media sosial menempati posisi strategis sebagai salahsatu media kampanye.Tak banyak kandidat yang kemudian mempunyai kapasitas mengeksplorasimanfaat dari media sosial sebagai strategi politik. Padahal, media sosialmampu menjadi alat strategis bagi masyarakat yang semakin akrab dengandunia digital, jika dikombinasikan dengan media kampanye konvensionallain, serta langkah politik langsung yang membawa mereka berinteraksi danmendekatkan diri dengan para calon pemilih. Posisi strategis media sosialdalam politik belakangan dan menakar seberapa besar peran media sosialdimanfaatkan sebagai alat kampanye dan komunikasi politik, terutamamenjelang pemilu. Peran strategis media sosial dalam konteks pemilu hanyamenjangkau pada tingkat popularitas dan akseptabilitas. Memang terkadangtidak ada korelasi yang signifikan terhadap tingkat elektabilitas, mengingatberagamnya faktor yang menentukan pilihan pemilih.Perkembangan media sosial menjadi penting dalam dinamika politikkontemporer, terutama jelang pemilu. Media sosial menyajikan alternatifcara berkomunikasi yang berbeda, termasuk sebagai instrumen politik, baikuntuk membentuk opini publik, maupun media interaksi antara partaimaupun politisi dengan konstituennya. Hal ini merupakan dampak dariteknologi informasi telah berkembang cepat. Dewasa ini, hampir semuaorang memiliki gadget seperti telepon selular, yang sekaligus dapatdigunakan untuk mengakses jaringan internet.Menurut hasil survey terbaru yang dikeluarkan oleh Internet World Statisctic(IWS) pada sampai dengan Oktober 2012, jumlah pengguna internet diIndonesia mencapai 55.000.000 orang atau sekitar 22% dari total populasidengan jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia yang mencapai269.989.000 orang. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi,terutama terkait dengan media baru (temasuk di dalamnya media sosial)menarik untuk dikaji. Marshall McLuhan, menyatakan bahwa teknologimengubah secara radikal cara manusia mengunakan kelima indera mereka,cara mereka bereaksi terhadap sesuatu, dan mengubah hidup mereka danseluruh lingkungannya masyarakat. Para penggunanya tidak hanyamelakukan pertukaran simbol dan makna antara satu orang ke orang lainnya,tetapi juga antara banyak orang ke banyak orang lainnya. Hal ini sepahamdengan fungsi media baru, dimana pembuatan, pertukaran dan penyimpananpesan dapat dilakukan sekaligus dengan konten dan jangkauan khalayak
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yang tak terbatas. Pola ini menciptakan masyarakat informasi yang memilikiinteraksi tinggi, yang ditandai dengan kedekatan sosial kepada anggotamasyarakat lainnya.Istilah new media atau media baru telah digunakan sejak tahun 1960-an dantelah mencakup seprangkat teknologi komunikasi terapan yang semakinberkembang dan beragam. Dalam The Handbook of New Media, media barudikaitkan dengan menghubungkan teknologi informasi dan komunikasi yangbercirikan saling terhubungnya akses informasi antara individu sebagaipenerima maupun pengirim pesan dimana saja tanpa terbatas ruang danwaktu. Berbagai literatur terkait dengan media baru, banyak disamakandengan internet yang digunakan sebagai penyedia semua barang atau jasa,serta digunakan sebagai alternatif bagi alat komunikasi pribadi dan antarpribadi.Pengelompokkan media baru menurut McQuail terbagi dalam lima kategori,yang dibedakan atas jenis penggunaan, isi dan konteksnya, yaitu:Pertama, media komunikasi interpersonal yang terdiridari handphone dan email. Kedua, media bermain interaktif sepertikomputer, peralatan elektronik dan permainan dalam komputer.Ketiga, media pencarian informasi berupa portal website, search engine,
broadcast teletext, dan layanan data radio. Keempat, media partisipasikolektif seperti penggunaan internet untuk berbagi dan bertukar informasi,ide, pengalaman dan mengembangkan hubungan personal secara aktif.Kelima, pengganti media penyiaran. Kini aktivitas menonton film,mendengarkan radio dan musik yang mulanya dapat diakses melalui mediapenyiaran dapat diunduh dan dilakukan melalui media baru.Dengan pengelompokkan tersebut, dapat terlihat bahwa media barumenyatukan pengguna dalam konteks interaksi sosial yang unik; bergantungpada peralatan elektronik, dan mengutamakan partisipasi. Dengan kontendan rentang waktu yang terbatas, dapat menghubungkan orang-orang yangmemiliki minat yang sama terhadap sesuatu dengan mudah dan cepat. Limadimensi interaktivitas membuat media baru bukan hanya bagian dariperkembangan telekomunikasi, tetapi membentuk formasi komunitas virtualyang dihubungkan oleh: arah komunikasi; fleksibilitas dan pertukaran waktudan peran; lingkungan komunikasi; tingkat kontrol pada pesan yangdisampaikan; bertujuan untuk bertukar pesan atau mempersuasi.Jelang Pemilu, kemampuan media baru atau lebih spesifik media sosial takdapat ditampik juga menjadi salah satu perhatian dalam strategi politik.Beberapa kandidat atau caleg sudah memberi perhatian terhadap mediasosial. Hanya saja, kita perlu melihat sejauh apa media sosial digunakan olehpara kandidat jelang pemilu.Rasmussen menyebutkan, media baru memiliki kontribusi yang sangatberpengaruh dalam integrasi sosial. Media baru dapat berperan dalamkehidupan seseorang, mempengaruhi pemikirannya sehingga dapat
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mendorong penggunaan media yang beragam dan partisipasi yang lebih luasseperti dalam fungsi media sosial yang merupakan bagian dari media baruyang dimanfaatkan oleh masyarakat. Media baru dapat digunakan sebagaimedia komunikasi yang berfungsi sebagai arena terbuka percakapan, debatdan pertukaran ide dari publik. Tidak hanya itu warga negara dapatmengekspresikan pandangan dan dukungan mereka terhadap sistempemerintahan, agar tercipta keterlibatan publik dalam proses demokrasi.Dalam hal inilah, penggunaan media baru dapat dimanfaatkan dalam politik.Pemanfaatan media sosial ini telah aktif dilakukan di Amerika Serikat(terutama pada kampanye politik melalui media sosial Twitter untuk BarackObama), Kanada (peliputan secara langsung terkait dengan debat partaipolitik pada media sosial Twitter), hingga Indonesia, yakni pemanfaatanmedia sosial oleh pasangan Jokowi-Ahok pada masa kampanye pemilihangubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.Penggunaan media baru sebagai salah satu pemanfaatan untuk kepentinganpolitik dijelaskan oleh Maurice Vergeer (2012) dalam tulisannya yangberjudul “Politics, elections and online campaigning: Past, present . . . and a
peek into the future”, bahwa perkembangan media baru yang erat kaitannyadengan hal politik telah melalui perkembangan yang sangat cepat dimanapenggunaannya sebagai sarana politik dimulai pada tahun 1995 dan memilikipeningkatan drastis pada tahun 2006 (ketika internet sudah mulai dapatdiakses oleh masyarakat umum). Media sosial akan semakin banyakdikembangkan sebagai sarana sosialisasi isu politik maupun kampanye,seperti yang sudah berhasil dilakukan di beberapa negara maju sepertiAmerika Serikat dan Kanada. Tidak heran apabila pada tahun 2012, majalahMarketeers bahwa jumlah pengguna media sosial seperti Facebook mencapai50.489.350 dan Twitter mencapai 19.5000.000 sehingga hal ini dimanfaatkanoleh para pelaku politik untuk menciptakan dan menggugah masyarakatuntuk berpartisipasi dalam politik maupun meningkatkan demokrasitismedalam diri masyarakat.Tidak hanya Maurice yang memiliki asumsi terbaru terkait dengan hubunganantara media baru dengan politik. Salah satu hasil pemikiran lainnya yangditulis oleh Greg Elmer dalam jurnalnya yang berjudul “Live research:Twittering an election debate”, berusaha meyakinkan masyarakat bahwapada masa ini, para pelaku, konsultan hingga peneliti kampanye politikmempunyai tantangan baru dalam mengikuti perkembangan caraberkomunikasi masyarakat. Sebut saja beberapa platform media sosialterkemuka seperti Blog, Facebook, dan Twitter. Hal ini karena internet, yangsalah satunya adalah situs jejaring sosial memberikan ruang dan waktuuntuk mengunggah hal apapun (termasuk kampanye politik) yang nantinyaakan dilihat oleh teman-teman dan pengikutnya.Jika tadinya, cara berkampanye politik konvensional pada umumnya jugamemakai media konvensional seperti televisi, radio, koran, hingga spandukdan baliho berukuran besar. Namun fenomena kampanye politik menarik
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terjadi saat putaran ke-2 Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012,dimana pasangan yang bersaing hanya tinggal Joko Widodo – Basuki TjahjaPurnama (Jokowi-Ahok) dan Fauzi Wibowo-Nachrowi Ramli (Foke – Nara).Jokowi – Ahok lebih dominan menggunakan kampanye melalui media baru.Sedangkan Foke – Nara yang tetap menggunakan cara kampanyekonvensional melalui televisi dan radio. Beberapa ahli komunikasi danpengamat politik melalui media massa, mengungkapkan bahwa carakampanye melalui media baru yang dimanfaatkan oleh Jokowi-Ahokdianggap lebih efektif untuk menarik rational voter yang mayoritas adalahpengguna aktif media baru, terlebih aktif menggunakan media sosial sebagaisalah satu sumber informasi harian.Merujuk pada Indepth Report yang berjudul “Belajar dari Politik On-OffJokowi”, Masing-masing kandidat, Jokowi dan Foke, sama-sama melakukankampanye Online dan Offline. Hal itu dapat dilihat dari materi kampanyeJokowi yang dilihat oleh publik pengguna internet. Jika dilakukan komparasipengunjung sosial media dari masing-masing kandidat, maka hasil yangdidapatkan, antara lain:No. Media (per 27 September 2012) Jumlah Pengunjung1. Page Facebook, “Fauzi Bowo danNachrowi Ramli” 13.789 likes, 1.463 talkingabout this2. Page Facebook, “Joko Widodo danBasuki T Purnama untuk Jakarta Baru” 88.396 likes, 64.838 talkingabout this3. Twitter @Jokowi_Basuki 11.495 Followers4. Twitter @FauziNaraClub 283 Followers
Sumber: Indepth Report: Belajar dari Politik On-Off Jokowi (2012)Bukan hanya mendapatkan lebih banyak followers atau pengunjung, timJokowi juga aktif ‘berkicau’ di sosial media tersebut. Komunikasi politik yangdilakukan secara aktif melalui media sosial telah menempatkan Jokowimemenangi semua pertarungan kampanye politik melalui media sosialmelawan Foke-Nara. Seperti yang dilansir oleh indexpolitik.com bekerjasama dengan fajar.co.id, Jokowi selalu ditempatkana di atas Foke dengankomposisi 55,43% berbanding 44,57% untukshare of netizen, yangmerupakan gambaran seberapa banyak unik penggunamemberikan mention (bentuk posting pada Twitter) terhadap brand tertentudalam media sosial dibandingkan dengan total komunitasnya (brand dankompetitor). Selain itu sebanyak 54,77% berbanding 45,23% untuk share of
voice, yakni seberapa banyak mention suatu brand di media sosialdibandingkan dengan total komunitasnya (brand dan kompetitor). Data inidirilis pada tanggal 20 September 2012 pukul 13.10 Wita (berdasarkanindepth report, 2012).Hal yang sama juga disampaikan oleh politicawave.com dimana share of
exposure 54,3% berbanding 45,7% danshare of citizen 54,1% berbanding
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45,9% masing-masing untuk keunggulan Jokowi, dan salingsilang.commelalui SX Indeks juga merilis data pengamatan mereka, tanggal 12 Agustus-10 September 2012 posisi Jokowi juga selalu mengungguli Foke,161.674 buzz berbanding 127.698 buzz, dan 53.973 users berbanding39.496 users. Pada kampanye politik pilgub DKI Jakarta 2012 ini, Tim Jokowitidak hanya menggunakan sosial media tetapi juga memanfaatkan teknologiSkype untuk berdialog dengan publik. Hal itu sangat mengakomodir Jokowiyang masih bermobilitas Jakarta-Solo.Hasil akhirnya, banyak anak muda yang memilih Jokowi-Ahok karena merekatak hanya menilai kemampuan kepemimpinan pasangan ini, namun jugakarena pasangan ini mampu mendekati anak muda dengan budaya pop yangbanyak digunakan anak muda. Karakter media baru umumnya banyakdigunakan oleh kaum muda berusia 18-35 tahun. Kategori inimerupakan rational voters dan undecided voters yang lebih banyakmengakses media online daripada menonton televisi atau membaca koran.Kalangan ini hampir mencapai 45% dari total populasi penduduk Indonesia.Sayang sekali jika para politisi melakukan pendekatan yang tidak tepat ketikaberkampanye untuk menarik minat mereka. Meski demikian, tetapdibutuhkan analisis yang lebih kritis terkait temuan data ini. Mengingat,fenomena Jokowi-Ahok tidak saja menjadi perhatian publik Jakarta, tetapijuga secara nasional, mengingat pemberitaan tentang Jokowi-Ahokmengemuka pada media-media nasional.
Pengguna new media di IndonesiaPerpaduan antara isu politik dan budaya pop dalam berkampanyemerupakan kemasan yang diperlukan dalam berkampanye dengan mediabaru. Memang saat ini, pengakses internet di Indonesia masih di dominansioleh masyarakat di Pulau Jawa. Hingga survey terbaru yang dikeluarkan olehInternet World Statisctic (IWS) pada sampai dengn Oktober 2012, jumlahpengguna internet di Indonesia mencapai 55.000.000 orang atau sekitar 22%dari total populasi dengan jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesiamencapai 269.989.000 orang. Tidak hanya itu, majalah Marketeers padatahun 2012 mengungkapkan bahwa jumlah pengguna media sosial sepertiFacebook mencapai 50.489.350 dan Twitter mencapai 19.5000.000. Makadari itu dengan meningkatnya infrastruktur teknologi di Indonesia, bukantidak mungkin jika media baru nantinya akan menjadi salah satu mediautama dalam berkampanye politik.Secara geografis penyebaran penggunaan media sosial seperti Facebook danTwitter di Indonesia telah mendominasi beberapa wilayah yang dapatdijadikan acuan untuk melakukan kampanye politik melalui sosial media.Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Salingsilang.com terkait padapengguna Twitter di Indonesia pada tahun 2011, Jakarta menempati posisiterbanyak pengguna aktif sebesar 13.30 %. Sedangkan posisi kedua danketiga setelah Jakarta, terdapat kota Yogyakarta 11.68 % dan Surabaya11.31% sebagai masyarakat pengguna aktif Twitter di Indonesia.
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Media baru memperoleh begitu besar perhatian karena berbagai kelebihanyang dimiliki, seperti penyebaran informasi dari segi waktu yang relatifcepat; dapat bersifat audio visual sehingga dapat mengemas pesan-pesanpolitik dengan lebih menarik; hingga manfaat dalam efisiensi dan efektivitaskarena media baru dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Meskidemikian, hal ini bukan berarti media baru tidak memiliki kelemahan dalampemanfaatannya. Ada beberapa kelemahan yang perlu memperolehperhatian, seperti: masih diperlukan adanya pengkajian ulang terhadapsetiap informasi yang diterima melalui media baru, hal ini karena sifatnyayang mengutamakan kecepatan dalam mengunggah informasi sehinggaseringkali tidak seakurat media lainnya; dan juga kelemahan lain dari mediabaru yang dapat menimbulkan persepsi dan pengaruh negatif jika tidakmenyikapi informasi dengan baik. Tidak hanya itu, kelemahan juga munculpada media baru yang semakin mengaburkan perbedaan signifikan terkaitdengan konsep, fungsi, hingga bentuk operasional antara konsep komunikasimassa dengan komunikasi interpersonal dan kelompok.Efektifitas penggunaan media sosial terletak pada penyampaian pesan-pesanpolitik dan program yang ingin disampaikan oleh suatu parpol tanpa harusterus menerus menghadiri tempat-tempat kampanye maupun menyaksikantayangan-tayangan televisi dan mendengarkan radio yang telah terjadwal.Selain itu, sebagian besar pemilih pemula merupakan pengguna aktif internetsehingga melalui media sosial maka berbagai informasi akan mudahdiperoleh dan dikonsumsi kapan saja.Media baru, salah satu fungsinya sebagai media sosial telah dimanfaatkansecara efektif dan cerdas dalam ranah politik. Media baru merambah duniapolitik kontemporer Indonesia kira-kira mulai tahun 2000an, walaupunistilah media baru (new media) sudah dikenal sejak tahun 1960an. Dalamperkembangannya mampu menampilkan peran dan fungsi yang strategisdalam setiap proses pemilu baik pemilukada, pileg maupun pilpres.Penggunaan media sosial secara baik dan benar diakui dapat meningkatkansimpati publik, popularitas dan akseptabilitas calon legislatif, calon kepaladaerah maupun capres dan cawapres. Tapi jangan lupa, harus diakui untukmenyentuh emosi rakyat, capital sosial rakyat, menciptakan salingpengertian, menciptakan kesepahaman adalah komunikasi langsung tatapmuka belum dapat terkalahkan.Unik memang, media baru dengan fungsi media sosialnya dapatmenampilkan cara komunikasi alternatif, sebagai instrumen politik, baikuntuk membentuk citra, opini publik, popularitas maupun sebagai mediainteraksi sesama partai, antar partai, politisi dengan konstituennya, capres-cawapres dengan calon pemilihnya, menjadikan media sosial menempatiposisi strategis dan efektif sebagai salah satu media kampanye dankomunikasi politik. Memang tidak banyak politisi yang mempunyai kapasitasmengeksplorasi fungsi dan peran media sosial sebagai strategi politik.
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Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi, terutama terkaitdengan media baru/media sosial berkembang dengan cepat dan pesat.Memang teknologi mengubah secara radikal cara manusia mengunakanpanca indera, cara berinteraksi, bereaksi terhadap sesuatu, mengubah hidupdan lingkungannya. Media baru tidak hanya melakukan pertukaran simboldan makna satu orang ke orang lainnya, tetapi juga antara banyak orang kebanyak orang lainnya. Pembuatan, pertukaran dan penyimpanan pesan dapatdilakukan sekaligus dengan konten dan jangkauan khalayak yang tidakterbatas, sehingga dapat menciptakan khalayak informasi yang memilikiinteraksi tinggi, yang ditandai melalui kedekatan sosial kepada anggotakhalayak lainnya.Walaupun demikian, media baru ini tetap memiliki kelemahan, seperti;seringkali informasi kurang akurat, karena mengutamakan kecepatan dalammengunggah informasi, menimbulkan persepsi dan pengaruh negatif jikatidak dipahami informasi dengan baik, selain itu media baru semakinmengaburkan perbedaan signifikan terkait dengan konsep, fungsi, hinggabentuk operasional antara komunikasi massa dengan komunikasiinterpersonal dan kelompok.Media sosial akan semakin banyak dikembangkan sebagai sarana kampanye,sosialisasi isu politik maupun komunikasi politik. Majalah Marketeers,merilis pada tahun 2012, jumlah pengguna media sosial Facebook mencapai50.489.350 dan Twitter mencapai 19.5000.000, sangat wajar media sosialtersebut akan dimanfaatkan oleh para pelaku politik. Greg Elmer jugamengungkapkan hal serupa, dalam jurnalnya yang berjudul Live
research:Twittering an election debate.Karakter media baru umumnya banyak digunakan oleh kaum muda berusia18-40an. Kategori ini merupakan rational voters dan undecided voters yanglebih banyak mengakses media online daripada menonton televisi,mendengar radio atau membaca koran. Kalangan ini hampir mencapai 45%dari total populasi penduduk Indonesia. Mesti juga dipahami, efektifitaspenggunaan media sosial terletak pada penyampaian pesan-pesan politik danprogram yang ingin disampaikan oleh suatu parpol, capres cawapres tanpaharus terus menerus menghadiri tempat-tempat kampanye maupunmenyaksikan tayangan-tayangan televisi dan mendengarkan radio yang telahterjadwal.Mengingat, sebagian besar pemilih pemula merupakan pengguna aktifinternet sehingga melalui media sosial berbagai informasi akan mudahdiperoleh dan dikonsumsi kapan dan dimana saja. Sehingga strategikomunikasi politik dan kampanye melalui media baru dengan memadukanpesan-pesan politik dan budaya pop menjadi penting dalam memenangkanproses politik kontemporer.Bagaimana tantangan new media (internet) dalam pengkomunikasian pesan-pesan yang memiliki implikasi politik khususnya untuk Indonesia. Internet
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memiliki kemampuan distribusi informasi yang sangat cepat dan sangat baikjika dibandingkan dengan teknologi media lain yang sudah ada. Internetmenawarkan kemungkinan untuk ikut berpartisipasi secara langsung melaluiteknologi internet di manapun atau kapanpun kita berada. Idealnya, melaluiinternet, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapatterjalin dengan baik. Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya danpemerintah dapat mengakses aspirasi masyarakat secara langsung sebagaibahan pertimbangan pengambilan keputusan. Informasi yang disalurkanmelalui internet juga dapat lebih komprehensif dan intensif dibandingkanmedia lain. Penyebaran yang lebih luas, cepat dan murah lebihmemungkinkan internet untuk menjadi referensi informasi politik sekaligusjuga memungkinkan seseorang atau suatu golongan menyebarkan nilai-nilaitertentu dengan lebih efektif. Informasi yang disebar melalui internetmemungkinan pengakses internet untuk merekognisi nilai-nilai yang adahingga mengarah kepada perubahan pola pikir dan budaya. Perubahan polapikir dan budaya inilah yang kemudian memungkinkan adanya perubahanlegislasi dalam level pemerintah.Para pengakses internet dapat melakukan diskusi politik di internet ataupunmengritisi pemerintahan. Boycott dapat juga dilakukan melalui internet.Bahkan setiap orang juga dapat mempublikasi ide-ide gambar ataupunekspresi politik lain melalui internet dan dapat dibaca oleh jutaan orangdiseluruh dunia. Belum ada media lain yang dapat melakukan semua haltersebut sekaligus selain internet. Seperti kata McKee: “technological
developments have made cultural participation a real possibility for all citizens:
and that such participation is, in itself, a political act”.Sayangnya hal-hal ideal tersebut belum sepenuhnya efektif di Indonesia. DiIndonesia, akses internet masih terbatas pada golongan tertentu saja.Golongan tertentu itu pun tidak menggunakan internet untuk kepentinganpolitik melainkan untuk entertainment dan pornografi. Demokrasi langsungmelalui internet belum efektif di Indonesia. Oleh karena itu informasi politikyang disebar, meskipun lebih komprehensif dan intensif, namun kurangefektif untuk mengakses publik yang lebih luas karena keterbatasan akses.Untuk menjangkau publik yang lebih spesifik internet memang lebih efektif.Namun tidak untuk publik secara lebih luas. Keberadaan informasi diinternet menjadi milik kelompok tertentu yang mampu untuk mengaksesinternet. Hal ini membuat informasi yang hanya dapat diakses melaluiinternet menjadi hal yang mewah bagi komunitas akar rumput (grass roots)karena mereka belum tentu dapat mengakses internet dari sisi materialmaupun skill. Padahal di Indonesia, pengakases internet tidak lah banyak dankomunitas akar rumput menjadi krusial karena jumlah mereka yang besardan sangat mempengaruhi pemungutan suara dalam pemilu.Hal lain yang menjadi tantangan dari internet adalah arus informasi yangsangat terbuka, deras, dan tidak terkontrol. Ketiadaan kontrol dalam aliraninformasi di internet membuat informasi apapun dapat diakses secara bebas
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tanpa mempedulikan kebenaran dari informasi tersebut. Tanpa adanyadetektor mengenai benar tidaknya suatu informasi, sangat memungkinkanuntuk melakukan black campaign dan menyebar kebohongan mengenaigolongan tertentu atau lawan politik. Layaknya lempar batu sembunyitangan, penyebar berita bohong pun dapat menghilang begitu saja.
Mediated Politik dan Tele-politicsSebagain besar proses komunikasi politik merupakan mediated politics ataubahkan media-driven politics. Artinya, proses memproduksi danmereproduksi berbagai sumber daya politik, seperti menggalang danmenghimpun dukungan politik dalam pemilu, merekayasa citra dansebagainya, dapat dijembatani atau bahkan dikemudikan oleh industri media.Maka keberhasilan politisi di era ini, akan banyak ditentukan olehkemampuannya membangun jaringan atau akses terhadap media, untukkemudian mengelola opini, persepsi, merebut simpati, dan sebagainyamelalui media. Mc Nair menyatakan bahwa, dalam era mediasi tersebut,fungsi media massa dalam komunikasi politik bisa menjadi penyampai
(transmitters) pesan-pesan politik dari pihak-pihak di luar dirinya, sekaligusmenjadi pengirim (senders) pesan politik yang dibuat (constructed) olehwartawan kepada khalayak.Artinya, secara teoritis, hubungan politisi dan media bisa berjalan harmoni.Media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepadamasyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, ataureaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintasbagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak. Darisekian banyak media massa yang dapat memediasi kegiatan politik, yangdianggap paling efektif adalah televisi. Fenomena inilah yang kemudianmemunculkan istilah tele-politics. Tele-politics adalah sebuah fenomena baruyang menandai bergesernya peran partai politik dan munculnya dominasimedia massa—terutama televisi—dalam menjangkau pemilih. Televisimuncul sebagai kekuatan baru yang lebih masif dalam menyampaikaninformasi politik kepada masyarakat. Data survei menunjukkan bahwamasyarakat di Indonesia paling banyak mendapatkan informasi politikmelalui televisi (87%). Berbeda dengan pertemuan-pertemuan politikkonvensional yang mensyaratkan kehadiran seseorang, interaksi melaluitelevisi lebih bersifat one-way traffic communication, lebih praktis dan tidakmerepotkan pemilih.Istilah tele-politics pertama kali dipopulerkan Michael Bauman (2007), ahli
cultural studies. Dia mengungkap liputan terhadap debat Kennedy-Nixon,pada 26 September 1960, yang pertama kali disiarkan melalui televisi di ASsebagai awal mula berkembangnya tele-politics di negeri ‘Paman Sam’.Sebanyak 70 juta pemirsa memelototi layar televisi menyaksikan JohnKennedy sebagai capres dari Partai Demokrat melawan wapres RichardNixon yang diusung Partai Republik sebagai capres. Kennedy tampil lebihartikulatif, dengan gaya komunikasi yang memukau, lebih muda, dan jauh
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lebih tampan. Sebaliknya, Nixon lupa merapikan rambut dan jenggotnya.Pemirsa TV sebagian besar menahbiskan Kennedy sebagai pemenang debat.Sementara  pendengar radio justru mendaulat Nixon sebagai pemenangdebat karena dianggap lebih menguasai materi ketimbang Kennedy.Anehnya, kemenangan debat melalui televisi itulah yang kemudianmengantarkan Kennedy ke Gedung Putih.Di Indonesia, pengaruh televisi sudah demikian kuat menyatu dengankeseharian masyarakat. Data Bank Dunia tahun 2004 menunjukkan, ada 65persen lebih rumah tangga pemilik televisi di Indonesia. Bentuk media audiovisual yang menarik dan lengkap dari si ”tabung ajaib” menjadikan ia lebihdigandrungi dibandingkan dengan produk budaya lain, seperti buku. Karenahiburan yang disajikan mampu menarik mayoritas penduduk menekunitayangan televisi dalam kegiatannya sehari-hari. Menurut Survei SosialEkonomi Nasional (Susenas) tahun 2006, lebih tiga perempat (86 persen)dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas di Indonesia memiliki aktivitasrutin mengikuti acara televisi dalam seminggu. Sementara untuk aktivitasliterasi angkanya lebih kecil, yaitu 68 persen dari total jumlah penduduk usiatersebut yang membaca ragam sumber bacaan selama seminggu. Ragambacaan yang ditekuni meliputi surat kabar, majalah, buku pelajaran, bukupengetahuan di luar buku pelajaran, dan buku cerita.Masih menurut Panca,Gejala rendahnya minat terhadap buku dimulai ketika terjadi boomingtelevisi swasta di Tanah Air pada awal 90-an. Ketika televisi swasta pertamaIndonesia lahir saat itu, hampir tidak ada yang menyangka jika pada satudekade berikutnya akan ada belasan bahkan puluhan stasiun televisi swastalain seperti sekarang ini dengan berbagai variasi tayangan.Riset terakhir Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang baru dirilis Januari 2009,menunjukkan meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat (23%) danGerindra (3,9%). Menurut LSI, meroketnya suara kedua partai itu disebabkanakseptabilitas publik terhadap iklan-iklan politik Demokrat dan Gerindrayang ditayangkan secara masif di televisi. LSI menyinyalir munculnya gejala
silent revolution (revolusi diam-diam) yang menandai dominasi media massa,terutama televisi, dalam memersuasi pemilih. Memori pemilih, menurut LSI,lebih banyak dipengaruhi iklan televisi ketimbang iklan radio atau suratkabar. Tak berlebihan jika iklan politik Gerindra menempati proporsiterbesar (51%) yang memengaruhi memori pemirsa televisi.Jika dilihat dari tingkat viewership, 36% responden mengaku beberapa kalimenonton iklan-iklan Gerindra, 21% responden menonton hampir tiap hari,dan 9% responden hanya menonton sekali. Hanya 34% responden yangmengaku tidak menonton iklan-iklan politik tersebut. Iklan politik, sosialisasidan kampanye politik yang dilakukan politisi baik secara personal maupuninstitusional telah banyak mewarnai Televisi di Indonesia saat ini. Berbagaiinformasi politik tersebut, dirancang semenarik mungkin. Pada konteks ini,kreativitas ditantang untuk menyiarkan informasi politik yang memenuhikebutuhan akan substansi sekaligus memenuhi selera publik yang heterogen.
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Debat politik antar kandidat dan partai telah dihadirkan dalam berbagaibentuk acara. Misalnya dalam siaran TV One yang mendaulat diri sebagai TVPemilu ataupun dalam program The Election Chanel yang disiarkan Metro TV.
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BAB V
OPINI PUBLIK DAN PENCITRAANCitra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh publik, baiklangsung maupun melalui media massa. Citra pada publik terwujud sebagaikonsekuensi kognitif dari komunikasi. Roberts (1977) menyatakan bahwakomunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau prilakutertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikancitranya tentang lingkungan dan citra itulah yang mempengaruhi pendapatatau prilaku publik.Citra politik dapat dirumuskan sebagai suatu gambaran tentang politik(kekuasaan, kewenangan, autoritas, konflik dan konsensus) yang memilikimakna, kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya.Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politikdan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, danpengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapatberkembang menjadi pendapat umum.Para politikus, utamanya kandidat sangat berkepentingan dalampembentukaan citra. Sehingga tidak berlebihan, bila menjelang Pilpres 2009saat ini, figur-figur yang muncul, berusaha keras menciptakan danmempertahankan tindakan politik yang dapat membangkitkan citra yangmemuaskan, supaya dukungan opini publik dapat diperoleh dari rakyatsebagai khalayak komunikasi politik.Citra politik mencakup beberapa hal yaitu: (1) seluruh pengetahuan politikseseorang (kognitif), baik benar maupun keliru; (2) semua preferensi (afeksi)yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik; (3)semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkinterjadi jika ia berprilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalamsituasi itu. Dengan ini, citra politik selalu berubah sesuai dengan berubahnyapengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang.Di antara media pencitraan politik yang sangat menonjol saat ini adalahindustri media massa. Kekuatan utama media di era informasi adalahkemampuan media dalam mengkonstruksi realitas. Artinya, kekuatan dalammengemas berbagai isu yang ada, sehingga menonjol ke permukaan danakhirnya menjadi perbincangan publik (public discourse) yang menarik.Artinya, penguasaan atas media akan menjadi pintu masuk dalampengemasan dan penguasaan opini publik. Selanjutnya, dengan menguasaiopini publik diharapkan akan mudah mengarahkan kecenderungan pilihankhalayak sesuai dengan yang diharapkan.Opini dalam perspektif komunikasi dipandang sebagai respon aktif terhadapstimulus yakni respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yangberkembang dari citra dan menyumbang citra. Oleh karena opini merupakanrespons yang dikontruski, maka sangat stratagis jika politisi yang bertarung
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memiliki perhatian pada politik pengemasan opini. Paling tidak, ada tigakomponen utama di dalam sebuah opini, yaitu:
Pertama, keyakinan yang terdiri dari credulity atau soal percaya dan tidakterhadap sesuatu. Dengan marketing yang baik, khalayak akan digiring untukmempercayai apa yang menjadi konsep dan tawaran kandidat. Semakinbesar kepercayaan khalayak terhadap kandidat, maka opini yangberkembang akan semakin positif.
Kedua, di dalam opini juga terkandung nilai berbentuk nilai-nilaikesejahteraan (welfare Values) dan nilai-nilai deferensi (deference value).Nilai-nilai kesejahteraan antara lain pencarian kesejahteraan, kemakmuran,dan keterampilan. Sementara nilai-nilai deferensi antara lain penanamanrespek, reputasi bagi moral rectitude, perhatian dan popularitas sertakekuasaan. Dengan memahami komponen-komponen nilai tersebut, kandidatseyogyanya memahami benar jika opini tidak bisa dibiarkan mengalir secarabebas, melainkan harus dikonstruksi. Tentunya dengan cara-cara yangelegan.
Ketiga, opini juga terdiri dari komponen ekspektasi. Yakni komponen yangberkaitan dengan unsur konatif. Ini merupakan aspek dari citra pribadi danproses-proses interpretasi yang terkadang disamakan oleh para psikologsebagai impuls, keinginan (volition) dan usaha keras atau striving. Kesadaranuntuk mengemas opini publik adalah kesadaran untuk menyelaraskankeinginan dan usaha keras pencapaian tipe ideal sebuah tatanan dengan tipeideal yang diharapkan khalayak pemilih. Artinya, semakin luas arsiranwilayah harapan antara kandidat dengan pemilih, maka peluang kandidatuntuk memenangi pertarungan citra lebih besar.Dalam berbagai kepustakaan ilmu komunikasi massa dijelaskan bahwa,pesan politik yang disampaikan oleh media massa bukanlah realitas yangsesungguhnya, melainkan realitas media atau realitas tangan kedua (second
hand reality), yang dibuat oleh wartawan dan redaktur yang mengolahperistiwa politik menjadi berita politik, melalui proses penyaringan danseleksi.Berdasarkan citra yang mungkin tidak tepat itu, dapat terbangun pada dirikhalayak gambaran umum yang disebut stereotipe. Stereotipe itu diolah,diorganisasikan dan disimpan sebagai informasi politik oleh khalayak yangselanjutnya membentuk citra politik. Disinilah bahaya dari pengaruh mediamassa yang dipandang sebagai lembaga yang mengancam terhadap nilai-nilaikebenaran dan rasionalitas manusia. Ernes van den Haag (1968) mengkritikdengan pedas, bahwa media massa pada akhirnya akan mengasingkan orangdari pengalaman personalnya, dan memperluas isolasi moral serta realitasdari diri mereka sendiri. Kritikus sosial itu juga menyimpulkan bahwa mediamassa telah "menipu" khalayaknya, dengan menampilkan citra politik yangkeliru dari hasil karya para wartawan dan redaktur.



KOMUNIKASI POLITIK 89
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

Meskipun realitas media merupakan polesan yang tidak sesuai dengan faktadan realitas yang sebenarnya, namun tetap banyak kalangan dalammasyarakat (khalayak) yang cenderung menerima begitu saja informasi darimedia massa, baik karena rendahnya tingkat pendidikan maupun kelalaian.Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa media massa dapat membentukcitra politik individu-individu yang menjadi khalayak media massa ke arahyang dikehendakinya. Media massa juga dapat mengarahkan publik dalammempertahankan citra yang sudah dimilikinya. Kedua hal itu dilakukan olehmedia massa melalui proses gatekeeping dan agenda setting.Media massa juga sering disebut sebagai cermin masyarakat. Lee Lowinger(1968) telah menyajikan teori komunikasi massa yang disebut sebagai
reflective-projective theory. Asumsi dasar teori ini adalah, media massamerupakan cermin masyarakat yang merefleksikan suatu citra yangmenimbulkan banyak tafsiran. Justru itu setiap orang dapat memproyeksikandiri dan citranya. Media massa mencerminkan citra masyarakat, dansebaliknya khalayak memproyeksikan citranya pada penyajian media massa.Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa berita politik, tokoh politik, partaipolitik dan kebijakan politik dapat menimbulkan penafsiran yang berbedadan citra politik yang berbeda bagi masing-masing orang. selain itu mediamassa dari perspektif komunikasi politik, bukan saja cermin masyarakatpolitik yang ambigu, tetapi media massa juga dapat disebut sebagai cerminmasyarakat politik yang retak, karena tidak mampu merefleksikan seluruhrealitas politik yang ada dalam masyarakat secara menyeluruh, tepat danbenar. Berita media massa hanyalah merupakan mosaik dari keping-kepingperistiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kendatipun demikian, media massatetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi politik dancitra politik khalayak.Opini publik merupakan bagian dari realitas yang bisa dideskripsikan,bahkan juga dikonstruksi oleh lembaga survei. Sedangkan lembaga surveisendiri merupakan lembaga yang melaporkan, dan menggambarkan opinipublik yang ada kepada masyarakat. Publik yang disurvei (berkaitan denganPemilu) oleh lembaga survei adalah masayarakat yang memiliki hak pilih danpemilu, atau denagn kata lain lemabga survei melakukan survei kepadapemilih.Lembaga survei berada ditengah-tengan publik dan opini publik di manalembaga survei melakukan survei kepada publik untuk mengetahui opinipublik yang ada. Opini publik versi lembaga survei yang sudah dipublikasibiasanya akan kembali kepada publik dan sedikit banyak akanmempengaruhi pemikiran masing-masing orang yang kemudian padaakhirnya akan mempengaruhi opini publik. Begitu seterusnya. Opini publikdapat dijadikan referensi, baik oleh pemilih ataupun oleh partai-partaipolitik. Opini publik dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untukmenentukan pilihannya dalam Pemilu. Sedangkan bagi partai, opini publikdapat membantu arah kaderisasi serta penarikan simpati publik menjelang
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Pemilu. Oleh karena itulah opini publik bisa memberi basis pembenaran/claim oleh golongan tertentu. Opini publik mejadi persoalan politis karenapublikasi mengenai opini publik pun akhirnya dapat mempengaruhi opinipublik. Oleh karena itu dikatakan opini publik bisa saja dikonstruksi olehlembaga survei dengan kepentingan tertentu. Begitulah hingga opini publikmenjadi krusial menjelang Pemilu 2009 nanti.Dengan demikian, akuntabilitas serta independesi dari suatu lembaga surveiperlu diperhatikan. Dana yang didapat untuk melakukan survei pun harusdipertanggungjawabkan demi menjamin survei yang objektif, bebas nilai danbebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. Namun, yang menjadipertanyaan adalah kemana lembaga survei harus mempertanggungjawabkanhasil survei-nya? Ke masyarakat (publik)? Melalui apa, dan bagaimanacaranya? Akreditasi lembaga survei pernah menjadi wacana yang dilontarkanoleh Panwaslu. Namun tak ada kelanjutannya hingga kini. Dengan demikian,pertanggungjawaban lembaga survei pun masih mengambang, tak jelas haruske mana. Hingga akhirnya, opini publik yang ada di Indonesia menjelangpemilu ini pun belum dapat terlalu dipercaya karena selama belum adaakreditasi dan proses pertanggungjawaban hasil survei, bagaiamanamasyarakat dapat percaya bahwa opini publik hasil survei dari suatulembaga tersebut merupakan opini publik yang murni dari publik tanpa adatunggangan dari kepentingan politik.
Pencitraan PolitikCitra adalah dunia menurut persepsi kita, atau pictures in our head (WaterLippman, 1965), yang merupakan gambaran tentang realitas—yang bisajadi—tidak sesuai dengan realitas. Citra terbentuk berdasarkan informasiyang diterima melalui berbagai media, utamanya media massa cetak danelektronik, yang bekerja membentuk, mempertahankan, ataumeredefinisikan citra. Dari sudut pandang ilmu sosial, salah satu pendekatanteoritik tentang penciptaan citra adalah impression management (manajemenkesan) dimana citra dipandang sebagai kesan seseorang atau suatuorganisasi terhadap orang atau organisasi lain.Menurut Nimmo (1978), citra adalah segala hal yang berkaitan dengansituasi keseharian seseorang; menyangkut pengetahuan, perasaan dankecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra dapat berubah seiringdengan perjalanan waktu. Teori image building menyebutkan bahwa, citraakan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (pancaindra), masuk ke saringan perhatian (attention filter), dan dari situmenghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (perseived message),yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra.(M. Wayne De Lozier, 1976:44).  Lebih jauh, Nimmo (2000:6-7) menyebutkanbahwa, citra seseorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaandan kesucian subjektif akan memberi kepuasanya baginya, yang paling tidakmemiliki tiga kegunaan, yaitu:
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1. Betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap,pengetahuan orang tentang politik, memberi jalan pada seseoranguntuk memahami sebuah peristiwa politik tertentu2. Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentangpolitik menyajikan dasar untuk menilai objek politik3. Citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinyadengan orang lain.Sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik memang dilakukansecara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidatdengan pemilih. Corner dan Pels mencatat baik figur-figur yang bersihmaupun bermasalah (notorious) sama-sama secara substansial bekerja kerasmembangun citra politik untuk mempengaruhi pemilih, karena citra telahmenjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanankampanye, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: Faktor yangmenentukan dalam kampanye.
FAKTOR SKALA 1 – 5Citra 1,22Kemampuan berkomunikasi melalui media 1,26Kehadiran di media (TV) 1,33Pesan Kampanye 1,67Kualitas Kepemimpinan 1,72Kompetensi Isu 1,95Kemampuan retorika 2,10Dukungan partai 2,14Penampilan & kebiasaan pribadi 2,30Konsultan media 2,48Pengalaman Politik 2,59Catatan: Angka 1 berarti sangat penting, angka 5 cukup tidak penting.Sumber : Newman, 1999:97Gunter Schweiger dan Michaela Adami (1999) mengemukakan, citramerupakan gambaran menyeluruh yang ada di kepala pemilih mengenaikandidat maupun program. Kedua penulis ini berpendapat bahwa prosespengambilan keputusan tidak selamanya dipengaruhi oleh pengetahuanpemilih tentang program-program partai maupun oleh informasi-informasiyang membangun brand politik, tetapi proses itu bisa jadi dipengaruhi kuatoleh impression (keterkesanan) dan nonrational evaluation criteria (kriteriayang tidak rasional yang dipakai pemilih dalam mengevaluasi parakandidat/parpol). Bruce Newman (1994) dalam bukunya The Marketing of

The President: Political Marketing as Campaign Strategy mengemukakanbahwa saat ini kampanye politik telah berjalan menggunakan kaidah-kaidahbisnis, termasuk prinsip-prinsip pemasaran yaitu: marketing research,
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market segmentation, targeting, positioning, strategy development dan
implementation.Artinya, perubahan-perubahan dalam demokrasi politik telahmemperlihatkan bahwa kecenderungan terhadap stylisasi estetika (aesthetic
stylisation) itu berlangsung alamiah dan tak mungkin dihindari dalam sistempemilihan langsung. Kecenderungan natural inilah yang menjelaskanmengapa citra, yang dimiliki kandidat semakin berpengaruh terhadappemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Menyikapi perkembanganpolitik pencitraan dalam pentas demokrasi Indoensia, Gazali menilai, dalamlevel sederhana politik pencitraan termasuk political marketing, karenakandidat dipasarkan mirip menjual sebuah produk. Jika lebih canggih, bisadikategorikan politik komunikasi, yaitu politisi mensosialisasikan kebijakansecara subtansial dengan cara-cara yang memikat publik.Sebagai unsur terpenting yang menjadi pertimbangan pemilih dalammenentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisimemanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak antara perilakupemilih yang dipahami politisi dengan apa yang sesungguhnya tersimpan dibenak para pemilih (Nimmo, 1974 dalam newman, 1999:354).
Citra dan PopularitasCitra di dalam politik sebenarnya lebih dari sekedar strategi untukmenampilkan kandidat kepada para pemilih. Tetapi juga berkaitan dengankesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benaratau tidak. Artinya, citra lebih dari sekedar pesan yang dibuat oleh kandidatataupun gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra merupakannegosiasi, evaluasi dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam sebuahusaha bersama. Dengan kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidatberdasarkan interaksi atau kesalingbergantungan antara yang dilakukan olehkandidat dan pemilih.Dengan demikian citra adalah transaksi antara strategi seorang kandidatdalam menciptakan kesan personal dengan kepercayaan yang sudah adadalam benak para pemilih. Menurut McGinnis, (l970) dalam Kavanagh(l995:13), pemilih sesungguhnya melihat kandidat bukan berdasarkanrealitas yang asli melainkan dari sebuah proses kimiawi antara pemilih dancitra kandidat (gambaran imajiner).Citra yang baik, dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas danelektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga, tidak salah bilapolitisi “jumpalitan” melakukan pencitraan politik. Karena semakin dapatmenampilkan citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilihsemakin besar.Namun dalam konteks pembentukan citra, tidak sedikit yang kehilangankekuatan penarik perhatian (eye catching). Citra yang sebelumnyadiharapkan mampu menciptakan kejutan, stimulasi, dan gebrakan informasi
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tak terduga (entropy) berubah menjadi pengulangan-pengulangan yangterduga (redundancy). Citra-citra berestetika dan berselera tinggi, karenakehabisan perbendaharaan tanda, pada akhirnya menjadi citra-citra yangmurahan dan  dangkal.Dalam konteks komunikasi politik, hal ini berlangsung saat citra-citra politiktampil dalam jumlah banyak, frekuensi tinggi, dan waktu cepat sehinggamenyebabkan pesan yang disampaikan tidak lagi menarik perhatian publik.Menurut Yasrif Amir Piliang, proses ini dapat dilihat dalam beberapa logika,yakni: Pertama, logika kecepatan (speed), saat ada kecenderungan dikalangan tim pemenangan (capres-cawapres) mengerahkan segala potensidan perbendaharaan tanda, citra, dan narasi dalam waktu yang dipadatkan(time compression) sehingga pada satu titik tertentu menimbulkankejenuhan publik.
Kedua, logika ekstasi komunikasi (ecstacy of communication), yaitu ekstasidalam penampakan citra diri (appearance) capres secara habis-habisan-dengan mengerahkan segala potensi citra yang ada, bahkan citra yang telah"melampaui" kapasitas, kemampuan, kompetensi, dan realitas yangbersangkutan-tanpa mempertimbangkan kaitan antara waktu penayangandan kondisi psikologi massa. Ketiga, logika tontonan (spectacle), yaitukampanye politik capres dan cawapres yang telah bergeser ke arah bentuktontonan massa, dengan mengikuti prinsip dan logika tontonan umumnya,yaitu memberi kesenangan, hiburan, kepuasan semaksimal mungkin, denganmenggali berbagai efek kelucuan, humor, dan dramatisasi-yang bersifatpalsu-tanpa ada ruang untuk menginternalisasikan makna-makna politikyang sesungguhnya.
Keempat, logika simulakrum (simulacrum), yaitu eksplorasi perbendaharaantanda dan citra secara berlebihan dan "melampaui batas" sehingga antaracitra politik yang ditawarkan dan realitas capres-cawapres sebenarnya adajurang amat dalam. Inilah capres yang dicitrakan "sederhana", "bersahaja",dan "merakyat", padahal hidup dalam kemewahan dan kelimpahan harta.
Kelima, logika mitologisasi (mithologisation). Berbagai bentuk mitos, fantasi,dongeng, fiksi, imajinasi, halusinasi- yang bukan bagian realitas seorangcapres-cawapres-kini ditampilkan seakan- akan sebagai "realitas" yangsebenarnya. Inilah mitos-mitos tentang keturunan, asal-usul, kesuksesan ataukebesaran masa lalu, yang sebenarnya bukan merupakan realitas masa kini.
Keenam, logika pencitraan sempurna (perfection of image), yaitupenggambaran citra seorang capres-cawapres sebagai sosok sempurna,seakan-akan tanpa cacat, kelemahan, dan dosa. Misalnya, capres yang terkaitpelanggaran HAM dicitrakan sedemikian rupa, seakan-akan seorang yang"bersih" dan "tanpa dosa". Ketujuh, logika budaya populer (popular culture),yaitu menampilkan citra- citra dangkal, permukaan, dan populer dalamrangka mendekatkan seorang capres dan cawapres dengan massa populer
(popular mass). Inilah iklan-iklan politik yang menggunakan gambar anak
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sekolah, kelompok subkultur, budaya anak muda, bahasa gaul, bahasapopuler, gaya selebriti guna menarik massa.
Kedelapan, logika obesitas (obesity), yaitu terlalu padat, cepat, dan tinggifrekuensi penayangan citra-citra iklan politik, sehingga menimbulkan sebuahkondisi terlalu menggembungkan tanda dan informasi, yang tidak sebandingdengan kemampuan publik dalam memersepsi, menerima, membaca,memaknai, dan menginternalisasikannya dalam sebuah sikap atau preferensipolitik. Maka untuk menghindarkan proses pencitraan dari hal tersebut,dibutuhkan manajemen pencitraan (management of image) yang efektifsehingga di satu pihak citra dapat menarik perhatian dan simpati publik, dipihak lain mampu pula menjadi ajang pendidikan politik.
Persuasi Dan Manajemen PencitraanSebagai bagian dari persuasi, pencitraan dapat dilakukan melalui berbagaistrategi, mulai dari yang paling sederhana/tradisional hingga yang palingmoderen. Pencitraan yang positif akan berpengaruh positif pula terhadapsikap, kepercayaan dan tingkah laku orang yang dipersuasi, begitu punsebaliknya. Pencitraan dalam komunikasi politik sangat tergantung denganusaha-usaha persuasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkanoleh persuader terhadap the persuadee. Pada konteks inilah, dibutuhkanmanajemen pencitraan atau satu penataan dan pengelolaan terhadap suatukegiatan yang mempunyai dampak positif (baik) terhadap nama baik(pencitraan) individu maupun kelompok (organisasi, partai dan lain-lain).Dalam Pencitraan terdapat dua elemen dasar yakni:

1. Positioning; Seperti apakah pelaku politik ‘ditempatkan’ dalampikiran penerima pesan politik. Konsep ini bisa diartikan sebagaisebuah hubungan yang dibuat oleh perusahaan antara produk yangdihasilkan dengan segmen khusus di pasar (Newman, 1999, h. 45).Ries & Trout (2002, h. 3) mendefinisikan “positioning” sebagai“menempatkan produk dalam pikiran konsumen”. Meski begitu,
positioning bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap produk itusendiri, melainkan menempatkan produk itu dalam pikiran calonkonsumen.

2. Memory; Bagaimana ‘kesan terhadap pelaku politik’ di-hold dalampikiran penerima pesan politik. Manusia pada hakekatnya adalah
cognitive miser (pelit mengalokasikan sumber daya kognitifnya) dankerap menyeleksi informasi yang ingin disimpan dalam memori;hanya hal-hal yang dinilai penting olehnya-lah yang disimpan,sedang lainnya dibuang. Apalagi dalam dunia yang dipenuhi olehpesan-pesan komunikasi (overcommunicated society), manusiamemiliki semacam mekanisme yang disebut “oversimplified mind”dimana pikiran hanya menyerap pesan-pesan yang dianggapnyatidak terlalu rumit dan sederhana.
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Untuk mendekati dua elemen dasar di atas, dibutuhkan persuasi atau usahamenyakinkan orang lain untuk berbuat dan bertindak seperti yangdiharapkan komunikator tanpa paksaan (Widjaja, 2002:67). Sementaramenurut Johnston (1994), persuasi adalah proses transaksional diantara duaorang atau lebih dimana terjadi upaya merekonstruksi realitas melaluipertukaran makna symbol yang kemudian menghasilkan perubahankepercayaan, sikap dan atau prilaku secara sukarela.Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persuasi pada prinsipnyaadalah setiap tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mengubah ataumemperteguh sikap, kepercayaan dan prilaku khalayak secara sukarelasehingga sejalan dengan apa yang diharapkan komunikator.Simons (1976; 19-21) mengidentifikasi elemen-elemen yang bisa membantukita mendefinisikan apa yang disebut sebagai Persuasi, yakni:1. Human Communication. Setiap persuasi merupakan “komunikasiantar manusia” baik yang bersifat verbal maupun non-verbal, lisanmaupun tulisan, eksplisit maupun implisit, langsung secara face to
face atau melalui berbagai bentuk media.2. Attempted influence. Komunikasi yang dilakukan dalam persuasiselalu mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Karenanya,persuasi bisa disebut sebagai sebuah aksi manipulatif(manipulative act). Meski begitu, persuasi tetap memberikanpilihan (choice) pada receiver nya yang membuat dia berbedadengan Coercion yang bersifat memaksa.3. Beliefs, Values or Attitudes. Yang coba dipengaruhi dalamkomunikasi persuasif adalah Kepercayaan (Beliefs; judgement
about what is true or probable), Nilai (Values; abstract judgements
about such matters as what is moral, important, beautiful, etc.) danSikap (Attitudes; judgement about how to act).Berdasarkan elemen-elemen di atas, Simmons mendefinisikan persuasisebagai: “Human communication/designed to influence/others/by modifying

their beliefs, values, or attitudes.” Karena persuasi pada hakekatnyamerupakan sebuah aksi komunikasi, maka Larson (1986; 10-12), dalamrangka menjelaskan elemen-elemen yang ada dan perlu diperhatikan dalamsetiap proses persuasi, memakai model komunikasi SMCR yangdikembangkan oleh Shannon dan Weaver yaitu Source, Message, Channel dan
Receiver.Terkait dengan source, Aristoteles menyatakan, persuasi bisa dibangun atasdasar reputasi atau kredibilitas (Ethos). Selanjutnya, Ethos bisa dibangunlewat message yang disampaikan, bisa bersifat argumen logis (Logos) ataumenggunakan pendekatan emosional (Pathos). Quintilian menegaskan, selainmenjadi “good speaker”, seorang persuader juga harus “good man”. (Larson;7)
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Terkait message, Cicero menyatakan ada lima elemen dari “persuasivespeaking” yaitu; (1) mengumpulkan atau menemukan bukti dan argumen(inventing or discovering evidence and arguments); (2) organisir argumen-argumen dan bukti-bukti itu (organizing them); (3) kemas bukti dan argumensecara menarik (styling them artistically); (4) ingat-ingat (memorizing) dan;(5) kirimkan bukti dan argumen itu sebaik mungkin (delivering them
skillfully).Onong Uchjana Effendy (2002:25) mengemukakan beberapa teknikkomunikasi persuasif, yaitu:1. Teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi dengan caramenumpangkan suatu objek atau peristiwa yang menarikperhatian khalayak.2. Teknik integrasi. Kemampuan komunikator untuk menyatudengan komunikan. Artinya dengan pendekatan verbal atau nonverbal, komunikator menempatkan dirinya merasakan hal yangsama dengan komunikan.3. Teknik ganjaran. Mempengaruhi orang lain dengan caramemberikan iming-iming atau reward dari komunikator kepadakomunikan.4. Teknik tataran. Menyusun pesan dengan secermat mungkin agarmenarik, enak didengar atau dibaca dan pada akhirnya akanmenggiring khalayak bertindak seperti yang diinginkankomunikator5. Teknik Red-herring. Seni seorang komunikator untuk meraihkemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasiyang lemah untuk kemudian mengalihkanya sedikit demi sedikitke aspek yang dikuasainya guna dijadikan “senjata ampuh” dalammenyerang lawan. Teknik ini digunakan komunikator ketika dalamkeadaan terdesak.Dalam proses persuasi untuk pencitraan politik, elemen kognitif dan afektifharus ditempatkan secara bersamaan, antara lain elemen perasaan (perasaansuka atau tidak suka terhadap sebuah konsep atau objek), elemenkepercayaan (gambaran pengetahuan tentang objek dan konsep tertentu)dan elemen perilaku (cara merespon konsep atau objek). Lebih jauh, citradapat diasumsikan sebagai sebuah model dari proses membuatperumpamaan yang di dalam ilmu psikologi dijelaskan sebagai prosesdimana penerima pesan membangun sendiri makna (dari hasil pengamatansubjektifnya) dari realitas yang dilihatnya atau simbol yang dikirimkan darisang pengirim pesan (Grunig, l993 dalam Newman, l999:354). Dengandemikian dapatlah dimengerti bahwa citra merupakan gambaran yang utuhtentang seorang figur/kandidat, yang tersimpan dibenak pemilih.
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Untuk itu, perlu diperhatikan konsistensi antara program kerja yangditawarkan dengan simbolisasi yang dibuat dan disampaikan kepada pemilih,karena membangun citra politik tidak mudah. Banyak faktor yang bisamempengaruhi citra, yang dipersepsikan oleh masyarakat dan di luarkontrol. Diantaranya adalah, faktor pesaing politik, dan latar belakangindividu seperti agama, ras, suku, pendidikan, jenis kelamin, lokasi, sertaumur, yang telah ada sebelum Partai/kandidat politik berusahamenempatkan citra mereka dalam memori pemilih.
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BAB VI
KAMPANYE POLITIKDalam komunikasi politik kampanye merupakan salah satu bagaian yangsangat penting sebagai proses penyampaian pesan politik kepada khalayak.Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik. Kampanyepolitik dikemas oleh professional politik sebagaimana tujuan partai politikdan kandidat. Kampanye dilaksanakan dengan mempergunakan beragamsalran dan media komunikasi politik untuk mencapai khalayak politik secaraluas dan cepat. Kampanye dapat dilaksanakan dalam jangka panjang danjangka pendek. Kampanye jangka panjang dilakukan oleh komunikatorpolitik sepanjang waktu dengan bentuk-bentuk kampanye politik yang lebihlembut (soft). Sedangkan kampanye jangka pendek biasanya dilakukan dalammasa kampanye pada waktu pemilihan umum yang disepakati secarabersama oleh badan penyelenggara pemilu (KPU) dan partai politik.Kampanye politik adalah proses transformasi informasi dalam beragambentuk pesan politik kepada khalayak dengan saluran dan media komunikasitertentu untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik. Kampanyepolitik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhiproses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalumerujuk pada kampanye pada pemilihan umum.Kotler dan Roberto (1989)  menyatakan bahwa campaign is an organized
effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade
others (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas,
attitudes, practices, and behavior. Artinya kampanye politik adalah sebuah
upaya terorganisir yang dilakukan oleh sebuah group (agent  perubahan)
dimaksudkan untuk mempersuasi pihak lainnya (target, untuk menerima,
memodifikasi atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis dan
perilaku tertentu.Kampanye politik dalam aktivitas politik modern dilakukan secaraterorganisir. Artinya terdapat pihak-pihak tetentu yang mengelola danmenjalankan kampanye sesuai dengan tujuan partai atau kandidat politik.Pengelolaan dan pelaksanaan kampnye biasanya dilakukan oleh komunikatorpolitik professional. Komunikator professional adalah komunikator politikyang membantu menjalanakan proses politik para politisi dan partai politikatas dasar kepentingan ekonomi.James Carey (Rahmat, 1999:33) menyatakan bahwa seorang komunikatorprofessional adalah “makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap,
pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah
bahasa yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Tugas
komunikatorprofesional adalah menghubungkan golongan elit dalam
organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum; secara
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horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada
tingkat sosial yang sama.”

A. Asumsi Kampanye politikDalam proses kampanye politik terdapat beberapa asumsi lama yang kelirumengenai, yaitu :
 Kampanye politik merupakan suatu ajang manuver politik untukmenarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisameraih kekuasaan.
 Untuk itu segala cara mungkin akan dipakai dari mulai pemberianjanji-janji yang muluk sampai intimidasi dengan harapan bisaberkuasa.
 Dari pandangan tersebut, kampanye politik merupakan bagian

marketing politik yang dirasa penting oleh partai politik menjelangPemilu.Asumsi yang keliru mengenai kampanye politik itulah yang acapkalimelingkupi proses pelaksanaan kampanye politik. Partai politik cenderungmelaksanakan kampanye politik baik jangka panjang maupun jangka pandekhanya sebagai upaya memperoleh opini positif dari masyarakat, namundalam prakteknya seringkali mengabaikan ketrelibatan secara aktif danbertanggung jawab masyarakat pemilih. Artinya dalam proses tersebutmengabaikan proses penyadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibanmereka dalam politik dan sebagai warga negara.Partai politik dan kandidat politik seringkali bahkan tidak mengetahuisecarapasti apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat dalam prosespolitik, melainkan mereka cenderung mempercayakan pekerjaan kampanyekepada pekerja politik professional yang mewakili mereka membangun danmengembangkan ide, konsep dan program kampanye.Kampanye politik terkadang mengalami dramatisasi  dengan berbagai alasan.Alasan-alasannya adalah 1) untuk mengkonstruksi pesan lebih menarik, dan2)  pembentukan opini public lebih cepat dan efek khalayk lebih kuat. Namundramatisasi tersebut diharapkan tidak menimbulkan kebohongan public.Artinya pesan yang dikemal tidak bermaksud membohongi masyarakatsebagai target kampanye. Dalam kemasan media diaku bahwa hampir tidakmungkin pesan tidak mengalapi dramatisasi, apalagi pesan dalam bentumedia audio visual di mana unsur dramatisasi sangat kuat.Kampanye politik kadang juga hanya dipandang sebagai suatu prosesinteraksi intensif dari partai politik kepada publik dalam kurun waktutertentu menjelang pemilihan umum (Pemilu). Perioritas utama partai politikdan kadidat biasanya akan ditumpahkan pada saat kampanye pemilu.Berdasar  pemahaman tersebut, maka, kampanye politik adalah periode yangdiberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan untuk memaparkan
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program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligusmemobilisasi masyarakat agar memberikan suara pada waktu pencoblosan.Bentuk kampanye politik ini antaralain aktivitas pengumpulan massa,parade, orasi politik , pemasangan atribut partai (umbul-umbul, poster,spanduk), rapat akbar, konser dangdut, pembagian atribut partai sepertikaos, topi dll dan pengiklanan partai. Beragam bentuk kampanye dapatmenggunakan saluran dan media komunikasi demi pencapaian tujuankampanye. Kampanye politik membutuhkan pembiayan yang tinggidisebbakan semua perangkan kampanye dan pesan politik dibuat denganbiaya tertentu. Banyaknya biaya yang dihabiskan dan pemanfatan mediakomunikasi belumlah menjadi jaminan bahwa kampanye politik tersebutberhasil. Oleh karenan beberapa cirri kampanye politik adalah :a. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan kontestanb. Ketidakpastian hasilc. Pengerahan semua bentuk usaha mengiring pemilihContoh:  Kandidat selama pilkada telah emngeluarkan biaya politik, namunmereka belum tentu yang terpilih. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiGarut  Aceng HM Fikri dan Dicky Candra untuk periode 2010-2015.Walaupun dari jalur independen, namun pasangan ini terpilih dengan tidakmengeluarkan modal yang banyak-salah satunya disebbakan popularitasDicky Candra sebagai bintang sinteron dan komedi terkenal- akhirnyamengalahkan pasangan calon lainnya yang mengerahkan biaya politik lebihbesar.

B. Komunikator ProfesionalKomunikator professional , disebut juga Spin Doctor atau Konsultan Public
Relations Politik adalah individu yang memiliki kemampuan menguasaipublik, menggerakkan massa dan menguasai media sekaligus sebagaikonseptor politik yang bertujuan memengaruhi. Komunikator professionalmenurut Nimmo (Rakhmat, 199) adalah komunikator politik yangmelakukan aktivitas politik karena alasan untuk menghasilkan keuntunganekonomi dan bukan politisi. Mereka seperti manajere kampanye, konsultanpolitik, peneliti politik dll. Di era perkembangan politik Indonesia sekarang,semakin banyak yang berprofesi sebagai komunikator professional.Contohnya Eep Saifullah Fatah, Saiful Munjani, dan lain-lain (perorangan).Lingkar Survey Indonesia (LSI), LIPI, LP3ES dan lain-lain (organisasi).Menurut Carey (1999:33) menyatakan bahwa karakteristik komunikatorprofessional dicirikan oleh pesan yang dihasilkannya tidak memilikihubungan yang pasti dengan pikiran dan tanggapannya sendiri. Memberikannasihat oleh Konsultan Kampanye politik di hampir semua kegiatan mereka,dari penelitian untuk bidang strategi, konsultan melakukan penelitiankandidat atau calon, pemilih penelitian, dan riset oposisi bagi klien mereka.
Profesional Kampanye:
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1. Konsultan PolitikKonsultan politik adalah seseorang atau sekelompok komunikator politikprofessional yang berperan memberikan masukan, pendapat, dan analisismengenai proses dan aktivitas partai dna kandidat politik dalam rangkamembentuk opini public positif dan memenangkan persaingan denganpartai dan kandidat lainnga. Biasanya konsultan politik mMemberikannasiha dan pandangan  di hampir semua kegiatan politik, termasukkampanye. Termasuk melkaukan penelitian untuk bidang strategi,konsultan melakukan penelitian kandidat atau calon, pemilih penelitian,dan riset oposisi bagi klien mereka. Konsultan politik melaksanakanpekerjaan mereka atas dasar kepentingan ekonomi dan mereka umumnyabukan bagian integral dari partai dan kandidat politik tersebut. Contohnya: Eep Saifullah Fatah menjadi konsultan politik bagi beberapa calongubernur dalam pilkada 2010-2011.
2. Manajer  KampanyeProses dan aktivitas politik jangka pendek terutama atau pada saat masapemilihan presiden, angora legislative dan pilkada selalu membutuhkankampanye untuk memeperkenalkan kandida, mensosialisasi visi, misi danprogram kerja  dan mempengaruhi opini public sehingga mengarahkepada kandidat yang diususng. Berhasil sebuah kampanye biasanyamemerlukan managerial kampanye yaitu seorang Manager Kampanyeuntuk mengkoordinasi operasional kampanye. Selain dari kandidat ataucalon, mereka paling sering terlihat berkampanye, Manager kampanyepada kandidat atau calon yang bersangkutan dapat melaksanakan denganstrategi dan melakukan pengaturan , terutama jika para pembuat strategiskampanye biasanya berada di kantor konsultan politik seperti pollster danmedia konsultan.
3. Tugas  Manajer atau Konsultan Kampanyea. Penyebarluasan Pesan Melalui Media Komunikasib. Pengaruh Kampanyec. Mobilisasi Kelompok Berpengaruhd. Penyusunan Anggaran Belanjae. Penyusunan Jadwal Kegiatan Kampanyef. Tim Kerjag. Evaluasi
4. Peran Komunikator Profesional dalam KampanyePeran komunikasi professional dalam proses dan aktivitas politik adalah :a. Ia berada pada posisi tengah antara politisi yang akan dipromosikan(dipasarkan) dengan para wartawan yang akan mempromosikannya.
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b. Peranan Spin Doctor tidak hanya berdiri antara partai politik denganmedia, tetapi memiliki peran yang sangat penting dan menentukandalam kancah pertarungan kekuasaan politik.c. Ia dibutuhkan oleh para politisi sebab semakin intens usaha untukmeraih tampuk pimpinan, mereka semakin membutuhkan peran spin
doctor sebagai stage manager yang mampu mengatur jalannyakampanye, memberi isi dalam naskah pidato, membuat agenda dandaftar pernyataan politik yang diucapkan oleh kandidat.d. Di Indonesia, Spin Doctor lebih banyak dikenal dengan istilah ManajerKampanye yang menentukan pengarahan opini publik dalampencitraan kandidat.e. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kampanyepolitik yang efektif adalah memilih orang yang bisa menguasai danmemahami perencanaan dan penggunaan media komunikasi.f. Perencanaan komunikasi yaitu membuat rencana politik sebagai maayang diminta oleh partai dan kandidat politik – sebagai  suatu teknikdalam memproses berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapaitujuan komunikasi.g. Kampanye Pemilu merupakan salah satu bagian dari kampanyepolitik.h. Menurut Norris, kampanye politik adalah suatu proses komunikasipolitik di mana partai politik atau konstentan individu berusahamengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang merekatawarkan.i. Pembentukan image positif harus dilakukan melalui semua aktivitaspelayanan publik dalam jangka  panjang.

C. Perencanaan KampanyeMenurut French (1982)  terdapat  8 langkah perencanaan komunikasi untukkampanye, yaitu :a. Menganalisis masalahb. Menganalisis khalayakc. Merumuskan tujuand. Memilih mediae. Mengembangkan pesanf. Merencanakan produksi mediag. Merencanakan manajemen programh. Monitoring dan evaluasiNimmo dan Thomas Ungs (1973)  menjelaskan  tiga fase perencanaankampanye politik, yaitu:
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a. Fase pengorganisasian meliputi:  kapan staf, informasi, dan danadikumpulkan, strategi dan taktik ditetapkan, semangat kelompokdibangkitkanb. Fase pengujian meliputi;  kapan calon menggalang para anggotamenawarkan kemudahan kepada orang-orang yang belum jadi anggota.c. Fase kritis meliputi;  suatu titik di mana calon memilih belummenentukan sikap terhadap partai atau siapa yang akan didukung ataudipilih.
D. Langkah-langkah KampanyeUntuk membuat kampanye politik bias berhasil, disarankan untuk memenuhilangkah-langkah sebegai berikut:1) Penemuan dan Penetapan Masalaha. Masalah adalah selisih antara harapan dan kenyataan, atau selisihantara aspirasi dan realitas.b. Untuk menemukan suatu masalah, diperlukan fakta dan realitas,yang biasanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.c. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi masalah yang harusdicarikan jawaban.2) Menetapkan Tujuan yang Ingin Dicapaia. Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapatmenetapkan tujuan.b. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkansesudah pelaksanaan rencana.c. Kriteria penetapan tujuan yaitu apa yang menjadi target, danperubahan bagaimana agar sesuai dengan yang diinginkan.3) Penetapan Strategia. Penetapan juru kampanye (komunikator), dasar pertimbangannyaadalah kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan .b. Penetapan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak ,terlebih dahulu disarankan untu melakukan studi khalayak(komunikan politik)c. Menyusun pesan-pesan kampanye dalam beragam bentuk, verbaldan non-verbald. Pemilihan media dan saluran komunikasi yang efektife. Produksi media dalam beragam bentuk: yang paling dekat dandisukai khlayak.
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f. Pretesting Communication Material, melakukan uji coba terhadapberagam material komunikkasi yang akan dipergunakan, sehinggaada waktu utnuk melakukan evaluasi (syartanya prosesperencanaan sebelum kampanye wajib dilakukan dalam masawaktu yang cukup untuk melakukan tes dan evaluasi atas materialkomunikasi.
E. Teknik Penyusunan Pesan (dapat dipilih salah satu):Teknik dalam menyusun pesan politik menggunakan konsep jurnalistikyaitu:1. Dari yang sangat penting ke yang kurang penting , denganmenciptakan teks menggunnakan kaidah jurnalistik yaitu 5W + 1H2. Yang bersifat umum ke yang khusus, seperti sebuah peristiwa politikmengenai korupsinya para politisi dan pejabat Indonesia yang korup,jemudin memunculkan kesimpulan bahwa siappaun yang menjadipolitisi dan pejabat cenderung korup dan tidak dapat dipercaya.Untuk menyusun pesan yang efektif, perlu diperhatikan hal-hal sbb.1. Harus menguasai lebih dahulu pesan yang disampaikan, termasukstruktur penyusunannya yang sistematis2. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis.3. Memiliki kemampuan mempergunakan pesan non verbal4. Memiliki kemampuan membumbui pesan berupa humor untukmenarik perhatian dan mengurangi rasa bosan komunikan.
D.  Pesan Non verbal:1. Kinesik – gerakan tubuh, gerakan tubuh politisi mengandunginformasi dan mengandung makna tertentu. Contoh:  gerakanmengepalkan tangan seorang kandidat bermakna keyakinan padausaha yang dilakukan dan percaya akan mencapai hasil yangdiinginkan.2. Sentuhan, contoh: sentuhan seorang kandidat kepada khalayakseperti menjabat tangan, mengandung makna bahwa kandidattersebut peduli dengan khlayak atau memperjuangkan kepentinganrakyat kecil.3. Intonasi suara (paralanguage), tinggi rendajh volume suara pada saatmengucapkan sesuai yang memberi makna terhadap penting tidakpentingnya sebuah kata atau pernyataan.4. Gerakan mata, fokus perhatian dan rasa hormat seseorangditentukan salah satunya oleh gerakan mata.5. Diam, mengandung makna sedang mtidak mau berkomentar, hati,hati atua memang tidak mengerti apa yang sedang berlangsung.
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6. Postur tubuh, bentuk fisik diakui atau tidka ikut mempengaruhuipersepsi skhalatak terhadap seorang kandidat. Kandidat laki danperempuan memunculkan alasan pelibutan media dari sudut yangberbeda.  SBY Versus M,. Yususf Kalla dalam pemilihan presidentahun 2009 yang lalu ikut dipengaruhi oleh postur fisik keduanya.7. Artifak dan visualisasi, material dan visualisasi yang dipilih danmenjadi bagian dari proses kampanye  mencerminkan maknatertentu.8. Warna, pilihan warna mempengaruhi persepsi karena warna mmapumemberikan stimuli pancar indra (mata) dalam melihat simbol-simbol, artifak dan visualisasi yang dibuat untuk mendukung proseskampanye yang dilakukan. Warna kuning sebagai warna utamapartai Golkarm Buri laut sebagai warga partai Demokrat, Hijausebagai warna partai PKB dan PPP, semua mengandung makna danterkait denga ideology, visi dan misi partai yang bersangkutan.9. Waktu, merupakan alasan utma yang mempengaruhi berbagaiprogram dan perencanaan partai npolitik, Negara dan politisi. Waktumemberikan alasan konstekstual atau setting social sebuah peristiwayang harus diperhatikan oleh politisi dalam proses politik. Waktujuga merupakan ruang dan batas mengenai suastu komitmen.10. Logo, merupakan simbol politik yang sarat makna, mewakiliideology, cita-cita dan program partai.11. Bunyi-bunyian, pilihan bunyi mencerminkan semangat dan iramapartai tersebut.
F. Pesan KampanyePesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau caloningin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poinberbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin2 ini akan dirangkum dari ide utamadari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepadapemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalumencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpapesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan padapembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lainyang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untukmenarik pemilih yang paling potensial. Pesan yang jelas akan snagatmembantu khalayak untuk mengetahui dan mengenali kandidat dengan baik.Pesan juga harum mampu memberikan perbedaan antara satu kandidatdengan kandidat lainnya sebagai upaya pembentukan identitas.Misalnya, Kampanye Calon Presiden SBY-Boediono dalam pemilihanpresiden 2009 dengan jargon ‘bisa lebih cepat dalam pembangunan’. Pesanitu sebagai upaya untuk mengalihkan masyarakat pemilih yang juga
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menerima stimuli pesan kampanye calon presiden M. Yususf Kalla-Wiranto,lebih cepat lebih baik.Dalam tehnik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon yangdilakukan di dalam jajak pendapatkan hanya dipergunakan sebagai agendapolitik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon.
Kampanye Hitam(Black Campaign)Kampanye hitam adalah kampanye yang menggunakan bentuk pesan yangmenjelek-jelekkan atau pernyataan tidak mempunyai fakta secara sepihak.Kampanye hitam diarahkan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuanuntuk menjatuhkan di mata public.kampanye hitam acapkali dipilihmenjatuhkan lawan politik dengan cara tidak etis. Bahkan kampanye hitamdilakukan baik dengan cara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyiatau disebut kampanye gelap.Salah satu bentuk kampanye hitam adalah menggelari orang dengan nama-nama julukan (name calling) yang jelek. Proses penjulukan sedemikian hebatsehingga korban-korban misinterpretasi tidak dapat menahan pengaruhnyakarena berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan merekasendiri, citra diri asli mereka sirna digantikan citra baru yang diberikan olehorang lain.Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yangtersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepadamasyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutamadalam hal kebijakan 106ublic. Komunikasi ini diusahakan agar menimbulkanfenomena sikap resistensi dari para pemilih, black kampanye umumnyadapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisienkarena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satukandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilihagar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.
Kampanye ilegalKampanye illegal adalah kampanye yang dilkaukan oleh patai atau kandidatpolitik yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan kampanye. Kampanyeillegal dilakukan dengan cara terselubung atau juga pada masa kampanyediluar ketentuan organisasi penyelenggaraan pemilu (KPU). Kampanye inisering dituduh sebagai bentuk ‘curi start’ oleh salah satu kampanye.Penggunaan peraga kampanye yang tidak sah atau bukan berasal darikebijakan atau termasuk dalam bagian material dari kampanye pesertapemilu yaitu pihak para kandidat sebagai peserta pemilu maka dengandemikian kampanye yang ilegal merupakan sebuah kampanye yangmelanggar ketentuan hukum. Contoh : kampanuye calon gubenur ProvinsiBanten 2012-2017 dalam Pilkada Banten 201, Calon Atut-Rano Karno seringmelakukan kampanye terselubung atau illegal karena atun merubahanGubuenur ynag masih menjabat (incumbent) sehingga dalam banyak
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kegiatan atau monen-monen tertentu menyelipkan kampanye baik secaralangsung atau melalui publikasi yang dilakukan.
G. Strategi Komunikasi KampanyeTujuan komunikasi dilihat dari berbagai aspek dalam kampanye danpropaganda, baik untuk keperluan promosi maupun publikasi. Misalnya,tujuan komunikasi dalam dunia periklanan (advertising communication)adalah selain memberikan informasi suatu produk yang dikampanyekan, jugamenitikberatkan bujukan (persuasif) dan menanamkan awareness dalambenak konsumen sebagai upaya memotivasi pembelian. Pemasaran(marketing) berupaya meluaskan pasaran suatu produk, sedangkankampanye PR (public relations campaign) dalam berkomunikasi bertujuanmenciptakan pengetahuan, pengertian, pemahaman, kesadaran, minat, dandukungan dari berbagai pihak untuk memperoleh citra bagi lembaga atauorganisasi yang diwakilinya.Jadi, strategi itu pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning) danmanajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktikoperasionalnya. Komunikasi secara efektif adalah sebagai berikut:a. Bagaimana mengubah sikap (how to change the attitude)b. Mengubah opini (to change the opinion)c. Mengubah perilaku (to change behavior)Apakah tujuan utama strategi komunikasi itu? Menurut R. Wayne Pace, BrentD. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam bukunya Techniques for Effective
Communication, tujuan strategi komunikasi tersebut sebagai berikut:

a. To secure understandingUntuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalamberkomunikasi.
b. To establish acceptanceBagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik.
c. To motive actionPenggiatan untuk memotivasinya.
d. The goals which the communicator sought to achieveBagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dariproses komunikasi tersebut. Peristiwa dalam proses komunikasi kampanyeini melibatkan konseptor (conception skill), teknisi komunikasi (technical

skill) dan komunikator dengan segala kemampuan komunikasi(communication skill) untuk mempengaruhi komunikan dengan dukunganberbagai aspek teknis dan praktis operasional dalam bentuk perencanaanyang taktis dan strategik untuk mencapai tujuan tertentu.Kondisi yang mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan (message)tersebut dalam berkampanye, menurut Wilbur Schramm di dalam bukunya,
The Process dan Effects of Mass Communications, yaitu sebagai berikut:
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a. Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian.b. Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipahamiatau dimengerti oleh komunikan.c. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya.d. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengansituasi dan keadaan kondisi dari komunikan.Pesan tersebut berupa ide, pikiran, informasi, gagasan, dan perasaan. Pikirandan pesan tersebut tidak mungkin dapat diketahui oleh komunikan jika tidakmenggunakan “suatu lambang yang sama-sama dimengerti”. Menurutpendapat William Abig, definisi komunikasi dalam kampanye itu: “Suatupengoperan lambang-lambang yang bermakna antarindividu.” artinya pesankampanye memegang peran sangat penting dalam proses kampanye. Pesanadalah apa yang akan dengan mudah dan cepat dimengerti oleh khalayaksebagai salah satu bentuk kelebihan pesan yang dibuat dari bahasa verbal.Contoh: pesan kampanye Partai Gerindra yang menyuarakan suara petanaidan kamu marjinal lainnya yang selama ini memerlukan pembelaan,kemudian mudah mengena di masyarakat sehingga dalam jangkan waktu duatahun Gerindra menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan.
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BAB VII
RETORIKA DAN POLITIK
Pengertian RetorikaRetorika atau ilmu komunikasi adalah cara pemakaian bahasa sebagai seniyang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur ataubaik. Berpidato, ceramah, khutbah juga termasuk kajian retorika. Cara-caramempergunakan bahasa dalam bentuk retorika seperti pidato tidak hanyamencakup aspek-aspek kebahasaan saja tetapi juga mencakup aspek-aspeklain yang berupa penyusunan masalah yang digarap dalam suatu susunanyang teratur dan logis adanya fakta-fakta yang meyakinkan mengenaikebenaran masalah itu untuk menunjang pendirian pembicara.Aristoteles, murid Plato yang paling cerdas melanjutkan kajian retorikailmiah. Ia menulis tiga jilid buku yang berjudul De Arte Rhetorica. DariAristoteles dan ahli retorika klasik, kita memperoleh lima tahap penyusunanpidato: terkenal sebagai Lima Hukum Retorika (The Five Canons of Rhetoric).Tradisi retoris dimulai dari retorika sofis pada masa Yunani Kuno pada akhirabad ke-5 SM. Digalakkan oleh Protagoras, Gorgias, dan Isokrates, retorikasofis mengajarkan keterampilan berbahasa [terutama berpidato] di depanpublik dengan maksud untuk memenangkan tujuan politik tertentu melaluituturan [lisan]. Intinya, retorika merupakan kelihaian berbahasa dalammemainkan ulasan mengenai konteks tertentu untuk mencapai tujuanpolitik. Retorika sofis terlalu mementingkan pencapaian tujuan tanpamengutamakan kebenaran sehingga tereduksi dalam cara-cara debat kusiratau bersilat lidah. Retorika jenis ini seringkali muncul dalam debat-debatpolitik, iklan, propaganda, pernyataan politik, maupun kampanye partai.Plato mengecam retorika sofis sebagai suatu upaya manipulasi opini publikdan mengabaikan kaidah-kaidah pencapaian kebenaran. Retorika sofis tidakmenjadikan kebenaran sebagai sarana untuk membentuk opini publicmelainkan mereduksinya sekedar kecakapan bahasa untuk memenangkantujuan politik. Di sisi lain, Aristoteles jua menganggap bahwa retorika sofistidak mampu membangun suatu peradaban manusia yang beradab karenamengabaikan nilai-nilai kebenaran tersebut.Melalui Rhetoric, Aristoteles bermaksud untuk mengendalikan hakikatretorika sebagai sebuah kecakapan [kekuatan] berbahasa sebagai saranapersuasif untuk memecahkan masalah secara objektif, sistematis, danalternatif. Retorika Aristotelian adalah dalam mana suatu persoalan menjadiwacana kritis, suatu habits of techne untuk memandu publik mengutamakankebenaran untuk mencapai tujuan politiknya. Output-nya adalah terciptamasyarakat yang beradab dalam arti yang sebenarnya yaitu masyarakat yangcinta kebenaran dalam hidupnya.Retorika (dari bahasa Yunani ῥήτωρ, rhêtôr, orator, teacher) adalah sebuahteknik pembujuk-rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan
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dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen (logo), awalnyaAristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum The Rhetoric denganjudul 'Grullos' atau Plato menulis dalam Gorgias, secara umum ialah senimanipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional denganmenggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengarmelalui pidato, persuader dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalammerumuskan nilai, kepercayaan dan pengharapan mereka.Awalnya Aristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum The Rhetoricdengan judul 'Grullos' atau Plato menulis dalam Gorgias, secara umum ialahseni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksionaldengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara denganpendengar melalui pidato, persuader dan yang dipersuasi saling bekerjasama dalam merumuskan nilai, keprcayaan dan pengharapan mereka.Itu yang dikatakan Kenneth Burke (1969) sebagai konsubstansialitas denganpenggunaan media oral atau tertulis, bagaimanapun, definisi dari retorikatelah berkembang jauh sejak retorika naik sebagai bahan studi di universitas.Dengan ini, ada perbedaan antara retorika klasik (dengan definisi yang sudahdisebutkan diatas) dan praktik kontemporer dari retorika yang termasukanalisa atas teks tertulis dan visual.Dalam doktrin retorika Aristoteles terdapat tiga teknis alat persuasi politikyaitu deliberatif, forensik dan demonstratif. retorika deberelatifmemfokuskan diri pada apa yang akan terjadi dikemudian bila diterapkansebuah kebijakan saat sekarang. retorika forensik lebih memfokuskan padasifat yuridis dan berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untukmenunjukkan bersalah atau tidak, pertanggungjawaban atau ganjaranmemfokuskan pada epidetik, wacana memuji atau penistaan dengan tujuanmemperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, lembaga maupun gagasan.Oleh karena itu suatu bentuk komunikasi yang ingin disampaikan secaraefektif dan efisien akan lebih ditekankan pada kemampuan berbahasa secaralisan. Suatu komunikasi akan tetap bertitik tolak dari beberapa macamprinsip.
Prinsip-prinsip dasar itu adalah sebagai berikut :Penguasaan secara aktif sejumlah besar kosakata bahasa yang dikuasainya.Semakin besar jumlah kosa kata yang dikuasai secara aktif semakin besarkemampuan memilih kata-kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikanpikiran. Penguasaan secara aktif kaidah-kaidah ketatabahasaan yangmemungkinkan pembicara menggunakan bermacam-macam bentuk katadengan nuansa dan konotasi yang berbeda-beda.Mengenal dan menguasai bermacam-macam gaya bahasa dan mampumenciptakan gaya yang hidup dan baru untuk lebih menarik perhtianpendengar dan lebih memudahkan penyampaian pikiran pembicara.
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Memiliki kemampuan penalaran yang baik sehingga pikiran pembicara dapatdisajikan dalam suatu urutan yang teratur dan logis.Urgensi Ilmu Komunikasi atau Retorika Bagi Calon Pemimpin Setiap calonselain ia harus berwawasan luas juga dituntut harus mempunyaiketerampilan berkomunikasi atau berbicara. Keterampilan tersebut dapatdiperoleh melalui latihan yang sistematis, terarah dan berkesinambungan.Tanpa latihan, kepasihan berbicara atau pidato tidak dapat tercapai.Disamping itu, calon pemimpin juga harus mengetahui ciri-ciri pembicarayang ideal.Pengetahuan tentang ciri-ciri pembicara yang baik sangat bermangaat bagimereka yang sudah tergolong pembicara yang kurang baik dan bagipembicara dalam tarap belajar. Bagi golongan pertama, pengetahuantersebut dapat digunakan sebagai landasan mempertahankan,menyempurnakan atau mengembangkan keterampilan berbicara atau pidatoyang sudah dimilikinya. Bagi golongan kedua yakni calon pemimpin.Hal itu sangat baik dipahami dan dipalikasikan sehingga dapatmenghilangkan kebiasaan buruk yang selama ini mungkin dilakukan secaratidak sadar. Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yangartinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti:
 Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara.
 Polites artinya warga Negara.
 Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negaraatau negarawan.
 Politicia artinya pemerintahan Negara.Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatusystem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan darisystem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Negara adalahsuatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggiyang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan sesorangatau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang ataukelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalammasyarakat. Jadi, politik merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilaisecara mengikat. Sistem pilitik suatu Negara selalu meliputi 2 suasanakehidupan, yaitu: Suasana kehidupan politik suatu pemerintah (theGovermental political sphere), Suasana kehidupan politik rakyat (thesociopolitical sphere).Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastrukturpolitik, yaitu bangunan “atas” suatu politik. Pada suprastruktur poliyikterdapat lembaga-lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalamproses kehidupan politik (pemerintah). Suasana kehidupan politikpemerintahan ini umumnya dapat diketehuai dalam UUD atau konstitusiNegara yang bersangkutan. Suprastruktur politik Negara Indonesia meliputi
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MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA. Suasana kehidupan politik rakyatdikenal istilah “Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupanpolitik, yakni hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan wargaNegara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yangbiasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat.Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:
 Partai politik
 Kelompok kepentingan
 Kelompok penekan
 Alat komunikasi politik
 Tokoh politik.Retorika sendiri adalah seni berbicara yang di jadikan proses negosiasidalam mempengaruhi khalayak . Dengan demikian, Retorika politik berbedadengan propaganda dan periklanan dalam hal-hal yang penting , Retorikaadalah komunikasi dua arah satu kepada satu bukan satu kepada banyak,lebih-lebih ia bekerja melalui hubungan internasional yang inhernan, yangmempertalikan orang bukan melalui orang-orang sebagai anggota kelompok(propaganda) atau individu-individu yang anonim (periklanan), Retorikajuga bersandar kepada mekanisme yang berbeda dalam mencapai ketertibansosial, bila propaganda melibatkan mekanisme kontrol sosial dan periklananmengandalkan keselektifan konvergen, retorika politik adalah suatu prosesyang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi.

Tipe-tipe retorika politikDalam pengklasifikasikan jenis-jenis retorika politik kita hampir tidak dapatmemperbaiki tipologi Aristoteles dalam karyanya, Retorika diamengidentifikasi tiga cara pokok – Deliberatif, Forensik dan Demonstratif .Retorika Forensik adalah yuridis, ia berfokus pada apa yang terjadi padamasa lalu untuk menunjukan bersalah atau tidak bersalah pertanggungjawaban atau hukuman dan ganjaran, settinganya yang biasa adalah ruangpengadilan, tetapi terjadi di tempat lain. Pemerikasaan pada musim panastahun1974 di depan Komite Yuridis dari parlemen mengenai kemungkinandidakwanya Presidan Richart Nixon memberi peluang bagi wacana forensik,presi , seperti semua acara di depan badan pengaturan – pemerikasaankomisi pengaturan nuklir untuk mengizinkan pembangunan fasilitas nuklir,pemerikasaan dewan perhubungan perburuan nasioanal mengenaiperselisihan buru manajemen dan yang lainya .Retorika Demonstratif adalah epideiktik , wacana yang memuji danmenjatuhkan , tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik dan sifat burukseseorang , suatu lembaga , atau gagasan . Kampanya politik penuh denganretorika demonstratif seperti satu pihak menantang kualifikasi pihak lainbagi jabatan di dalam pemerintahan .  Dukungan editoral oleh surat kabar ,majalah , televisi dan radio juga mengikuti garis demostratif , memperkuatsifat-sifat positif kandidat yang di dukung dan sifat-sifat negatif lawanya .
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Retorika Aristores mengajukan bahwa satu jenis retorika saja tidak akanmemadai untuk mempersuasi orang dalam segala situasi, Misalnya paraanggota DPR RI saling caci maki, berantem dan membuat kegaduhan padasiding paripurnaq dalam dua periode belakangan. Saling tidak kesependapatkeram muncul dalam situasi dan pada khalayak yang tidak sepatutnya,seperti kegaduhan dalam rapat paripurna mengenai kasus century padatahun 2010 yang lalu perilaku anggota DPR RI dari beberapa fraksi sangattidak mencerminkan sebgaai anggota Dewan Yang Terhorman yangseharusnya berkomunikasi dengan etika moral yang dapat dicontoh olehseluruh masyarakat Indonesia. Perilaku anggota DPR RI dalam sidingparipurnaa saat itu layaknya penonton bola atau permainan lainnyta yangsaling teriak, menyela dll sehingga menimbulkan kegaduhan.
Cara Mempengaruhi KhalayakKhalayak merupakan raja bagi kesuksesan sebuah acara atau perhelatan.Khalayaklah yang cenderung menentukan sukses tidaknya sebuah acara yangdiselenggarakan. Sebaik apapun persiapan yang sudah dilakukan namun jikakhalayak tidak memeadai maka acara tersebut tidak akan dikatakan sukses.Demikian juga dengan kampanye politik, keberadaan audience sangatlahpenting dan yang menentukan apakah pesan yang dismapaikan ada yangmendengarkan atau tidak, sehingga dapat diprediksi efek dari pesan yangdismapaikan.Pengelolaan khalayak menmbutuhkan perencanaan yang baik supayakhalayak menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan. Khalayak yangberagam jenisnya, general, pemerhati dan elit, memerlukan upaya maksimaldalam proses pembentukan opini public. Pada tahap ini, pembicara menggalitopik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang palingtepat. Bagi Aristoteles, retorika tidak lain daripada "kemampuan untuk
menentukan, dalam kejadian tertentu dan situasi tertentu, metode persuasi
yang ada". Dalam tahap ini juga, pembicara merumuskan tujuan danmengumpulkan bahan (argumen) yang sesuai dengan kebutuhan khalayak.Aristoteles menyebut tiga cara untuk mempengaruhi manusia. Pertama, Andaharus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa Anda memilikipengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yangterhormat (ethos). Kedua, Anda harus Menyentuh hati khalayak perasaan,emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang mereka (pathos). Kelak, paraahli retorika modern menyebutnya imbauan emotional (emotional appeals).
Ketiga, Anda Meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti atau yangkelihatan sebagai bukti. Di sini Anda mendekati khalayak lewat otaknya(logos).Di samping ethos, pathos, dan logos, Aristoteles menyebutkan dua cara lagiyang efektif untuk mempengaruhi pendengar: entimem dan contoh. Entimem(Bahasa Yunani: "en" di dalam dan "thymos" pikiran) adalah sejenis silogismeyang tidak lengkap, tidak untuk menghasilkan pembuktian ilmiah, tetapi
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untuk menimbulkan keyakinan. Disebut tidak lengkap, karena sebagianpremis dihilangkan.Sebagaimana kita ketahui, silogisme terdiri atas tiga premis: mayor, minor,dan kesimpulan. Semua manusia mempunyai perasaan iba kepada orangyang menderita (mayor). Anda manusia (minor). Tentu Anda punmempunyai perasaan yang sama (kesimpulan). Ketika saya inginmempengaruhi Anda untuk mengasihi orang-orang yang menderita, sayaberkata, "Pilihlah Partai kami yang anti korusp dan mempunyai kader partaiyang bersih. Sebagai rakyat Indonesia yang mendukung anti korupsi, Anda
pasti lebih memilih partai kami.". Ucapan yang ditulis miring menunjukkansilogisme, yang premis mayornya dihilangkan.Di samping entimem, contoh adalah cara lainnya. Dengan mengemukakanbeberapa contoh, secara induktif Anda membuat kesimpulan umum. 65 jutadari 150 juta rakyat Indonesia  memberikan hal suaranya atau memilih SusiloBambang Yudoyono sebagai Presiden RI ke-6 pada Pemilihan Umum tahun2009. Jadi SBY merupakan candidat presiden yang popular di tengah rakyatIndonesia.
Beberapa Tahap RetorikaRetorika mempunyai beberapa tahap, yaitu: Dispositio (penyusunan). Padatahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan.Aristoteles menyebutnya taxis, yang berarti pembagian. Pesan harus dibagike dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Susunan berikut inimengikuti kebiasaan berpikir manusia: pengantar, pernyataan, argumen, danepilog. Menurut Aristoteles, pengantar berfungsi menarik perhatian,menumbuhkan kredibilitas (ethos), dan menjelaskan tujuan. Setiap politikusmenyusun dan membuat pidato politik  dalam setiap kesempatan atau acarayang diwajibkan mereka untuk berpidato, termausk dalam kampanye politik.Pidato politik biasa disusun berdasarkan tujuan penting komunikator. Haltersebut sangat penting dalam upaya menciptakan pengaruh yang positif ditengah khalayak. Setiap Presiden RI mempunyai tim penyusun pidato.
Elocutio (gaya). Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata danmenggunakan bahasa yang tepat untuk "mengemas" pesannya. Aristotelesmemberikan nasihat ini: gunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapatditerima; pilih kata-kata yang jelas dan langsung; sampaikan kalimat yangindah, mulia, dan hidup; dan sesuaikan bahasa dengan pesan, khalayak, danpembicara. Masing-masing Presiden RI mempunyai gaya bicara dan gayabahasa dalam pidato dan penyampaian pidato. Soekarno, Soeharto, BJ.Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono,masing-masing mempounyai gaya berpidato yang berbeda.
Memoria (memori). Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yangingin disampaikannya, dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya.
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Aristoteles menyarankan "jembatan keledai" untuk memudahkan ingatan. Diantara semua peninggalan retorika klasik, memori adalah yang paling kurangmendapat perhatian para ahli retorika modern. Memori ini penting baik bagikomunikator ataupun bagi khalayak agar poenyapaian pidato lebih menarikdan sekaligus menyentuh afeksi khalayak.
Pronuntiatio (penyampaian). Pada tahap ini, pembicara menyampaikanpesannya secara lisan. Di sini, akting sangat berperan. Demosthenesmenyebutnya hypocrisis (boleh jadi dari sini muncul kata hipokrit).Pembicara harus memperhatikan olah suara (voice) dan gerakangerakananggota badan (gestus moderatio cum venustate).  Gerakan tangan, suara,mimik muka dan lain-lain dari anggota tubuh merupakan bahasa nonverbalyang berperan meneguhkan, menegaskan, menimbulkan perhatian darikhalayak. Kata-kata verbal saja tidaklah memadai dalam pidato dan tidakmenarik untuk disimak. Penggunaan bahasa nonverbal mmapu membuatpenyampaian pidato dalam bahasa verbal menjadi lebih menarik dan hidup,sehingga maknanya tercapai. Bahas tubuh nonverbal B.J. Habibie membuatpidatonya menarik dan tidak bosan untuk didengarkan.Retorika idealnya di definisikan sebagai seni dalam berbicara, denganretorika kita dapat mempengaruhi siapapun melalui tutur kata berbicarafasih, jelas serta mencapai tujuan yang di inginkan. Retorika berawal darisebuah koloni Yunani, pada masa itu retorika digunakan untuk membelaorang-orang yang tersangkut persoalan hukum. Corax sebagai tokoh pertamayang memperkenalkan retorika menuliskan sebuah makalah tentang “teknikkemungkinan”. Bila kita tidak dapat memastikan sesuatu maka mulailah dariberbagai kemungkinan, yaitu kemungkinan umum dan khusus. Sehinggadapat disimpulkan retorika adalah seni bersilat lidah.Disamping itu, Corax membagi retorika menjadi 5 bagian yaitu ; pembukaan,uraian, argument, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. SementaraAristoteles menyebutkan 3 prinsip dalam mempengaruhi manusia, yakniethos, pathos dan logos. Pertama, Anda harus sanggup menunjukkan kepadakhalayak bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yangterpercaya, dan status yang terhormat (ethos). Kedua, Anda harus Menyentuhhati khalayak perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang mereka
(pathos). Kelak, para ahli retorika modern menyebutnya imbauan emotional(emotional appeals). Ketiga, Anda Meyakinkan khalayak dengan mengajukanbukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini Anda mendekati khalayaklewat otaknya (logos). Di samping ethos, pathos, dan logos, Aristotelesmenyebutkan dua cara lagi yang efektif untuk mempengaruhi pendengar:
entimem dan contoh. Entimem (Bahasa Yunani: “en” di dalam dan “thymos”pikiran) adalah sejenis silogisme yang tidak lengkap, tidak untukmenghasilkan pembuktian ilmiah, tetapi untuk menimbulkan keyakinan.Disebut tidak lengkap, karena sebagian premis dihilangkan.Di Indonesia, retorika bukanlah hal baru dalam proses sosial, politik, danbudaya. Karena seperti yang telah dipaparkan oleh Aristoteles, retorika
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adalah seni mempengaruhi orang-orang untuk melakukan sesuatu dibawahkendali sang orator. Banyak contoh, para orator yang semasa hidupnyaberhasil membius banyak masyarakat secara universal. Contoh; Soekarno,pada zamannya, dia telah memberikan kontribusi yang cukup banyakterhadap negeri ini. Soekarno yang pada masanya dijuluki sebagai “singapodium”, telah berhasil membawa pengaruh kuat dalam proses kemerdekaanNKRI. bukan hanya soekarno, masih banyak tokoh-tokoh yang kiranya sangatberpengaruh dengan gaya retorika masing-masing.Bila merujuk pada fenomena komunikasi, retorika merupakan cara untukmempersuasi audiens agar melakukan apa yang telah di arahkan oratordibawah alam sadar. Ini merupakan efek komunikasi yang dikemukakan olehJalaludin Rakhmat (2009:231), bahwa efek komunikasi meliputi ; kognisi,afeksi, dan behavioral. Berbeda dengan retorika yang digunakan SBY,retorika yang digunakan SBY lebih cenderung menggunakan “apologie” atasapa yang terjadi di negeri ini. Ini kemudian secara serentak membuat rakyatIndonesia jenuh atas apa yang telah disampaikan oleh SBY pada saat pidatopolitik. Bayangkan, bagaimana mungkin seorang presiden hanya mampu ber-apologi dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada negeri ini?Dalam teori kepemimpinan misalnya, karakteristik seorang pemimpinadalah;
 Cerdas
 Terampil secara konseptual
 Kreatif
 Diplomatis dan taktis
 Lancar berbicara
 Memiliki pengetahuan ttg tugas kelompok
 Persuasive
 Memiliki keterampilan sosial (Yulk dalam Hersey dan Blanchard(1998))

Robins (1996) mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang mencari ciri-cirikepribadian sosial, fisik atau intelektual yang membedakan pemimpin danyang bukan pemimpin. Setidaknya SBY mampu membius dengan pola-polaretorika yang membakar semangat rakyat Indonesia agar tidak pernah patahsemangat atas persoalan bangsa ini. Nmaun realitanya, SBY tidak mampusecara tegas melakukan satu langkah perubahan yang membela rakyat.Retorika pada dasarnya sangat diperlukan dalam praktek politik agar mampumempengaruhi khalayak secara efektif dan efisien. Politisi membutuhkankemapuan berbicara yang baik karena hampir sebagaian besar aktivitasmereka adalah berbicara atau terlibat dengan pembicaraan politik. Adalahsangat tidak mungkin seorang komunikator politik tidak memilikikemampuan berbicara yang baik. Seperti Guruh Soekarno Putra dalamkampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam sbeuah kampanye
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televise pada kampanye 1999 terlihat sangat tidak menarik karena ketidaksesuian antara isu, isi, gaya bicara dan gerakan anggota badan (bahasanonverbal) yang bersangkutan. Akhirnya pesan yang sampai ke masyarakattidak jelas, tidak sesuai harapan bahkan tampilan menjadi tidak menarikuntuk dilihat disebabkan beberapa alasan dia atas.Namun retorika bukan hanya sekedar keahlian berbicara ataumenyampaikan pendapat dalam arti seseorang mempunyai kemampuanmenyampaikan pesan, melainkan lebih dari itu, menjadi prasyarat bahwapesan yang disampaikan mengandung makna, rasionalitas dan argumentasiyang baik. Dituntun juga unsur ethos menurut Arisetoteles yaitupertimabngan nilai dan kesesuaian antara komunikator, pesan dan khalayakyang menerima pesan politik.  Hal tersebut diperlukan karena adakemungkinan pesan yang disampaikan bukan yang sebenarnya ataumewakili realitas, melainkan hasil manipulasi bahasa dan keahliankomunikator dalam menyampaikannya. SBY merupakan presiden yangmampu menyampaikan pesan dengan gaya bahasa yang baik dan menariksehingga mampu membuai khalayak, seakan pesan yang disampaikan adalahbenar. Namun realitanya banyak pernyataan merupakan hasil konstruksiatas realitas yang ada. SBY mampu memanfaat media massa untuk tujuankepentingan memelihara persepsi dan opini publik yang positif terhadappresiden dan partai Demokrat.
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BAB VIII
PEMASARAN, PUBLIK RELATION DAN IKLAN POLITIKPemasaran suatu produk memerlukan lebih dari sekedar mengembangkanproduk yang baik, menawarkan dengan harga yang menarik, danmembuatnya mudah didapat oleh pelanggan sasaran. Perusahaan harus jugaberkomunikasi (komunikasi pemasaran) dengan para pelanggan yang adasekarang dan pelanggan potensial, pengecer, pemasok, pihak-pihak yangmempunyai kepentingan dengan perusahaan tersebut, dan masyarakatumum. Sasaran komunikasi pemasaran dan teknik efektif yang dipakai dapatterlihat pada tabel sebagai berikut:Sasaran komunikasi pemasaran Teknik paling efektifMemantapkan kredibitas/kepercayaan KehumasanMenciptakan asosiasi gaya hidup Iklan, ajang khususMengenalkan dan membangun citra IklanMendorong pembelian ulang Promosi penjualanMenggugah partisipasi pedagang Promosi penjualan(ke pedagang)Penghargaan atas loyalitas pelanggan Program pengumpulan frekuensiMengundang keterlibatan khalayak Ajang khususMenjangkau khalayak spesifik Media khususMenunjukkan tanggung jawab sosial Pemasaran berbasis misiMendorong referensi berantai Pembentukan klub/kelompokMendorong pembelian awal/coba-coba Promosi penjualanMuncul dalam pemberitaan media kehumasanSumber: Hifni Alifahmi, Sinergi Komunikasi Pemasaran, 2005Berangkat dari tabel di atas, maka bauran komunikasi pemasaran terdiri daribeberapa cara komunikasi, yaitu: Kemasan dan merk (citra dan reputasi),Periklanan, Promosi penjualan, Hubungan masyarakat dan publisitas, Ajangkhusus pemasaran, Penjualan secara pribadi, Pemasaran langsung,Pemasaran getok tular, Pelayanan pelanggan, Promosi di titik akhirpenjualan.
Pemasaran PolitikSeperti pemasaran pada umum, para komunikator politik harus jugamelakukan komunikasi pemasaran kepada stakeholders (khalayak terkait)-nya. Pemasaran politik berguna untuk memantapkan kredibilitas,mengenalkan dan membangun citra, mengundang keterlibatan khalayak,menunjukkan tanggung jawab sosial, mempertahankan dan menambahkostituennya, dsb.
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Contoh operasional pemasaran politik tersaji dalam tabel berikut:Cara komunikasi OperasionalisasiKemasan dan merek (citra danreputasi) Logo, Slogan, dll.
Periklanan Iklan produkIklan layanan masyarakatIklan pembelaanIklan luar ruangHumas Publisitas produkAneka berita media massaSiaran pers,konferensi pers, dll.Ajang khusus(special event marketing) Pameran/bazar/demoSponsor acara/pertunjukanAnugerah/penghargaanLomba/kontesPemasaran personal Komunikasi tatap-mukaPresentasi langsungDemo produkPelayanan konstituen(customer service) Penanganan keluhan, tuntutanKlub kaderPelayanan event khusus (misalmudik gratis).Banteng gemuk (PDIP); Pohon beringin (Golkar); Ka’bah (PPP); BintangSembilan (PKB); Bulan sabit & padi (PKS) merupakan contoh-contoh darilogo partai politik di Indonesia. Bersatu untuk maju (Golkar); Bersama kitabisa (Partai Demokrat); Bersih dan peduli (PKS); Jujur, Cerdas, Berani (PAN)merupakan beberapa contoh slogan partai politik.Melvin Sharpe ( dalam Nugroho Dwidjowijoto, 2004) mendefinisikan humassebagai komunikasi yang harmonis dalam hubungan jangka panjang antaraperusahaan dan publiknya. Publik yang dimaksud di sini, meliputi pemilik,pengelola, pengguna, dan lingkungan. Ivy Lee merupakan pelopor dalamkegiatan humas, ia merupakan orang pertama yang menjadi konsultan dalamprofesi ini, pada tahun 1904. Sedangkan, Clem Whittaker dan Leane Baxtermerupakan konsultan pertama dalam humas politik, pada tahun 1933,bironya bernama Champaigns Inc. McNair (2003) meyakini bahwa humaspolitik berkenaan dengan 4 kegiatan. Yaitu : managemen media; managemenimage; komunikasi internal; dan managemen informasi.Managemen media, meliputi aktivitas merancang dan memelihara suatuhubungan positif antara politikus dan media -mengetahui kebutuhan masing-masing dan memanfaatkan karakteristik keduanya untuk mencapaikeuntungan maximal. Bagi politikus, ia perlu memberikan apa yangdiinginkan organisasi media -dalam kaitan dengan berita atau pertunjukan,bersamaan dengan itu politikus menggunakan media untuk
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memperkenalkannya dan memperluas pengaruhnya pada khalayak. Bagimedia, ia perlu memberikan apa yang diinginkan oleh politikus – berkenaandengan saluran komunikasi dan ajang pertunjukkan. Bersamaan dengan itu,media memperluas jaringan sumber berita (jaringan komunikasi/informasi).Managemen image. Disatu sisi, meliputi aktivitas membangun image politikus(sebagai individu) yang diselaraskan dengan tujuan organisasi. Di sisi lain,membangun image organisasi (partai, departemen). Aktivitas ini meliputipembuatan logo, slogan, foto (bagaimana foto dirancang sehingga dapatmembangun image yang positif), perancangan iklan, bahasa yang digunakandalam mengkomunikasikan ide-ide; kebijakan; mengkomentari masalah, dsb.Komunikasi internal, meliputi aktivitas membangun/menyediakan salurankomunikasi internal, sebagai upaya menciptakan identitas kelompok;kebersamaan dan kesatuan; integritas; loyalitas; mengkoordinir aktivitas;mengelola feedback. Bentuk nyata dari aktivitas ini, meliputi penerbitanmedia internal (majalah, tabloid) yang bisa menjadi saluran komunikasisecara horizontal maupun vertikal, penciptaan ruang-ruang publik sebagaiajang berdiskusi; rekreasi, Kegiatan-kegiatan(outbond, wisata, lomba), dsb.Managemen informasi, meliputi aktivitas menyampaikan (dengan segera;memperlambat), memanipulasi informasi dalam rangkamembangun/menjaga image (politikus; partai; departemen) yang positif,serta menyerang pihak lawan. Informasi dalam konteks ini, merupakan suatusenjata politis yang kuat. Dengan selektivitaspenyampaian/penyimpangan/pembatasan merupakan suatu unsur pentingdalam memanage pendapat umum (public opinion).Lebih mendalam, kiat-kiat utama dalam kegiatan humas politik dapat di lihatdalam tabel berikut:Kiat UraianPublikasi Partai, politikus, institusi sangat tergantung pada materi yangdipublikasikan untuk menjangkau dan mempengaruhi pasarsasaran (pendapat umum). Ini mencakup laporan tahunan,brosur, artikel, laporan berkala dan majalah perusahaan, sertamateri audiovisual. Laporan tahunan hampir berperan sepertibrosur penjualan, mempromosikan tiap produk (logo, slogan,gagasan, kritikan, kebijakan) baru kepada pemegang saham(publik). Brosur dapat memainkan peranan penting dalammenginformasikan pelanggan sasaran mengenai produk apaitu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana merakitnya.Artikel yang ditulis dengan seksama oleh eksekutifperusahaan dapat menarik perhatian pada perusahaan danproduknya. Laporan berkala dan majalah perusahaan dapatmembantu membangun citra perusahaan (Partai, politikus,institusi) menyampaikan berita penting kepada pasarsasaran. Materi audiovisual dan multimedia, seperti film,
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slides dan suara, semakin banyak digunakan sebagai alatpromosi.Peristiwa Perusahaan dapat menarik perhatian pada produk baru ataukegiatan pemasaran lainnya dengan pengatur peristiwakhusus. Ini mencakup konferensi berita, seminar, jalan-jalankeluar, pameran, kontes dan kompetisi, peringatan hari jadi,serta sponsor olah raga dan budaya yang akan menjangkaumasyarakat sasaran.Berita Salah satu tugas utama profesional humas adalah menemukanatau menciptakan berita yang mendukung perusahaan,produk, dan orang-orangnya. Penciptaan beritamembutuhkan keahlian dalam mengembangkan konsepcerita, merisetnya, dan menulis siaran pers. Namun keahlianseorang humas harus melebihi penyiapan naskah cerita.Membuat media menerima siaran pers dan menghindarikonferensi pers membutuhkan keahlian pemasaran dan antarpribadi. Seorang direktur media humas yang baik mengertikebutuhan pers akan cerita yang menarik dan tepat waktuserta siaran pers yang ditulis dengan baik dan menarikperhatian. Direktur media perlu membangun hubungan yangbaik dengan editor dan wartawan. Semakin baik hubunganpers, semakin besar kemungkinan ia memberi cakupan yanglebih banyak dan lebih baik bagi perusahaan.Pidato Pidato adalah kiat lain untuk menciptakan publisitas danperusahaan. Gaya bicara dan penampilan yang penuhkharisma di depan audiens dapat membantu membanguncitra perusahaan. Perusahan memilih jurubicara merekadengan hati-hati dan menggunakan penulis naskah pidato danpelatih untuk membantu jurubicara mereka meningkatkankemampuan berbicara di depan umum.Kegiatanpelayananmasyarakat Perusahaan dapat meningkatkan citra baik di masyarakatdengan memberikan uang dan waktu dengan niat baik.Perusahaan-perusahaan besar biasanya akan meminta paraeksekutif untuk mendukung peristiwa kemasyarakatan didaerah kantor atau pabrik mereka berlokasi. Dalamkesempatan ini, perusahaan akan menyumbangkan sejumlahuang tertentu (biasanya berhubungan dengan jumlahkonstituen) untuk sebab tertentu.Mediaidentitas. Dalam masyarakat dengan komunikasi yang berlebihan,perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian.Mereka harus berjuang untuk menciptakan identitas visualyang dapat segera dikenali masyarakat. Identitas visualdibawa oleh logo perusahaan, alat tulis, brosur, tanda,
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formulir bisnis, bangunan, dan cara berpakaian.Sumber: diadaptasi dari Kotler (1997).Bolland (dalam McNair, 203) mendefinisikan periklanan sebagai penempatanpesan-pesan terorganisir pada media dengan membayar. Begitu jugaperiklanan politik, dalam pengertian yang sama, mengacu kepada pembeliandan penggunaan tentang ruang periklanan (advertising space), membayaruntuk rating komersil, dalam rangka untuk mentransmisikan pesan-pesanpolitik kepada suatu khalayak. Media yang digunakan meliputi bioskop,billboards, pres, radio, dan televisi.Iklan politik tidak melulu menyampaikan informasi tentang aneka pilihanyang tersedia untuk dikonsumsi oleh para partisipan politik. Namun iklanjuga dirancang untuk membujuk. Dalam bujukan ini, iklan harus secarajernih/nyata menguntungkan politikus. Berkenaan dengan ini kendalikontrol editorial berada di tangan politikus (penerapan pada masing-masingsistem politik berbeda, ingat teorinya Sibert dkk.), bukan pada media.Produser periklanan politik mempunyai kebebasan untuk mengatakan apayang mereka inginkan, bagaimana mereka memainkan/mensandiwarakankekuatan klien mereka dan menyoroti kelemahan lawan. Periklananmempunyai dua fungsi pada proses pertukaran di antara suatu produser (barang, jasa, atau program politik) dan konsumer. Yaitu: Pertama, periklananitu menginformasikan. Proses politik diharapkan melibatkan pilihan-pilihanrasional oleh pemberi suara, yang harus didasarkan pada informasi. Samahalnya dengan iklan produk, yang menginformasikan ketersediaan suatumerk, harganya, kegunaannya. periklanan politik kontemporer dapat dilihatsebagai suatu pengertian penting tentang menginformasikan pendudukberkenaan dengan siapa yang berpengaruh (who is standing) dan kebijakanapa yang mereka tawarkan.
Kedua, periklanan itu membujuk (persuasif). Pierre Martineau (dalamMcNair, 2003) menyatakan bahwa dalam suatu sistem yang kompetitif, suatuproduk harus dipelihara dengan berbagai teknik unggul; harus dinvestasikandengan nada tambahan (overtones) ke individu-individu konsumen; harusdiberkahi dengan kesempurnaan imajinasi dan asosiasi; harus mempunyaibanyak orang pada suatu level, jika kita mengharapkan produk itu mencapaitingkat penjualan puncak, jika kita berharap produk itu mencapaipenerimaan emosional (seperti loyalitas merk). Menggunakan bahasa Marx:pabrikan menciptakan suatu komoditas/produk dengan pemberkatan(endowing) bahan baku ke nilai pakai/kegunaan. Pengiklan menyampaikanperubahan nilai (perubahan dari bahan baku ke suatu nilai pakai) itu tidakhanya didasarkan pada kegunaan saja, tetapi juga memberikan maknaproduk itu pada suatu golongan (klas) masyarakat.Sependapat dengan Marx, Boudrillard (dalam McNair,2003) meyakini bahwasetiap produk mempunya tanda nilai (sign-value), berkenaan dengan hirarkhisosial, perbedaan masing-masing individu, perlakuan khusus terhadap suatu
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kasta dan kultur mereka, ditemukannya keuntungan, kepuasan pribadi.Komoditas hadir selain karena kegunaannya, juga memberikan penandamakna tentang komoditas itu. Mobil Porche tidak hanya sekedar alattransportasi saja, begitu juga Levi 501 tidak sekedar pakaian pekerja.Sepanjang komoditas diterima pada maknanya itu, periklanan adalah saranayang paling utama yang dapat digunakan produsen untuk membawakomoditas ke pasar. Fungsi periklanan, membuat komoditas menjadi berartibagi calon pembelinya, dengan pembeda satu produk dengan produk lainyang secara fungsional serupa. Dan melakukan fungsi ini dengan caramenghubungan dengan keinginan/hasrat konsumen ( budaya, hirarhki, dsb).Dalam periklanan, kreator pesan mencoba untuk menyelaraskan penanda-penanda (dari sautu komoditas) dengan apa yang ada pada audiensnya,sehingga terdapat keakraban, tanda penuh arti. Dengan begitu merekaberharap konsumen menjawab dengan perilaku yang sesuai.Craven (1996) mengkategorikan teknik iklan ke dalam dua hal, yaitu:imbauan iklan (advertising appeals), dan eksekusi iklan (advertising
executions). Imbauan iklan bertujuan menarik tanggapan komunikan darisuatu iklan. Imbauan (appeal) merupakan pesan untuk menumbuhkankeinginan komunikan untuk memenuhi kebutuhan yang terpendam. Dayatarik ini dapat dikatakan merupakan dasar dari kandungan iklan, danmerupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana iklan itu bekerjamemotivasi, menarik perhatian komunikan. Eksekusi iklan adalah bagaimanakandungan iklan itu disampaikan. Misal, iklan minyak pelumas motor Endurodisampaikan dengan cara humor berbau porno – cara Basuki (pelawak)membonceng motor yang dikendarai wanita seperti suatu gaya bersetubuh.Diamond dan Bates (dalam McNair, 2003) mengidentifikasikan empat fasedari tipe kampanye periklanan politik di Amerika, yaitu: Identitas kandidat,dalam fase ini biografi positif dari kandidat harus harus dikemas sedemikianrupa untuk menumbuhkan kesan yang bagus. Kebijakan kandidat Menyeranglawan, menggunakan hal negatif. Kandidat harus diberkahi denganpemaknaan positif dalam konteks aspirasi dan nilai-nilai dari orang-orangyang mempunyai hak pilih.
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BAB IX
PENELITIAN KOMUNIKASI POLITIKMetodologi merupakan persoalan penting dalam ilmu pengetahuan atausains. Ilmu pengetahuan secara defenitif dimengerti sebagai pengetahuanyang sistematis. Dan untuk memperoleh pengetahuan yang sistematis ini,setiap ilmuwan membutuhkan metodologi. Metodologi merupakan cara-carayang ditetapkan dengan logika tertentu untuk melihat realitas atau fenomenaoleh para ilmuwan. Dalam khasanah penelitian ilmu-ilmu sosial (politik)muncul beragam pendekatan/metodology yang disebabkan oleh objekpenelitian ilmu sosial yaitu masyarakat yang sangat kompleks. Alasan lainnyaadalah munculnya ketidakpuasan dari seseorang atau beberapa pakar yangmerasa tidak puas dengan pendekatan tertentu. Ketidakpuasan ini lalumemicu mereka untuk menemukan model pendekatan baru yang dianggappaling baik.
A. Pengertian Penelitian PolitikSelama ini dikenal dua metodologi penelitian yang pokok dalam ilmu-ilmu sosial yaitu pendekatan kuantitaif dan kualitatif. Secaraepistemologis, kuantitatif adalah turunan dari positivisme. Positivismemerupakan sebuah paham dalam ilmu pengetahuan dan filsafat yangberasumsi bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yangdidasarkan pada fakta-fakta positif yang diperoleh melalui prosespenginderaan. Metode kuantitatif sangat menekankan pada objektivismedan penggunaannya menggunakan alat bantu statistik. Penelitiankuantitatif yang paling terkenal dalam sosiologi berasal dari EmileDurkheim. Sementara metode lainnya, yaitu kualitatif secaraepistemologis adalah turunan dari rasionalisme. Metode kualitatifmenekankan pada subjektivisme. Dalam sosiologi, Webberlah yangdianggap sebagai peletak dasar metode kualitatif ini.Kedua pendekatan metodologi tersebut dipergunakan dalam penelitiandalam kajian komunikasi politik. Perkembangan proses dan aktivitaspolitik baik di level Indonesia maupun dunia menghadirkan beragamfenomena dan realitas baru kepada masyarakat. Gegap gempita duniapolitik bertambah meriah dengan pemanfatan media massa danteknologi komunikasi lainnya dalam dunia politik. Perkembanganaktivitas poliitk pada tataran praktis harus dibarengi dengan penelitian,baik kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Penelitian  adalah sebuahupaya serius untuk mengumpulkan fakta yang sahih untuk menjawabpermaslahan yang menjadi perhatian. Penelitian menurut Canggara(2010, 409), juga sebagai peralatan esensial untuk memahami keejadianatau peristiwa. Lebih dari itu. Penelitian sekaligus sebagai  sarana bagipenemuan-penemuan baru yang berfungsi pada aspek pengembanganilmu komunikasi politik
B. Tradisi Penelitian Komunikasi Politik
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Kajian Komunikasi politik (political communication) pada dasarnyasudah mulai ada semenjak berabad-abad semenjak Plato pada masasebelum masehi. Perkembangannya political communication mulaiberkembang kembali menjadi perhatian para ilmuan pada tahun 1950-an(Nimmo & Sanders dalam Yang Lin, sebagaimana dikutip Graber,2004:69). Sejak era itu, kajian political communication muncul menjadimetode untuk menggambarkan proses dan aktivitas politik lembaga-lembaga politik dan penduduk atau khalayak berkaitan dengan interaksisatu dengan lainnya. Perkembangan kajian dan penelitian komunikasipolitik melibatkan multidisiplin ilmu yang dalam perkembangannyamenyumbang secara akademis kepada kajian komunikasi politik. Kajianyang pertama muncul adalah kajian mengenai tradisi analisis retorikadalam wacana komunikasi publik dengan tokoh seperti Aristoteles, Blair,Cambell dan Whately. Penelitian ini bersifat kualitatif, historis danmenguji secara kritis sumber pesan politik seperti motif-motif dan gayakomunikator politik dan juga mengkaji pesan itu sendiri (Yang Ling,2004:70).Tradisi kedua dalam kajian komunikasi politik adalah Kajian Propagandayang muncul dalam masa pasca perang dunia I dan dalam era perangdunia II dengan tokoh seperti Harold D. Lasswell dan Doob yangfokusnya mengenai bagaimana pemerintah menggunakan propagandadan pesan persuasif untuk mempengaruhi opini public. Penelitian yangfenomenal yang dilakukan Lasswell (1927) yang meneliti analisis isikualntitatif (quantitative content analysis)  dengan pertanyaan: “ who
says what in which channel to whom with what effect”. Kajian inimenfokuskan pada isu demontrasi pemerintah atas kekuatan komunikasipolitik dalam membentuk opini publik, sekaligus menggambarkan proseskomunikasi dan definisi kerangka kerja bagi pengembangan kajiankomunikasi politik selanjutnya. Tokoh lainnya adalah Jackson-Beck &Kraus (1980),  Mansfield & Weaver (1982), Nimmo (1977), Sanders &Kaid (1978).Tradisi ketiga adalah kajian mengenai “voting” yang berkembang di USA.Tradisi ini melakukan kombinasi antara pendekatan kualitatif dankuantitatif seperti riset survey yang menggunakan dua metodepengumpulan data yaitu in-depth interview dan observation with
participation, content analysis with biographies dan panel studies with
focuses interviews. Lazarfield dan kawan-kawan di era inimempublikasikan buku “The People’s Choice of Voting Study, dan fokuspenelitian pada Survey research methods in teram of triangglation of
measurement, data gathering, and analysis. (Lazarsfeld, Barelson &Gaudet, 1944/1965).  Selanjutnya muncul kajian komunikasi politikdengan tokoh Campbell, Gurin & Miller (1954)  dari Survey Research
Center of Michagen University yang memperkuat tradisi ini.
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Penelitian dapat difokuskan pada objek atau subjek kajian terhadapkomunikasi, pesan, media dan saluran, khalayak, efek, pengaruh,feedback (umpan balik, dan situasi-lingkungan atau setting peristiwaatau aktivitas politik. Riset atau penelitian dimaksudkan sebagai prosesuntuk menghasilkan pengethauan baru yang lebih terstruktur,teorganisasi, sistematis dengan tingkat validitas yang lebih tinggi.Artinya penelitian atau riset dibutuhkan bagi pengembangan ilmu.Tradisi keempat  mengkaji efek media massa (mass media effect).  Tradisiyang dikembangkan mulanya oleh Lazarsfeld yang tertantang menelitimodel powerfull komunikasi massa dan pengembangan beberapa konsepdengan  dalam komunikasi politik seperti opinion leadership and two–
step flow of communication. Klapper dan kawan-kawan mengkaji efekminimal dalam komunikasi politik khusunya limited effect on people’s s
political behavior and selec tive exposure, perception,dan persuasi dansituasi ulangan proses komunikasi massa  dilakukan untuk membentukkekuatan atau kepastian dari perubahan (Nimmo,1977:442 dalamGraber:2004:70). Tradisi ini dilanjutkan oleh Hovland dan kawan-kawanyang menfokuskan penelitian pada tema perubahan sikap khalayakdalam politik. (Nimmo & Sanders, 1981).Tradisi kelima fokus penelitian pada  studi mengenai press and
government dan hubungannya dengan opini publik. Tokoh utama tradisiini Lippmann (1922) dengan buku yang sangat popular yaitu Public
Opinion, yang menguji fungsi agenda setting dari komunikasi dan mediamassa. Asumsi tradisi ini adalah percaya pada kemungkinan tidak selalusuksesnya komunikator dalam menyampaikan pesan politik merekamengenai apa yang mereka pikirkan, namun mungkin berhasilmenyampaikan topik tertentu yang mereka pikirkan. (Cohen, 1963:13).Kajian metode penelitian dalam politik dimulai oleh para ahli politik danpraktisi yang berupaya melakukan observasi mengenai bagaimana orangatau khalayak berkomunikasi politik dan sekaligus menganalisiskonsekuensi yang muncul dari kajian dan fenomena politik yang ada.Dalam proses penelitian politik, topik yang paling menarik dari kjajian-kajian komunikasi politik adalah penggunaan media massa (media use).Penelitian aktivitas politik dalam ranah komunikasi politik modernpertama tahun 1969 adalah penelitian Harold W. Lasswell yangmenggunakan model Lasswell bahwa konsekuensi komunikasi yangdipergunakan dalam penelitian mengarah kepada pertanyaan mengenai“Who says what to whom in what channel, with what effect” (Graber,2004:46). Disamping konsep 5 konsep utama formula lasweel, penelitianjuga difokuskan mengenai background dan attitudes khalayak yangmenerima pesan politik, opini publik, bentuk dan substansi pesan, impactdari beragam channel komunikasi yang dipergunakan dalam peristiwadan proses politik serta dampak pesan politik terhadap masyarakat, baikpada level individu, grup dan masyarakat.
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Perkembangan selanjutnya menurut Doris A. Graber dalam Artikel“Methodological Development in Political Communication Research”(2004:45-65), menjelaskan bahwa muncul penelitian mengenai varian-varis khusus dalam ilmu komunikasi politik seperti diawalpengembangan mengenai ‘strengths and weaknesses of political
communication dan opini publik khsususnya menggunakan metode
content, framing dan presentation of verbal messages.

C. Peran Penelitian PolitikRiset atau penelitian komunikasi politik sangat diperlukan dalam upayapengembangan kajian komunikasi politik, baik pada tataran teoritismaupun pada tataran praktis. unit riset menjadi prasyarat bagitumbuhnya keinginan  meneliti dari banyak pihak sehingga terbukapeluang sebesar-besarnya dalam pengembangan kajian ilmiu komunikasipolitik. Menurut Canggara (2010,494) menyatakan bahwa unit risetdiperlukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapatdimanfaatkan bagi  1). Pengambilan keputusan, 2). Menentukan rencanadan revisi program yang telah berjalan, 3) Memenuhi kebutuhankhalayak atau pasar, 4) Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, 5)pengembangan (development) institusi. Dan bagi lembaga riset ilmiah,hasil penelitian dapat dipergunakan untuk  (1) penemuan masalah(trouble spot), (2) uji teori, (3) penyediaan informasi dan (4) untukkepentingan publlikasi dan promosi.Penelitian komunikasi politik dapat memperoleh kedalaman pengamatandan penjelasan beberapa bentuk, yaitu:
1. Verifikasi dan falsifikasiVerifikasi yaitu proses penelitian yang bertujuan melakukanobservasi dan berlandaskan fakta empiris. Artinya penelitianberawal dan berakhir  dengan gejala empiris. Melakukan pengujianhipotesis dan penelaahan dengan menggunakan statistik. Menganutrealibitas ‘naif dan pasti benar’ berdasarkan logis mutlak.Contohnya: verifikasi terhadap pernyataan seorang politisi sepertipresiden sebagai politisi eksekutif, bahwa pernyataan presidenSusilo Bambang Yudoyono bahwa pemerintah dan presiden akanberada di garda paling depan dalam upaya memberantas korupsi diIndonesia dan pemerintah tidak akan pernah intervensi terhadapproses hukum siapa dan kasus apapun”. Berdasarkan kebenaranverifikasi, maka pernyataan SBY sebagai seorang presiden adalahbenar adanya dan demikiannya karena presiden adalah individuyang dapat dipercaya, pintar dan selalu mengutamakan kepentinganpublik dibandingkan kepentingan pribadi. Sudah seharusnyapernyataan presiden harus dipercaya kebenarannya dan tidak adaalasan lain (probabilitas) bahwa pernyataan tersebut adalah bohong.
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Falsifikasi adalah upaya pengujian terhadap data empiris yangmenggunakan bantahan atau perbedaan untuk menghasilkankebenaran. Tuntutan falsifikasi ini merupakan bentuk darirasionalisme kritis. Metode ini percaya  pada adanya probabilitas(Van Person, 1993,: 56-60). Misalnya “dengan menggunakanpernyataan yang sama dengan di atas”, maka untuk mengetahuiapakah pernyataan tersebut mengandung kebenaran, maka harusdilakukan falsifikasi terhadap data empiris dari yang ada. Penelitiharus melihat pernyataan tersebut dengan pernyataan dan realitasatas pernyataan tersebut. Jika terdapat sebuah pernyataan ataurealitas yang tidak sesuai maka pernyataan kebenaraan muncul.Artinya terdapat probabilitas atau kemungkinan lain dari pernyataanSBY sebelumnya. Penggunaan falsifikasi sebagai bentuk penolakterhadap logis mutlak dan terlalu jauh dari kegiatan ilmiah.
2. Menerangkan dan meramalkanMenerangkan berarti bahwa ilmu tidak hanya menginvestasikan danmeramalkan. Berupaya menjelaskan hubungan antara variabel yangmenjadi konsep yang diuji dalam penelitian.  Realitas harusdijabarkan dari ketentuan hukum. Menerangkan gejala yang harusditerangkan dan keterangan itu sendiri sehingga mampumeramalkan realitas yang akan terjadi sebagai suatu dampak atauhubungan kausal dari penjabaran data empiris yang ada. (VanPerson, 1993,: 56-60)

Contohnya: perubahan sistem demokrasi di Indonesia sebagai upaya
meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Namun
setelah pengukuran terhadap variabel yang ada ternyata fakta
empiris ditemukan bahwa perubahan sistem demokrasi dan politik
tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan dan
keadilan masyarakat. Maka  realitas tersebut harus diterangkan dan
dijabarkan alasan-alasan tidak signifikannya hasil penelitian. Yang
dari hasil empiris dan penjabaran kemudian dapat meramalkan
bahwa situasi masyarakat dan bangsa Indonesia akan tidak mencapai
kesejahteraan walau di era demokrasi.

3. Menerangkan dan memahamiMemahami (vestehen) adalah upaya untuk perasaan dan keadaanbatin seseorang atau suatu realitas dan memahami teks-teks yangada untuk mengkonstruksi sekaligus melakukan interpretasiterhadap makna teks yang selama ini sangat terbatas. Memahamiatau menafsirkan (hetmeneutik) adalah upaya untuk menempatkanrealitas sebagaimana mestinya, sesuai realitas dan makna yangterkandung dalam sebuah subyek atau obyek. Penafsiran juga berartibahwa makna setiap saat dapat berubah karena memungkinkanseseorang, kelompok ata komunitas, organisasi bahkan Negara
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melakukan rekonstruksi atas makna sebelumnya. (Van Person,1993:56-60)Contohnya: Pemahaman terhadap makna simbol sebuah partaipolitik yang merupakan hasil konstruksi partai tersebut merupakanmilik partai tersebut. Makna tersebut diciptakan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bahkan politik yang melingkupi simbol partai.Peneliti harus berlajar dengan sungguh-sungguh proses konstruksimakna, arti makna, alasan yang melatarbelakangi simbol partai danmelakukan interpretasi atau penafsiran secara leluasa terhadaprealitas yang diperoleh.
4. Menerangkan dan mengkritisiMengkritisi adalah proses kritik terhadap realitas yang tersuratuntuk memperoleh data yang tersirat. Realitas tercipta karenaproses internalisasi dan eksternalisasi beragam nilai dankepentingan yang melingkupi sebuah peristiwa. Bermaksudmengetahui realitas dan fakta dibalik ‘realitas’ untuk mengetahuirealitas yang sesungguhnya. Upaya kritis secara serius dibutuhkansebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat akan hakikat ataulandasan perjuangan atau realitas masyarakat.Misalnya Penelitian mengenai makna berita politik mengenaiterorisme” pada online Era Muslim dan Republika Onlinemenggunakan Semiotika John Fiske. Kajian menemukan maknaberita, ideologi berita dan interpretasi terhadap berita teorirsme dikedua media online. Menggunakan paradigma kritis untukmenjelaskan makna yang sesungguhnya  dari berita teorirsmetermasuk ideologi yang melandasi pemberitaan tersebutdikonstruksi dan disiarkan kepada masyarakat luas.

D. Beberapa Metode Penelitian Komunikasi PolitikBanyak metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif yangdipergunakan dalam khazasan penelitian komunikasi politik. Topik-topikpenelitian komunikasi politik yaitu Komunikator atau sender, pesan, mediamassa, khalayak, effek atau pengaruh, sikap, perilaku, opini publik, marketingpolitik, budaya politik dan lain-lain. Isu-isu utamanya adalah framing,
priming, behavior, policy, news source (pemerintah/presiden/PR), campaigns,
Intermedia setting dan agenda media. (Weaver, McCombs &Shaw, dalamGraber, 2004:257-276). Metode-metode yang umumnya digunakan dalampenelitian komunikasi politik adalah:

1. Pooling
2. Quick Count
3. Analisis isi (content analysis)
4. Field Research
5. Framing
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6. Survey
7. Discourse
8. Focus Group Discussion
9. Dan lain-lain

1. PoolingPolling merupakan metode pengumpulan data yang fokus padapandangan atau pendapat publik mengenai subuah isu yangpelaksanaannya lebih sederhana dan cepat dibandingkan survey. Artinyapolling menyederhanakan metode survey yang selama ini membutuhkanproses yang cukup lama dan cakupan khalayak yang luas. Polling sangaterat dengan kaitannya dengan sistem politik di suatu negara. Ada orangyang berpendapat bahwa polling erat kaitannya dengan demokrasi. Halini dikarenakan pendapat umum merupakan sumber legitimasi dalampengambilan keputusan yang demokratis.Menurut Eriyanto (1999), polling adalah suatu penelitian (survey)dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapat suatu isuatau masalah tertentu. Secara metodologis, polling adalah suatu teknikuntuk menyelidiki apa yang dipikirkan orang terhadap isu atau masalahyang muncul. Jadi polling adalah metode untuk mengetahui pendapatumum (public opinion). Polling adalah cara sistematis, ilmiah, danterpercaya mengumpulkan informasi dari sampel orang yang digunakanuntuk menggeneralisasikan pada kelompok atau populasi yang lebih luasdi mana sampel itu diambil.Ada beberapa tahapan dalam polling, yaitu: penentuan topik,menentukan tujuan polling, menentukan populasi, menentukan metodepengambilan data yang akan digunakan clan menentukan teknikpengolahan data dan penyajian hasil (publikasi). Desain dan ciri pollingsekurangnya dapat diringkas dalam dua rangkuman berikut ini. Waktupelaksanaan dan publikasi hasil polling pendek dan terbatas. Pendapatatau opini publik bisa sangat cepat berubah dan polling inginmenggambarkan opini publik ketika sebuah isu atau masalahmengemuka dan diperbincangkan orang. Objek polling terbatas, hanyadapat menangkap fakta saat itu. Polling ingin menjawab pertanyaanbagaimana sikap publik atau massa pada satu saat, dan tidak sampaimenjelaskan mengapa atau apa dasar dan pertimbangan pokok yangmendasari sikap publik tersebut.Tahapan polling terdiri atas empat, yaitu
 menentukan tujuan polling,
 menetapkan populasi dan sampel,
 menentukan tipe informasi dan menetapkan waktu,
 metode pengumpulan data polling.Keempat tahap ini adalah persiapan sebelum polling benar-benardilaksanakan. Menentukan tipe informasi, berarti jenis informasi dan
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sekaligus rumusan pertanyaan dan jawaban yang akan digunakan untukmengumpulkan data. Umumnya polling menggunakan jenis pertanyaantertutup, artinya jenis pertanyaan yang pilihan jawabannya telahdisediakan dan responden yang diteliti tinggal memilih satu (atau lebih)pilihan jawaban yang telah ada tersebut. Setelah instrumen siap makaditetapkan Waktu dan Metode Pengumpulan Data.  Penelitian dapatmenggunakan pengumpulan data melalui telpon atau secara langsungterjun ke lapangan (survey) yang bertujuan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun Permohonan persetujuan publik berartipolling bertujuan untuk meminta legitimasi atau persetujuan publikterhadap satu isu atau persoalan atau fakta tertentu yang terjadi dimasyarakat, sedangkan intensitas sikap publik berarti tujuan pollingadalah meminta pilihan jawaban (preferensi) publik terhadap isu ataupersoalan tertentu yang secara aktual terjadi di masyarakat. Untukpenelitian “persetujuan” jawaban biasanya 3, yaitu “setuju”, “tidaksetuju”, dan “tidak tahu” atau lain-lain, sedangkan untuk penelitianintensitas sikap dapat dipilihkan 3 jawaban yang merupakan opsi yangsepadan sehingga kelihatan sikap responden. Prinsipnya, waktu danmetode pengumpulan data harus dapat menjamin terkumpulnya datayang lengkap sesuai dengan tuntutan idealitas sebuah penelitian pollingpendapat umum.Terdapat beberapa Jenis Polling: Pertama, benchmark poll. Polling jenisini adalah sebuah pengumpulan pendapat yang lengkap dan mendasar.Jajak pendapat berisi tentang citra, tema dan komposisi para pemilihsebelum kampanye dimulai. Benchmark poll harus menjadi sebuahpetunjuk dasar untuk kegiatan-kegiatan kampanye yang akan datang.Kedua, panel survey atau serial polling. Jenis ini akan lebih memfokuskanjajak pendapat dalam waktu yang cukup panjang. Publik akan dipantaudan diobservasi secara terus menerus untuk melihat perbedaan suasanadan strategi yang telah dijalankan Ketiga, racking polling. Jajak pendapatjenis ini hampir mirip dengan jenis kedua diatas. Perbedaannya hanyapada waktu pelaksanaan jajak pendapat yang singkat (pada pekan-pekanterakhir menjelang hari pemilu). Dengan tracking polling ini kita akanbisa mendapatkan informasi paling muktakhir tentang pemilih dan untukmengarahkan taktik kampanye pada detik-detik terakhir.Contoh kasus: Polling dilakukan unutk mengetahui pendapat masyarakatterhadap calon kandidat gubernur, bupati/walikota. Polling dilakukandalam proses pencalonan kandidat. Misalnya Polling yang dilakukan olehsebuah lembaga penelitian yang bermaksud mengetahui   pandanganmasyarakat atau posisi seorang kandidat calon gubernur dalam prosespemilihan yang sedang berlangsung. Polling digunakan sebagai upayauntuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat terhadapakuntabilitas kandidat tersebut. Hasil dari polling dapat menjadiinformasi baru dalam rangka menyusun program, strategi dan taktikpemenangan kandidat tersebut.
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2. Quick CountQuick count adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum, yang datanyadiperoleh dari sampel di lapangan. Berbeda dengan polling, sampel tidakdiperoleh dari para responden yang ditanyai satu per satu, melainkandiperoleh dari hasil rekap resmi di lapangan. Quick count adalahperhitungan secara cepat hasil pemilihan umum (atau pemilihan kepaladaerah) dengan menggunakan TPS ( Tempat Pemungutan Suara ) sebagaisampel. Quick Count atau hitung cepat merupakan sebuah metode gunamemverifikasi hasil-hasil pemilihan atau pemilu dengan caramemproyeksikannya dari sampel-sampel pada TPS-TPS. Quick Countdidasarkan pada hasil resmi pada TPS yang ada. Ada model penghitunganyang lain yaitu Tabulasi Voting Paralel (TVP). TVP serupa dengan QuickCount, tetapi TVP menggunakan keseluruhan data, bukan sampel. Untukkepentingan quick count ribuan relawan diturunkan untuk mengamatipemilu secara langsung demi memperoleh informasi yang diperlukan.Mereka mencatat ke dalam formulir yang telah disediakan mengenaiinformasi proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS yangdiamati, termasuk perolehan suara masing-masing kandidat. Setelahselesai mereka akan menyampaikan temuan-temuannya ke pusat data(data center).Selanjutnya agar kita bisa memahami quick count, kita pun harus mengertimetodologi dan cara penarikan sampel yang dipilih penyelenggara. Karenakekuatan data quick count sebenarnya bergantung pada bagaimanasampel itu ditarik. Sebab, sampel tersebut yang akan menentukan manasuara pemilih yang akan dipakai sebagai basis estimasi hasil pemilu.Sampel yang ditarik secara benar akan memberikan landasan kuat untukmewakili karakteristik populasi. Seberapa akuratkah hasil quick count biladibandingkan dengan hasil resmi pemilu atau pilkada? Estimasi quick
count akan akurat apabila mengacu pada metodologi statistik danpenarikan sampel yang ketat serta diimplementasikan secara konsisten dilapangan. Kekuatan Quick Count juga sangat tergantung pada identifikasiterhadap berbagai faktor yang berdampak pada distribusi suara dalampopulasi suara pemilih.
Penentuan SampelPopulasi adalah keseluruhan induvidu yang ada dalam obyek penelitian.Menurut Andi Supagat, Populasi adalah sekumpulan obyek yang akandijadikan sebagai bahan penelitian atau penelaahan dengan cirimempunyai karakteristik yang sama. Populasi ada dua yaitu populasiterhingga dan populasi tak terhingga. Populasi terhinga adalahsekumpulan obyek yang akan dijadikan sebagai bahan kajian penelitianyang jumlahnya tertentu. Sedangkan populsi tak terhingga adalahsekumpulan obyek yang akan diteliti berjumlah terhingga banyaknya
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sampel adalah contoh, monster, representan atau wakil dari suatupopulasi. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, sampel ialah bagiandari populasi. Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah jumlah obyekpenelitian yang tidak diambil seluruhnya tetapi hanya sebagian saja atauyang dapat mewakili seluruh populasi tersebut.Metode Sampel yangdigunakan dalam QC ini yaitu Strata random sampling dan general random
sampling.

Teknik Penarikan SampelMenentukan X, Y dan ZKeterangan: Untuk Quick CountContoh: Hitunglah jumlah sampel yang harus diambil untuk suatupenelitian mengenai pemilihan Umum Bupati, jika diketahui jumlahpopulasinya 500.000, tingkat kebenaran 99% dan tingkat kesalahan 0,5%?Jawab: Jadi jumlah sampel yang harus diteliti dalam penelitian tersebutadalah 60.000Responden yang akan diteliti terdapat dalam unit TPS,sehingga jumlahTPS yang harus diamati merupakan hasil bagi antara jumlah sampel yangharus diteliti dengan jumlah pemilih yang hadir dan memilih dalam unitTPS tersebut.Dari hasil perhitungan contoh diatas didapat jumlah sampel 60.000,apabila diasumsikan jumlah pemilih yang hadir dan memilih per unit TPSadalah 400 pemilih, sehingga jumlah unit TPSnya adalah :Jika dalam penelitian ini kita ambil disuatu daerah yang terdiri dari 13kecamatan maka pembagiannya sebagai berikut:NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH TPS1 A 37347 92 B 64075 163 C 41688 104 D 63174 165 E 50284 136 F 52273 137 G 41299 108 H 42766 119 I 73139 1810 J 22167 511 K 25156 612 L 46829 1213 M 42528 11JUMLAH 602725 150
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3. Metode Discourse Analysis/CDADefinisi tentang discourse sendiri dalam hamad berasal dari james P. Gee(2005:26) Gee membedakan discourse kedalam dua jenis: Pertama,“discourse” (d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan padatempatnya (“on site”) untuk memerankan kegiatan, pandangan, danidentitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, “Discourse” (D besar) yangmerangkaikan unsur linguistik pada “discourse” (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (non-language “stuff”) untuk memerankankegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk non-language “stuff” ini dapatberupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponennon-language “stuff” itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi,berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikatorlainnnya dalam mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain.Dalam kenyataan, wujud dari bentuk wacana itu dapat dilihat dalamberagam karya wacana, yaitu:1. Text (wacana dalam wujud tulisan atau garfis) antara lain dalamwujud berita, features, artikel opini, cerpen, novel, dsb.2. Talk (wacana dalam wujud ucapan), antara lain dalam wujud rekamanwawancara, obrolan, pidato, dsb.3. Act (wacana dalam wujud tindakan) antara lain dalam wujud lakondrama, tarian, film, defile, demonstrasi, dsb.4. Artifact (wacana dalam wujud jejak) antara lain dalam wujudbangunan, lanskap, fashion, puing, dan sebagainya.Keberadaan bermacam bentuk wacana dapat kita temukan dalam mediacetak (seperti novel), media audio (seperti pidato), media visual (sepertilukisan), media audiovisual (seperti film), di alam (seperti lanskap danbangunan), atau discourse yang dimediasikan (seperti drama yangdifilmkan). Jadi tak selamanya  discourse itu berada dalam bentuk mediamassa, apalagi hanya media cetak.Berdasarkan sebuah penelitian (Hamad, 2010: 35), proses konstruksirealitas oleh pelaku dalam media massa dimulai dengan adanya realitaspertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya.Secara umum, sistem komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi sangpelaku dalam membuat wacana. Secara lebih khusus, dinamika internaldan eksternal mengenai diri si pelaku konstruksi tentu saja sangatmempengaruhi proses konstruksi. Ini juga menunjukkan bahwapembentukan wacana tidak berada dalam ruang staknan. Pengaruh itubisa datang dari pribadi si pembuat dalam bentuk kepentingan idealis,ideologis, dan sebagainya maupun dari kepentingan eksternal darikhalayak sasaran sebagai pasar, sponsor dan sebagainya.
Teknik dalam melakukan analisis wacana
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Dalam pelaksanaannya, analisis wacana untuk ilmu komunikasi ditempatkansebagai bagian dari metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif.Sebagaimana dimaklumi dalam penelitian sosial, setiap permasalahanpenelitian selalu ditinjau dari perspektif teori sosial (dalam hal ini teori-teorikomunikasi). Analisis wacana sebagai metode penelitian sosial tidak hanyamempersoalkan bahasa (wacana) melainkan pula dikaitkan denganproblematika sosial.Lebih dari itu, sebagai bagian dari metode penelitian sosial dengan pendekatankualitatif, analisis wacana ini juga mamakai paradigma penelitian. Dengandemikian proses penelitiannya tidak hanya berusaha memahami makna yangteradapat dalam sebuah naskah, melainkan acapkali menggali apa yangterdapat di balik naskah menurut paradigma penelitian yang dipergunakan.Aplikasi analisis wacana dimulai dengan pemilihan naskah (text, talk, act, andartifact) dalam suatu bidang masalah sosial, misalnya naskah (:berita) tentangpolitik. Selanjutnya kita memilih tiga perangkat analisis wacana yang salingberkaitan: perpektif teori, paradigma penelitian, dan metode analisis wacanaitu sendiri. Dari penerapan ketiga perangkat tadi secara simultan terhadapnaskah yang dipilih akan diperoleh hasil penelitian analisis wacana. Semua tekdan peristiwa politik dapat menjadi obyek penelitian Critical DiscourceAnalysis (CDA).
1. Metode dalam CDAAdapun analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis (critical

discourse analysis/CDA) berarti peneliti menganalisis wacana pada levelnaskah beserta sejarah dan konteks wacana tersebut. Penelaahan ataswacana tidak hanya dilakukan pada level naskah namun dilanjutkan padafaktor-faktor yang mempengaruhi naskah. Analisis wacana CDA memilikidua model, yaitu CDA model Norman Fairclough yang melihat teks(naskah) memiliki konteks dan CDA dari Ruth Wodak yang menilai teks(naskah) mempunyai sejarah . Seperti tampak dalam Gambar di bawah,CDA Norman Fairclough melihat teks sebagai hal yang memiliki konteksbaik berdasarkan “process of production” atau “text production”; “process of
interpretation” atau “text consumption” maupun berdasarkan  praktiksosio-kultural (Fairclough, 1995: 98). Dengan demikian, untuk memahamiwacana (naskah/teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya. Untukmenemukan ”realitas” di balik teks kita memerlukan penelusuran ataskonteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yangmempengaruhi pembuatan teks. Proses pengumpulan data yang multileveldalam CDA Fairlough ini secara sederhana diperlihatkan dalam Tabeldibawah:

Tabel Proses Pengumpulan Data dalam CDA FaircloughNo. LevelMasalah LevelAnalisis Teknik  Pengumpulan Data



KOMUNIKASI POLITIK 136
Copyright©2015, Kamaruddin HP. 081395029273, Email:kamaruddin.unimal@gmail.com

1 Praktiksosiokultural Makro 1. Depth interview dengan pembuat naskahdan ahli paham dengan tema penelitian2. Secondary data yang relevan dengan temapenelitian3. Penelusuran Literatur yang relevan dengantema penelitian2 PraktikWacana Meso 1. Pengamatan Terlibat pada ProduksiNaskah, atau2. Depth interview dengan pembuat naskah,atau3. “Secondary Data” tentang pembuatannaskah3 Text Mikro 4. Satu/lebih metode Analisis Naskah(sintagmatis atau paradigmatis)(Sumber: Eriyanto, 2001:45)Contoh Penelitian DCA:Penelitian mengenai Analisis Wacana Kritis terhadap berita korupsiwiama atlet yang melibatkan tokoh-tokoh partai yang sedang berkuasayaitu Partai Demokrat. Peneliti ingin mengungkapkan wacana yangmelingkupi peristiwa tersebut baik pada level Makro, meseo maupunmikro. Asumsi utama dari penelitian ini adalah dari kepercayaan dankeyakinan peneliti yang didasarkan permasalah yang melibatkan tokohpartai yang sedang berkuasa. Permasalahan yang menjadi focuspenelitian adalah bahwa terdapat alasan yang wisma atlet melingkupiperistiwa dan berita mengenai kasus korupsi yang terdapat dalamkasus tersebut. Fokus masalah itu kemudian diungkapkan denganmenggunakan metode CDA karena sebuah peristiwa yang terjadisebagai teks dan yang dibahasakan oleh media dipercaya bukanlahtanpa alasan dan bukan tanpa kepentingan-kepentingan tertentu.Kepentingan-kepentingan tersebut juga muncul pada level mesio yaitulevel pembuatan teks dan level pemahaman teks oleh masyarakat,sekaligus juga melibatkan pemahaman social budaya bahkan ideologyyang merupakan level makro dalam dalam proses penciptaan teks.

5. Metode FramingAnalisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalamkategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitaskehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil darikonstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigmakonstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitasdikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Realitas bukanterbentuk secara alamiah dan juga sesuatu yang diturunkan Tuhan.Namun, ia dibentuk dari hasil konstruksi. Untuk itu, pemahaman semacam
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ini mengarah pada realitas yang berwajah plural. Setiap orang bisamempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.Fokus dari pendekatan konstruksionis adalah bagaimana pesan dibuat dandiciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan itu secara aktifditafsirkan oleh individu sebagai penerima. Pendekatan konstruksionismemusatkan perhatian kepada bagaimana seseorang membuat gambaranmengenai suatu peristiwa, personalitas, konstruksi melalui mana realitasdibentuk dan dibuahi. Semua individu, lembaga atau kelompok memilikiperan yang sama dalam menafsirkan dan mengkonstruksi peristiwa.Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis. Pertama,pendekatan Konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan danproses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Katamakna itu sendiri menunjuk kepada sesuatu yang diharapkan untukditampilkan, khususnya melalui bahasa. Makna bukanlah sesuatu yangabsolut, konsep statik yang ditentukan dalam suatu pesan. Makna adalahsuatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu peran. Kedua,pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagaiproses yang terus-menerus dan dinamis. Pendekatan konstruksionis tidakmelihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri bukanlahsesuatu yang netral. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dankhalayak. Dari sumber (komunikator), pendekatan konstruksionismemeriksa pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dalam sisipenerima ia memaksa bagaimana konstruksi makna individu ketikamenerima pesan. Pesan dipandang sebagai mirror of reality yangmenampilkan fakta suatu peristiwa apa adanya. Seorang komunikatordengan realitas yang ada akan menampilkan fakta tertentu kepada publik,memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalamkonteks pengalaman, pengetahuannya sendiri.Analisis Framing menurut Robert N.  Entman, framing adalah prosesseleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itulebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempataninformasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentumendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. William A.Gamson, framing adalah Cara bercerita atau gugusan ide-ide yangterorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi maknaperistiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Carabercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package). Kemasan itusemacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untukmengkonstruksikan makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untukmenafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Sedangkan Zhondang Pandan Gerald M. Kosicki, framing adalah Strategi konstruksi dan memprosesberita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi,menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensipembentukan berita.
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka framing adalah pendekatanuntuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi olehmedia. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnyaadalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebihmudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspektertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yangtidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjaditerlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. Framingmerupakan sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Selainitu, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektifatau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.
Model Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki (Pan Kosicki)

Frame menurut Gamson merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yangterorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi maknaperistiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Sementara,Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekananatau penonjolan aspek-aspek realitas. Analisis framing memiliki asumsibahwa wacana media massa mempunyai peran yang sangat strategis dalammenentukan apa yang penting atau signifikan dari bermacam-macam isuyang hadir dalam wacana publik.Sejumlah ahli sepakat bahwa framing merupakan pendekatan untuk melihatbagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi. Dalam praktiknya, adabeberapa bagian yang ditonjolkan dan beberapa bagian lain yangdisembunyikan. Akibat yang ditimbulkan, khalayak akan mengingat hal-haltertentu yang ditampilkan dan mengesampingkan hal yang tidak muncul.Analisis framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi kebijakan.Pemerintah, dalam hal ini adalah kalangan birokrat pemangku kebijakan,berusaha menampilkan opini yang mendukung terlaksananya kebijakantersebut. Bersama para jurnalis, mereka membangun frame berita yangmenguntungkan untuk kelancaran kebijakan. Framing merupakan strategipembentukan dan operasionalisasi wacana media. Media massa padadasarnya adalah wahana diskusi publik tentang masalah yang melibatkantiga pihak, yakni wartawan (journalist), sumber (source) dan khalayak(audience).Salah satu model analisis framing adalah model Zhondang Pan dan Gerald M.Kosicki (Pan Kosicki). Dalam model Pan Kosicki, struktur dan perangkatanalisisnya relatif lengkap, sehingga memungkinkan peneliti melakukankajian teks berita secara detail. Kelengkapan itu tampak dari perangkat yangdigunakan, mulai dari skema berita, kelengkapan berita, detail nominalisasi,kata ganti, leksikon, sampai pada penekanan berita. Untuk itu,pengkonstruksian realitas atas berita seputar wacana Solo sebagai city walkdari kedua harian Solopos dan Suara Merdeka yang menjadi objek penelitianbisa dilihat dengan relatif lengkap. Model analisis framing Pan dan Kosicki
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meliputi empat struktur, yaitu sintaksis, skrip atau naskah, tematik, danretoris. Selengkapnya sebagai berikut:Kerangka Framing Menurut Pan KosickiSTRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATISINTAKSISCara wartawan menyusun fakta Skema berita Headline, lead, latarinformasi, kutipansumber, pernyataanpenutupSKRIPCara wartawan mengisahkanfakta Kelengkapan berita 5W+1H
TEMATIKCara wartawan menulis fakta DetailMaksud kalimat,hubungan nominalisasiantar kalimatKoherensiBentuk kalimatKata ganti

Paragraf, proposisi

RETORISCara wartawan menekankanfakta LeksikonGrafisMetaforPengandaian
Kata, idiom,gambar/foto, grafik,tabelContoh Penelitian:Penelitian mengenai framin berita politik kasus korupsi Uang Suap pemilihanDeputy Bang Indonesia Miranda Gultom yang melibatkan Nunun Nurbaeti.Framiung dilakukan kepada tiga jenis Harian Nasional Nasional yaituKompas, Republika dan Rakyat Merdeka. Alasan pemilihan ketga surat kabattersebut berdasarkan tiga jenis group penerbit yang berbeda, tiga idelogispesifik yang berbeda dan perbedaaan segment pembaca yang berbeda.Penelitian difokuskan untuk mengetahui bagaimana konstruksi berita ketigasurat kabar tersebut merupakan haisl konstruksi yang melibatkan Simtaksis,Tematik, Leksikon dan Retoris  dalam proses pembuatan berita.

6. Focus Group DiscussionFocus Group Discusion  (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan datayang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuanmenemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuahkelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan darisuatu kelompok. Berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatupermasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindaripemaknaan yang salah dari seseorang peneliti terhadap fokus masalahyang sedang diteliti.
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Bangunan FGD berdasarkan asumsi:a) Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuankelemahan pribadi tersebutb) Masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuansatu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok.c) Setiap individu dikontrol oleh individu lain, sehingga ia berupayaagar menjadi yang terbaikd) Kelemahan subjektif terletak pada kelemahan individu yang sulitdikontrol oleh individu yang bersangkutane) Intersubjektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik (pada saatitu) (Sumber: Burhan Bungin, Content Analysis dan Focus GroupDiscussion dalam Penelitian Kualitatif, Hal. 131, 2001).Diluar asumsi diatas, pandangan yang menyataan kelompok memilikipemikiran yang lebih sempurna dari individu, memiliki kebenaran yangrelatif tidak terbentangkan. Karena umumnya kelebihan berfikir individuselalu dibatasi oleh bingkai berfikir pribadi (frame of reference). Batasan-batasan ini membuat seseorang menjadi egois, berfikir sempit, berfikirterbatas, bahkan menghalangi progresivitas individu. Pada umumnyaindividu hanya mampu memahami fenomena dari sisi mana individuberada. Sehingga kehadiran orang lain dari luar pribadi menjadi‘penolong’ terhadap kelemahan kritikal yang dimiliki individu. Dengandemikian, pemaknaan yang dihasilkan oleh teknik ini adalah pemaknaanintersubjektif, yang mana bisa jadi peran subjektifitas peneliti kurangkecil atau lebih besar, tergantung seberapa jauh peran kelompok dalamproses-proses diskusi. Berdasarkan hal itu, penggunaan FGD dimulai daripertimbangan apakah teknik ini memang tepat digunakan dalam suatukasus penelitian, terutama apabila penelitian itu membutuhkanpemaknaan intersubjektif. Sebagaimana diketahui, FGD digunakan hanyauntuk mengungkapkan fenomena yang meminta tanggapan (pemecahan)kelompok.FGD dipakai untuk tujuan menghimpun data sebanyak-banyaknya dariinforman kelompok. Hanya saja kalau metode lain, peneliti memperolehdata dari informan yang bersifat pribadi, tanpa melalui ‘pergumulan’sikap dan pendapat orang lain, sedangkan melalui FGD informasi yangditangkap peneliti adalah informasi kelompok, sikap kelompok, pendapatkelompok dan keputusan kelompok terhadap sebuah fenomena. Dengandemikian, kebenaran informasi bukan lagi kebenaran perorangan(subjektif), namun menjadi kebenaran intersubjektif. Karena selamadiskusi berlangsung masing-masing orang tidak saja memperhatikanpendapatnya sendiri namun ia juga mempertimbangkan apa yangdikatakan oleh peserta FGD lainnya.
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FGD yang dilibatkan oleh penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang kapasitasnya merupakan pertimbangankualitas diskusi, maka peneliti juga harus mempertimbangkan siapa sajayang menjadi FGD, siapa pula narasumber. Pertimbangan menentukansiapa saja yang terlibat dalam FGD berkaitan dengan beberapa hal:1. Keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yang akandidiskusikan2. Pengalaman praktis dan kepedulian terhadap fokus masalah3. Pribadi terlibat dalam fokus masalah4. Tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan5. Masyarakat awam yang tidak tahu menahu dengan masalahtersebut namun ikut merasakan persoalan sebenarnyaPelaksanaan diskusi dipimpin oleh seorang pimpinan diskusi(moderator)  dan juga bisa dibantu oleh sekretaris yang akan mencatatsendiri jalannya diskusi. Namun bisa saja pimpinan diskusi mencatatsendiri jalannya diskusi. Pada awal diskusi pimpinan diskusimengarahkan fokus dan jalannya diskusi serta hal-hal yang akan dicapaipada akhir diskusi. Peserta benar-benar dihadapkan dengan satu fokuspersoalan yang sedang dihadapi dan dibahas bersama. Sasaran diskusidapat dirumuskan sendiri oleh pimpinan diskusi agar peserta melakukandiskusi secara terfokus. Dan pada saat diskusi berlangsung, pimpinandiskusi selain menjadi katalisator, ia selalu menjaga dinamika diskusiagar diskusi berjalan dengan lancar.Bahan diskusi dicatat dalam transkip yang lengkap, semua percakapandicatat sebagaimana adanya, termaksud komentar peserta kepadapeserta lain dan kejadian-kejadian khusus saat diskusi. Transkip FGDdibuat berdasarkan kronologis pembicaraan agar memudahkan analisis.Tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan transkip FGDyang telah dibuat. Jadi, ada dua tahapan FGD sebagai berikut:1. Tahap Diskusi dengan melibatkan berbagai anggota FGD yang diperolehberdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensipenguasaan focus masalah FGD, seperti yang telah dijelaskan.2. Tahap Analisis Hasil FGD, pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:Tahap analisis makro dan tahap analisis mikro.Pada tahap analisis mikro, FGD memiliki langkah-langkah analisis sebagaiberikut:1. Melakukan coding terhadap sikap, pendapat peserta yang dimilikikesamaan2. Menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteksyang berbeda3. Menentukan persamaan istilah yang digunakan, termaksukperbedaan pendapat terhadap istilah yang sama.4. Melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapatpeserta FGD berdasarkan alur diskusi.
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5. Mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi yang adauntuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap danpendapat kelompok terhadap masalah yang didiskusikan (focusdiskusi)6. Menyiapkan draf laporan FGD untuk didiskusikan pada kelompokyang lebih besar untuk mendapat masukan lebih luas, sebelumdiseminarkan dalam forum yang lebih luas.Pada tahap analisis makro, FGD (terutama pada tahap kelima dan keenam).Pada tahap ini peneliti tidak hanya menemukan hubungan antara masing-masing kategorisasi, namun juga dapat menggabungkan hubungan-hubunganitu pada tingkat yang lebih substansial, menyangkut hubungan antarafenomena-fenomena budaya dan sosial terhadap kategorisasi-kategorisasi,bahkan abstraksi sampai pada tingkat mengkonstruksi pengetahuan baru,mendekonstruksi teori, dan merekonstruksi teori-teori baru.Contoh Penelitian : FGD mengenai kebijakan pemerintah mengenai peranKomisi Pemberatansan Korupsi (KPK) dan pemberantasan korupsi diIndonesia.  Forum FGD dapat terdiri dari para politisi yang mewakili partaipolitik, penegak hukum, media massa, LSM pemerhati anti korupsi,mahasiswa, tokoh masyarakat dan pakar.  Anggota FGD dapat sejumlah 7-10atau 15-20 orang yang dipimpin oleh seorang moderator. Moderator yangbertindak sebagai  pihak yang memimpin diskusi dan mengarahkannyasehingga mampu memperoleh pendapat yang dinginkan untuk menjawabmasalah atau focus penelitian.
7. Metode SurveyPenelitian Survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satupopulasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datayang pokok. (Masri, 3:1987) dalam penelitian survey unit analisanyaadalah individu. Pada penelitian survey informasi dikumpulkan dariresponden dengan menggunakan kuesioner. Dan umumnya pengertianpenelitian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan darisampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Tujuannya adalahuntuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggapmewakili populasi tertentu. Dalam penelitian survey proses pengumpulandan analisis data sosial bersifat sangat terstruktur dan mendetail melaluikuisioner sebagai instrument utama untuk mendapatkan informasi darisejumlah responden yang diasumsikan mewakili populasi secara spesifik.
Secara umum Penelitian survey terdiri dari dua jenis:1. Penelitian survey deskriptifDalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Penelitian survey deskriptif inimemfokuskan pada perilaku yang sedang terjadi dan terdiri dari satuvariabel. Untuk analisis data dengan menggunakan uji statistik deskriptif.
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Contohnya menggambarkan variabel sosiodemografis responden dalampenelitian, “Bagaimana karakteristik sosiodemografis pemilih Atut – RanoKarno dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bnaten 2011”?2. Penelitian Survey Eksplanatif ( Analitik)Dalam penelitian ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahuimengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yangmempengaruhi terjadinya sesuatu. Peneliti tidak saja menggambarkanterjadinya fenomena tetapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena ituterjadi dan apa pengaruhnya. Jadi dalam penelitian ini peneliti inginmenjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Peneliti juga harusmembuat hipotesis sebagai asumsi awal untuk menjelaskan hubunganantar variabel yang diteliti. Analisis data yang digunakan menggunakanuji statistik inferensial.Contohnya “Apakah terpaan iklan Ckandidat pasangan Atut-Rano Karnoyang mengusung jargon ‘Untuk Banten Bersatu mempengaruhiPersepsi/opini public pemilih (masyaraka) Banten yang memberikan haksuara dalam pemilihan gubernur tahuin 2011?”.
Penelitian Survey Eksplanatif dapat dibagi menjadi dua sifat yaitu :1. Komparatif, yaitu untuk membandingkan (komparasi) antara variabelyang satu dengan variabel yang sejenis. Contohnya “Apakah adaperbedaan antara tingkat kepuasan  pelayanan public mada masapemerintahan Orde Baru dan Pemerintahan periode Presiden SusiloBambang Yudiyono”?2. Asosiatif ,  yaitu untuk menjelaskan hubungan ( korelasi ) antar variabel.Contohnya “ Apakah terdapat  hubungan antara pilihan media dengantingkat partisipasi dalam pemilu pemilihan Gubernur Proviinsi Bantentahun 2011 sehingga terpilihnya Pasangan Atut-Rano sebagai gubernurProvinsi Banten 2011-2016”?Penelitian survey juga dapat digunakan untuk mengadakan penelitian antaralain:1. Penelitian eksploratif atau penjajagan, dalam penelitian ini bersifatterbuka, masih mencari – cari. Pengetahuan peneliti tentang masalahyang akan diteliti masih terlalu tipis untuk dapat melakukan studideskriptif.2. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk pengukuran yang cermatterhadap fenomena sosial tertentu, contohnya perceraian, penganggurandan sebagainya.3. Penelitian Eksplanatory atau penjelasan, atau penelitian pengujianhipotesa, dimaksudkan untuk meneliti dan menjelaskan hubungan kausalantara variabel – variabel melalui pengujian hipotesa.4. Penelitian untuk mengadakan evaluasi, dalam penelitian ini ada dua jenisyaitu penelitian evaluasi formatif, yang biasanya melihat dan menelitipelaksanaan suatu program mencari umpan balik untuk memperbaiki
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pelaksanaan program tersebut, dan penelitian evaluasi summatifbiasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakahtujuan program tersebut tercapai.5. Penelitian prediksi atau meramalkan , ini bisa diguanakan dalampenelitian untuk memprediksi mengenai fenomena sosial tertentu.Biasanya dalam penelitian survey hanya menggunakan kuesioner dan hanyaberkisar pada ruang lingkup seperti:1. Ciri – ciri demografis masyarakat2. Lingkungan sosial mereka3. Aktivitas mereka4. Pendapat dan sikap mereka
===========
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